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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di fakultas 
Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta berdasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah: 
1. Konsonan  
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf 
latin adalah sebagai berikut: 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب ba B Be 
ت ta T Te 
ث s\a s\ Es (dengan titik di atas) 
ج jim J Je 
ح h}a h} Ha (dengan titik di 
bawah) 
خ kha Kh Ka dan ha 
د dal D De 
ذ zal z\ Zet (dengan titik di atas) 
ر ra R Er 
ز zai Z Zet 
س sin S Es 
ش syin Sy Es dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di 
bawah) 
ix 
 
ض d}ad d} De (dengan titik di 
bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di 
bawah) 
ظ z}a z} Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع ‘ain ...’.... Koma terbalik di atas 
غ gain G Ge 
ف fa F Ef 
ق qaf Q Ki 
ك kaf K Ka 
ل lam L El 
م mim M Em 
ن nun N En 
و wau W We 
ه ha H Ha 
ء hamzah ...’.... Apostrop 
ي ya Y Ye 
 
2. Vokal 
 Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari 
vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
 Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fath}ah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
x 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 بتك Kataba 
2 ركذ Z|ukira 
3 بهذي Yaz|habu 
 
b. Vokal Rangkap 
 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka translierasinya gabungan huruf, yaitu: 
Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf Nama 
ي ........أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و ..........أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
 Contoh: 
No Kata bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Haula 
 
3. Maddah  
 Maddah atau vokal yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي .......أ Fathah dan 
alif atau ya 
a> a dan garis di atas 
ي ........أ Kasrah dan ya i> i dan garis di atas  
و .........أ Dammah dan 
wau 
u> u dan garis di atas 
 
xi 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. ليق Qi>la 
3. لوقي Yaqu>lu 
4. يمر Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
 Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua: 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah 
/h/. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta marbutah diikuti oleh 
kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu 
terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
 Contoh: 
No Kata bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Raud}ah al-at}fa>l raud}atul atfa>l 
2. ةحلط T}alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
 Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. 
Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan 
huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
 Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbana 
2. لّزن Nazzala  
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6. Kata Sandang 
 Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu 
لا . namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata 
sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang 
diikuti oleh huruf Qamariyyah. 
 Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah 
ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan 
huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 
Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah 
ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan 
sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau 
Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan 
dihubugkan dengan kata sambung. 
 Contoh: 
No Kata bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للاجلا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
 Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan 
di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan 
karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh 
berikut ini: 
No Kata bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala  
2. نوذخأت ta’khuduna 
3. ؤنلا An-Nau’u 
8. Huruf Kapital 
 Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang 
xiii 
 
berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama 
diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata 
sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri 
tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. 
 Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila 
dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan 
tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang 
dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan. 
 Contoh: 
No Kalimat Arab Transliterasi 
1. لوسر لاإ دمحم امو Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l 
2. نيملاعلا بر الله دمحلا Al-hamdu lillahi rabbil’a>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
 Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim maupun huruf ditulis 
terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab 
yang sudah lazim dirangkaikan denga kata lain karena ada huruf atau 
harakat yang dihilangkan maka peulisan kata tersebut dalam 
transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada 
setiap kata atau bisa dirangkaikan. 
 Contoh: 
No Kalimat Bahasa Arab  Transliterasi  
1. نيقزارلاريخ وهل الله نإو Wa innalla>ha lahuwa khair ar-
ra>ziqi>n/ Wa innalla>ha lahuwa 
khairur-ra>ziqi>n  
2. نازيملاو ليكلا اوفوأف Fa aufu> al-Kila wa al-mi>za>na/ Fa 
auful-kaila wal mi>za>na 
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ABSTRAK 
Wardatul Luthfiyah, NIM: 132121019, “TINJAUAN HUKUM ISLAM 
DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PELAKSANAAN PERKAWINAN 
DENGAN WALI HAKIM ( Studi Kasus di Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten Tahun 2015-2016 ).” 
Perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agama dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
bagi warga Indonesia yang beragama Islam maka harus terpenuhi rukun dan 
syarat perkawinan islam serta tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sebagai 
lembaga yang diberi kewenangan oleh Negara sebagai lembaga pencatatan nikah 
bagi perkawinan warga muslim, dalam keadaan tertentu jika wali nasab tidak 
dapat menjadi wali nikah maka dapat menggunakan wali hakim dengan syarat-
syarat tertentu. 
Dari latar belakang masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di KUA Kecamatan 
Ceper Tahun 2015-2016 serta di tinjau dari hukum Islam dan hukum positif. 
Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian 
lapangan yang mengambil lokasi di KUA Kecamatan Ceper kabupaten Klaten 
dengan Sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data 
menggunakan wawancara dan dokumentasi dengan teknis analisis data deskriptif 
analistis. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perkawinan dengan 
wali hakim melalui empat prosedur dengan dilampiri surat keterangan dari 
kelurahan terkait ketidak hadiran wali nasab sedangkan sebab penggunaan wali 
hakim di KUA Kecamatan Ceper adalah kehabisan wali nasab, kelahiran kurang 
dari enam bulan pernikahan orang tua, wali tidak diketahui alamatnya, wali di 
tempat yang jauh, wali nasab beda agama, dan wali nasab tidak memenuhi syarat 
dengan berdasar pada hukum Islam dan hukum positif diantaranya Hadits Nabi 
Muhammad SAW dari Aisyah r.a riwayat At-Tirmidzi, KHI Pasal 21-23 dan 
dalam pasal 2 PMA No. 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim. 
 
Kata Kunci : Pelaksanaan, Perkawinan, Wali Hakim 
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ABSTRAC 
Wardatul Luthfiyah, NIM: 132121019, “REVIEW OF ISLAMIC LAW 
AND POSITIVE LAW TO THE IMPLEMENTATION OF MARRIAGE 
WITH A GUARDIAN JUDGE (A Case Study at The Office of Religius 
Affairs Ceper Sub-district of Klaten Regency 2015-2016).” 
The legitimate marriage is if done according to the law of each religion 
and recorded according to the prevailing laws and regulation, for Indonesiaan 
citizens who are Islamic so must fulfill the Islamic pillars and requirement of 
Islamic marriage and recorded at the Office of Religious Affairs as an institution 
authorized by state as a institution marriage recorded for the Islamic marriage. In 
certain condition if guardian can not as a marriage guardian they can use guardian 
judge with a certain requirements. 
Based on the background study above this research intends to know the 
implementation of marriage with guardian judge at the office of religious affairs 
Ceper 2015-2016 and the review of Islamic law and positive law. This research 
method uses qualitative method. It is field research which take place at the office 
of religius affairs Ceper Klaten. Sources are classified in to primary and 
secondary data. The technique of collecting using interview and documentation. 
The technique of analizing uses analytical descriptive. 
The result of this study show that the implementation of marriage with a 
guardian judge through four prodecures with recommendation letter from the 
filage chief related to the absence of guardian. The reason appoint guardian judge 
at the office of religious affairs Ceper is run out of guardian less than six month 
from her parents marriage, unknown address of guardian in a distance place, 
different religion of guardian and guardian is not eligible Which is based on the 
Hadith of Prophet Muhammad SAW from Aisha r.a history of At-Tirmidhi, KHI 
Articles 21-23and in PMA no. 30 Year 2005 Concerning the Guardian of Judges 
Article 2. 
 
Keywords: Implementation, Marriage, Guardian Judge 
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1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk individu laki-laki dan 
perempuan sekaligus sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan di 
antara keduanya untuk melestarikan kehidupan salah satunya dengan cara 
perkawinan. Sebagaimana yang di katakan oleh Abdus Shamad bahwa   
“Perkawinan disyariatkan oleh agama sejalan dengan hikmah manusia di 
ciptakan oleh Allah yaitu memakmurkan dunia dengan jalan terpeliharanya 
pergaulan laki-laki dan perempuan yang terjadi secara terhormat.”1  
Islam menganjurkan perkawinan selain memiliki nilai keagamaan 
sebagai ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Nabi dan menjaga 
keselamatan hidup keagamaan bagi laki-laki dan perempuan, juga memiliki 
nilai kemanusiaan untuk memenuhi naluriyah hidup (seksual) untuk 
berketurunan serta saling memupuk kasih sayang dalam hidup berkeluarga. 
Dalam hadits Nabi riwayat Bukhari-Muslim dari Abdullah bin Mas’ud r.a:  
َ ايَ َم َع َش َرَ َسلاَ ب َباَ َم َنَ َساَ ت َط َعاَ َم َن َك َمََ َا لَ ب َءاَ ةََ َف لَ يَ ت َز َو َجََ ف َاَ نَ هََ ا َغ َضََ َل لَ ب َص َرَ
 َوَ ا َح َص َنََ َل لَ ف َرَ جََ ف َم َن َ ل َمََ ي َسَ ت َط َعََ فَ عَ ل َي َهََ با َصلا َو َمََ ف َاَ نَ هََ لَ هَ َو َجا َءَ
Artinya : 
Wahai para pemuda semuanya, barangsiapa di antara kamu telah 
mampu memikul biaya perkawinan hendaklah kawin, sebab perkawinan 
itu lebih mampu menundukkan mata dan menjaga kehormatan, barang 
siapa belum berkemampuan hendaklah berpuasa, sebab puasa itu 
baginya akan mengekang syahwat. (HR. Mutafaqun ‘alaih) 2 
 
                                                             
1 Abdus Shomad, Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam), 
(Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hlm. 282 
2  Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm.12 
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Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan 
untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam 
rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa 
ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang di ridhai oleh Allah.3 
Pengertian perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang - 
Undang No. 1 tahun 1974 dijelaskan: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin 
antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan 
Yang Maha Esa".4 
Memahami kedua pengertian perkawinan di atas, tidak terdapat 
perbedaan prinsipil antara pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan 
pengertian perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974, justru 
nilai-nilai Islam mendapat posisi penting dalam Undang-undang No. 1 tahun 
1974 sebagaimana yang terdapat dalam pasal 2 yaitu: 
1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 
agamanya dan kepercayaannya itu 
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.5 
Pasal 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 ini meletakkan fundamentum 
yuridis perkawinan secara umum yang berlaku bagi seluruh warga indonesia 
yakni dilakukan menurut hukum agama dan di catat menurut perundang-
                                                             
3 Ibid., hlm.14 
4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 
Kompilasi Hukum Islam 
5 Ibid. 
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undangan yang berlaku.6 Pasal ini secara tegas menyatakan bahwa 
perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama, maka bagi 
WNI yang beragama Islam dan hendak melakukan perkawinan yang sah 
harus dilakukan menurut ketentuan hukum perkawinan Islam. 
Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu peraturan hukum 
Islam terkait dengan perkawinan yang telah menjadi peraturan per undang-
undangan yang berlaku di Indonesia. KHI mulai diberlakukan sejak keluarnya 
Instruksi Presiden No. 1 pada tahun 1991. Sebagaimana pendapat Yahya 
Harahap bahwa perumusan KHI adalah untuk mempertegas landasan filosofis 
perkawinan Islam tanpa mengurangi landasan filosofi dalam Undang-undang 
perkawinan Nomor 1 tahun 1974.7 
Arti perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam KHI pasal 2: “ 
perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan 
ghalidzan (perjanjian yang kuat) untuk mentaati perintah Allah dan 
melaksanakannya merupakan ibadah”.8 Dari pasal 2 KHI tersebut berisi inti-
inti: perkawinan semata-mata untuk mentaati perintah Allah, melaksanakan 
perkawinan adalah ibadah dan ikatan perkawinan bersifat mitsaaqan 
ghalidzan (perjanjian yang kuat). 
Perkawinan yang sah diharuskan memenuhi rukun dan syarat yang telah 
ditentukan, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) rukun perkawinan diatur 
                                                             
6 Abdus Shomad, Hukum Islam …, hlm. 272 
7 Ibid.,hlm. 276 
8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 
Kompilasi Hukum Islam 
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dalam pasal 14 yaitu “(1) Calon suami, (2) Calon istri, (3) Wali nikah, (4) 
Dua orang saksi, dan (5) Ijab kabul”.9 
Mengkaji ketentuan pasal 14 dalam KHI tersebut diketahui bahwa 
unsur pokok suatu perkawinan ada lima yaitu adanya laki-laki dan perempuan 
yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, dua orang saksi yang 
menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu dan wali yang 
melangsungkan akad ijab kabul dengan calon suami. 
Penelitian ini penulis fokuskan pada salah satu rukun perkawinan yaitu 
wali nikah, di maksud dengan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang 
bertindak atas nama mempelai perempuan yang menjadi pihak pertama dalam 
proses ijab dan mempelai laki-laki menjadi pihak kedua dalam proses kabul, 
proses inilah yang di sebut dengan ijab kabul dalam akad nikah.10 
Proses ijab kabul hanya dapat dilaksanakan jika dari kedua pihak 
terdapat kerelaan dan persetujuan akan tetapi sering terjadi kerelaan dan 
persetujuan dari wali nikah mempelai perempuan terhalang dengan berbagai 
alasan, seperti wali tidak menyetujui, tidak ada nya wali nikah karena wali 
nasab telah meninggal dunia ataupun wali nasab di tempat yang jauh dan 
sebagainya. Ketika keadaan semacam ini terjadi, maka solusinya adalah 
menggunakan wali nikah selain dari wali nasab mempelai perempuan yaitu 
menggunakan wali hakim. Wali hakim adalah wali nikah yang diambil dari 
hakim atau penguasa pemerintah, dalam hal ini termasuk Aparat Kantor 
                                                             
9 Ibid.,hlm. 338 
10 Beni Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 239 
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Urusan Agama (KUA) atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang diberi kuasa 
oleh Menteri Agama selaku pembantu Presiden atau kepala pemerintahan.11 
Penentuan Wali hakim tidaklah mudah, memerlukan ketelitian dan 
kejelian dari PPN atau penghulu selaku pihak yang di beri kewenangan untuk 
melakukan pengawasan dalam pelaksanaan perkawinan di wilayah kerja nya 
yang di sebut penghulu, dalam PMA No. 30 Tahun 2005 tentang wali hakim 
di jelaskan: 
Penghulu, adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Pegawai Pencatat Nikah 
yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh 
oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan 
perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan 
nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.12 
 
Kepala KUA Ceper menjelaskan bahwa di KUA Kecamatan Ceper 
pada tahun 2015-2016 terjadi pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim  
dan yang menjadi tugas berat bagi KUA adalah dalam hal penentuan wali 
nasab yang beralih pada wali hakim tersebut. Sering terjadi di masyarakat 
bahwa calon mempelai wanita telah kehabisan wali nasabnya, wali nasab 
tidak hadir saat proses ijab kabul atau pun wali ab’ad enggan menjadi wali 
nasab tanpa dipenuhi persyaratan tertentu semisal sebuah mobil atau sejumlah 
uang dan sebab yang paling rumit adalah anak yang terlahir dari kehamilan 
kurang dari 6 bulan perkawinan.13 
Data yang penulis peroleh saat melaksanakan Praktek Pengalaman 
Lapangan (PPL)  di KUA kecamatan Ceper,  pelaksanaan perkawinan dengan 
                                                             
11 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan …, hlm. 43 
12 PMA No.30 tahun 2005 Tentang Wali Hakim 
13 Sadali, Kepala KUA Kecamatan Ceper, Wawancara Pribadi, tanggal 21 Desember 
2016, jam 10.00 – 11.00 WIB 
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wali hakim tercatat dalam satu bulan berkisar sepuluh pasang mempelai yang 
menggunakan wali hakim, meskipun dalam bulan tertentu tidak mencapai 
sepuluh pasang mempelai atau tidak terdapat pelaksanaan perkawinan dengan 
wali hakim. Dalam data lain yaitu SIMKAH Kabupaten Klaten dapat 
diketahui bahwa tingkat pelaksanaan perkawinan dengan menggunakan wali 
hakim di Kecamatan Ceper termasuk tinggi setelah Kecamatan Gantiwarno di 
tingkat Kabupaten Klaten.14 Tingginya pelaksanaan perkawinan dengan 
menggunakan wali hakim tersebut menjadi  salah satu kesulitan bagi pihak 
KUA  Kecamatan Ceper.15  
Berangkat dari latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik 
untuk meneliti tentang penetapan wali hakim di KUA Kecamatan Ceper 
Kabupaten Klaten dengan judul “ PELAKSANAAN PERKAWINAN 
DENGAN WALI HAKIM (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Ceper Kabupaten Klaten Tahun 2015-2016) . 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan rangkaian latar belakang masalah di atas maka peneliti 
akan memfokuskan pada : 
1. Bagaimanakah pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di KUA 
Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten pada tahun 2015-2016 ? 
2. Apakah pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di KUA Kecamatan 
Ceper Kabupaten Klaten pada tahun 2015-2016 sesuai dengan hukum 
islam dan hukum positif ? 
                                                             
14  SIMKAH Kabupaten Klaten, di akses Tanggal 03 November 2017 
15 Sadali, Kepala KUA Kecamatan Ceper, Wawancara Pribadi, tanggal 21 Desember 
2016, jam 10.00 – 11.00 WIB 
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C. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk : 
1. Mengetahui pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di KUA 
Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten pada tahun 2015-2016. 
2. Mengetahui apakah pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di KUA 
Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten pada tahun 2015-2016 telah sesuai 
dengan hukum islam dan hukum positif. 
D. Manfaat Penelitian 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 
secara teoritis maupun secara praktis yaitu : 
1. Secara Teoritis 
Penelitian ini di harapkan dapat menjadi wacana tambahan atau 
kelengkapan kepustakaan, serta perluasan wawasan mengenai penetapan 
Wali Hakim yang bersumber dari KUA Kecamatan Ceper. 
2. Secara Praktis 
Penelitian ini di harapkan bermanfaat untuk menambah khazanah 
ilmu pengetahuan dan pustaka keislaman terutama dalam bidang kajian 
yang berhubungan dengan perwalian khususnya wali hakim dalam 
pernikahan.  
E. Kerangka Teori 
Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang berarti sifat, laku, atau 
perbuatan. Sedangkan pelaksanaan memiliki arti proses, cara, perbuatan 
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melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).16Dalam hal 
pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim dapat diartikan bagaimana proses 
atau cara melaksanaan perkawinan dengan wali hakim.  
Pasal 1 Undang - Undang No. 1 tahun 1974 memuat pengertian 
perkawinan, di dalamnya disebutkan: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin 
antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan 
Yang Maha Esa".17 
Wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama 
mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua 
pihak yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri 
dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.18 Dalam Kompilasi 
Hukum Islam pasal 19 tertulis bahwa “ wali nikah dalam perkawinan 
merupakan rukun yang harus di penuhi bagi calon mempelai wanita yang 
bertindak untuk menikahkannya.”19 Namun para Ulama Fiqih berbeda 
pendapat dalam hal wali menjadi rukun pernikahan atau tidak. Menurut 
Jumhur ulama keberadaan seorang wali dalam akad nikah merupakan rukun 
nikah yang berimplikasi tidak sah akad perkawinan yang di lakukan tanpa 
adanya wali dengan dasar : 
…..َ فَ  م ك ي ل عَ  حا ن  جَلا فَ  ن ه ل  ج أَ  ن غ ل بَا ذ إ فَ فَا  مي َل عَ  ن…..َ
Artinya :  
                                                             
16 Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka 2017). Cet. 3, 
hlm. 627 
17 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 
Kompilasi Hukum Islam 
18 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta : Kencana Prenada , 2003), hlm.90 
19 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 …,  hlm.339 
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…kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu 
(para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka ….. (QS. 
Al-Baqarah [2]: 234) 
 
Ayat tersebut difahami sebagai ayat yang mewajibkan adanya wali 
dalam pernikahan, sebab jika wali bukan syarat nikah yang mutlak harus ada, 
tidak akan ada larangan bagi mereka (Wali) untuk menghalang-halangi 
pernikahan.20 Dalam ayat lain, Allah SWT juga berfirman: 
 َن  م  ؤ يَ ى ت  حَ  تا ك  ر  ش  م لاَ او  ح  ك ن تَ لا  و   َؤ  مَ  ة  ملأ  وَ ٍة ك  ر  ش  مَ  ن  مَ  ر ي  خَ  ة ن  م َوَ  و ل
 َم ك ت ب  ج  ع أ َ.....َ
Artinya :  
dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka 
beriman Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari 
wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. (QS. Al-Baqarah [2]: 
221). 
 
Berdasarkan ayat tersebut jelaslah bahwa pernikahan dalam agama 
Islam disyaratkan seiman dan seagama. Tuntutan ini di firmankan Allah 
kepada para wali untuk tidak mengawinkan anak perempuan nya dengan laki-
laki musyrik, hal itu berarti yang bertindak dalam mengawinkan anak 
perempuan nya adalah wali.21 Sedangkan ulama yang berpendapat bahwa 
wali tidak termasuk dalam rukun pernikahan adalah ulama Hanafiyyah, 
diantaranya Abu Hanifah, Zufar, Sya’by dan Zuhry berpendapat bahwa 
seorang wanita boleh menikahkan dirinya tanpa wali dengan syarat calon 
suami-istri itu sekufu (mempunyai kedudukan yang sederajat) dan wali dapat 
                                                             
20 Beni Ahmad Saebani, Fiqih munakahat…, hlm. 244 
21 Amir Syarifuddin, Garis-Garis …, hlm.91 
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menghalangi pernikahan bila maharnya lebih kecil dari mahar yang biasa 
berlaku.22 
Landasan yang di kemukakan oleh golongan Hanafiyyah adalah firman 
Allah SWT : 
….َ فَا  مي فَ  م ك ي ل  عَ  حا ن  جَلا فَ  ن ه ل  ج أَ  ن غ ل بَا ذ إ ف َل ع َنَ….. 
Artinya :  
…kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu 
(para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka ….. (QS. 
Al-Baqarah [2]: 234). 
 
Mereka menganggap bahwa ayat ini menjelaskan wewenang 
pernikahan itu berada pada diri wanita itu sendiri, para wali tidak di 
persalahkan bila wanita itu bertindak atas namanya sendiri. Adapun Abu 
Dawud memisahkan antara gadis dan janda dengan syarat adanya wali pada 
gadis dan tidak mensyaratkannya kepada janda.23 
Orang yang berhak menjadi wali pada dasarnya adalah wali pihak 
perempuan yang bersangkutan, apabila yang bersangkutan sanggup bertindak 
sebagai wali yang memenuhi persyaratan menjadi wali. Dalam Kompilasi 
Hukum Islam pasal 20 ayat (1) dinyatakan bahwa “ yang bertindak sebagai 
wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni 
muslim, berakal dan baligh”.24 Sebagaimana yang terdapat dalam buku Fiqh 
Munakahat yang berhak menjadi wali jika memenuhi syarat-syarat sebagai 
berikut : 
1. Laki-laki, 
                                                             
22 Ali Hasan, Perbandingan Madzhab Fiqih, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 
hlm.135 
23 Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap), (Jakarta: Rajawali 
Press, 2014), hlm. 91 
24 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 …, hlm. 339 
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2. Muslim, 
3. Merdeka,  
4. Baligh, 
5. Berakal dan, 
6. Adil (tidak fasik).25 
 
Persyaratan wali lainnya adalah adanya pembagian orang-orang yang 
berhak menjadi wali. Jumhur ulama membagi wali menjadi dua kelompok : 
1. Wali Dekat atau Wali Qarib yaitu ayah dan jika tidak ada ayah maka 
pindah ke kakek, keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak 
terhadap anak perempuan yang di kawinkannya. 
2. Wali jauh atau Wali Ab’ad yang secara berurutan adalah sebagai 
berikut: 
a. Saudara laki-laki kandung 
b. Saudara laki-laki se ayah 
c. Anak saudara laki-laki kandung 
d. Anak saudara laki-laki seayah 
e. Paman kandung 
f. Paman seayah 
g. Anak paman kandung 
h. Anak paman seayah 
i. Ahli waris kerabat lainnya 
j. Sulthan atau wali hakim yang memegang kekuasaan di 
wilayahnya.26 
 
Berdasarkan urutan-urutan wali-wali di atas menurut jumhur ulama 
dalam menentukan wali diharuskan berdasarkan pada prioritas secara tertib 
mulai dari urutan teratas sampai bawah yaitu wali hakim,27 sependapat 
dengan imam Syafi’i yang menjelaskan bahwa suatu pernikahan baru di 
anggap sah bila dinikahkan oleh wali yang dekat terlebih dahulu, bila tidak 
ada yang dekat baru dilihat urutannya secara tertib selanjutnya jika wali yang 
jauh pun tidak ada maka baru hakimlah yang bertindak sebagai wali.28 
                                                             
25 Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana Prenada, 2003), hlm. 59 
26 Amir Syarifuddin, Garis-Garis …, hlm.92 
27 Beni Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat…, hlm. 246 
28 Ali Hasan, Perbandingan Madzhab…, hlm.139 
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Wali hakim adalah wali nikah yang diambil dari hakim atau penguasa 
pemerintah, dalam hal ini termasuk Aparat KUA atau Pegawai Pencatat 
Nikah yang di beri kuasa oleh Menteri Agama selaku pembantu Presiden atau 
kepala pemerintahan.29 Sebagaimana sabda rasulullah SAW : 
َ اللهَى ل  صَ  اللهَ  ل  و س  رَ  لا قَ :َ  ت لا قَ  ة ش ئَ ا عَ  ن ع َعَ َه ي ل َم ل  س  وَََ  لا اَ  حا ك نَ  لاَ:َ
 َلُّسلا فَا  و  ر  جا ش تَ  ن ا فٍَل د عَ  ي د ها ش  وٍَ  ي ل  و با ط َل  وَ  نَ  لاَ  ن  مَ ٌّيَ ه لَ  ي لَ  وََاور(َه
)ينطقرادلاَ
Artinya : Dari Aisyah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah 
bersabda “ tidak sah nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi 
adil, jika wali-wali itu enggan (berkeberatan) maka hakimlah yang 
bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya 
(HR.Daruquthni)30 
 
Berdasarkan hadits di atas dapat di ketahui bahwa hakim memiliki 
kewenangan untuk menjadi wali nikah bagi seseorang yang tidak memiliki 
wali dalam sebuah akad nikah, hal tersebut di benarkan jika dalam kondisi-
kondisi sebagai berikut: 
1. Tidak ada wali nasab 
2. Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab’ad 
3. Wali aqrab ghaib atau pergi dalam perjalanan sejauh ± 92,5 Km atau 
dua hari perjalanan 
4. Wali aqrab di penjara dan tidak bisa di temui 
5. Wali aqrabnya ‘adhal 
6. Wali aqrabnya berbelit-belit atau mempersulit 
7. Wali aqrabnya sedang ihram 
8. Wali aqrabnya sendiri yang akan menikah, dan 
9. Wanita yang akan di nikahkan gila tetapi sudah dewasa dan wali 
mujbir tidak ada.31 
 
Meninjau lebih jauh, bahwa selain dari kondisi-kondisi yang di 
benarkan untuk menjadi wali hakim di atas terdapat pula batasan untuk 
                                                             
29 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan …, hlm. 43 
30 Beni Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat…, hlm.241 
31 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar…,  hlm.93 
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menjadi wali hakim, sebagaimana yang terulis dalam buku karangan Sohari 
Sahrani bahwa: 
 Wali hakim tidak berhak menikahkan : 
1. Wanita yang belum baligh 
2. Kedua belah pihak (calon mempelai wanita dan pria) tidak sekufu 
3. Tanpa seizin wanita yang akan menikah, dan 
4. Wanita yang berada di luar daerah kekuasaannya.32  
 
F. Tinjauan Pustaka 
Pertama, Skripsi yang disusun oleh Siti Fatichah Fersiani Salsabila 
(2006) mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyyah Sekolah Tinggi 
Agama Islam Negeri (STAIN) Surakarta yang berjudul Pelaksanaan 
Perkawinan Dengan Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Banjarsari (Tinjauan Hukum Islam) dengan fokus penelitian pada 
pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim dengan alasan wali Ta’adzur 
yaitu wali nasab ada akan tetapi udzur dalam arti tidak bisa hadir dengan 
alasan dan karena sebab tertentu.33 
Kedua, skripsi yang di susun oleh Muhammad Nur Kholis (2009) 
mahasiswa jurusan syari’ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 
Surakarta dengan judul Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif terhadap 
Pelaksanaan Perkawinan Dengan Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten, yang menjelaskan tentang bagaimana 
                                                             
32 Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap), (Jakarta: Rajawali 
Press, 2014), hlm.98 
33 Siti Fatichah Fersiani salsabila, “Pelaksanaan Perkawinan Dengan Wali Hakim Di 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari (Tinjauan Hukum Islam)”, Skripsi tidak diterbitkan, 
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Surakarta, 
Surakarta, 2006, hlm. 8 
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pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di pandang dari hukum islam dan 
hukum positif.34 
Ketiga, skripsi yang di susun oleh Ahmad Syaiful Huda (2015)  
mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyyah Universitas Islam Nahdlatul 
Ulama’ (UNISNU) Jepara yang berjudul Pelaksanaan Perkawinan Dengan 
Wali Hakim (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Batealit 
Kabupaten Jepara) yang membahas faktor penyebab pelaksanaan perkawinan 
dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batealit Kabupaten 
Jepara dengan alasan kehabisan wali nasab, wali ba’id (wali jauh), tidak 
memiliki wali nasab dan wali mafqud (wali yang tidak di ketahui 
keberadaannya).35 
Berdasarkan tinjauan pustaka diatas, maka dapat di simpulkan bahwa  
penelitian pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim sudah pernah di 
lakukan sebelum penulis, yang menjadi perbedaan dengan penelitian yang 
akan di lakukan adalah dari fokus penelitian yang menitik beratkan pada 
analisis berbagai faktor penyebab terjadinya pelaksanaan perkawinan dengan 
wali hakim dan bagaimana proses pelaksanaan perkawinan dengan wali 
hakim di Kantor Urusan Agama di tinjau dari hukum islam dan hukum 
positif.  
                                                             
34 Muhammad Nur Kholis, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif terhadap 
Pelaksanaan Perkawinan Dengan Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulung 
Kabupaten Klaten”, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyyah Sekolah Tinggi 
Agama Islam Negeri (STAIN) Surakarta, Surakarta, 2009,  
35 Ahmad Syaiful Huda, “Pelaksanaan Perkawinan Dengan Wali Hakim (Studi Kasus 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara)”,  Skripsi tidak diterbitkan, 
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyyah Universitas Islam Nahdlatul Ulama’ (UNISNU) Jepara, 
Jepara, 2015, hlm. 9 
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Perbedaan yang kedua terletak pada obyek penelitian, yaitu pada 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten yang belum 
pernah di lakukan penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan 
dengan wali hakim, maka penelitian yang akan di lakukan memiliki 
perbedaan dengan penelitian terdahulu dari fokus dan obyek penelitian. 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang di pakai dalam penelitian ini adalah penelitian 
lapangan (Field Research), di mana peneliti akan mengumpulkan data 
dengan cara mendatangi langsung ke lapangan, masyarakat, kelompok dan 
lembaga untuk mempelajari secara intensif tentang berbagai permasalahan 
yang menjadi objek penelitian.36 
Peneliti akan melakukan tinjauan langsung ke lapangan dalam 
mengumpulkan informasi sehingga mendapatkan data-data yang peneliti 
butuhkan yaitu KUA Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten. 
2. Sumber Data  
a. Sumber Data Primer  
Data yang di ambil langsung oleh peneliti dari sumbernya 
tanpa ada perantara, data tersebut merupakan data yang di peroleh dan 
di kumpulkan oleh peneliti dari lokasi atau obyek penelitian secara 
langsung meliputi tempat, situasi dan informasi. Sumber data utama 
yang dapat penulis jadikan jawaban terhadap permasalahan 
                                                             
36 Soeryono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 15 
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penelitian.37Data primer dalam penelitian ini bersumber dari pihak 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten. 
b. Sumber Data Sekunder 
Sumber data sekunder yaitu sejumlah keterangan tidak secara 
langsung diperoleh dilapangan tetapi diperoleh dari bahan pustaka 
berupa literatur dan arsip yang ada hubungannya dengan masalah yang 
diteliti. Data sekunder yang akan di ambil dalam penelitian ini antara 
lain arsip, surat-surat dan dokumentasi. 
3. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 
Ceper Kabupaten Klaten yang akan di laksanakan selama tiga bulan yaitu 
pada bulan Mei-Juli 2017. 
4. Teknis Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data 
sebagai berikut : 
a. Wawancara 
Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan 
jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematik dan 
berlandaskan pada tujuan penelitian.38 Wawancara digunakan apabila 
peneliti ingin mengetahui tentang hal-hal dari responden yang lebih 
mendalam dan jumlah respondennya sedikit. 
                                                             
37 Beni Ahmad Syaebani, Metodologi Penelitian Hukum, (Bandung : Pustaka Setia, 2008), 
hlm. 57 
38 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Jogjakarta: Andi Offsite 2000), hlm. 193 
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Penelitian ini menggunakan metode wawancara terbuka yaitu 
pertanyaan yang di ajukan sudah demikian rupa bentuknya, sehingga 
responden tidak saja terbatas pada jawaban ‘ya’ atau ‘tidak’ tetapi 
dapat memberikan penjelasan-penjelasan mengapa ia menjawab ‘ya’ 
atau ‘tidak’.39 dan yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah 
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten 
dan pegawai KUA yang menangani bagian perkawinan. 
b.  Dokumentasi  
Dokumentasi Yaitu setiap bahan tertulis atau film, yang tidak 
dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Jadi bahan-
bahan tersebut telah ada sebelum adanya penelitian 
dilaksanakan.40dalam penelitian ini peneliti akan mencari data 
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan 
dengan wali hakim di kantor Urusan Agama Kecamatan Ceper 
Kabupaten Klaten.  
5. Teknis Analisis Data 
Analisis data adalah pengolahan data yang sedemikian rupa sehingga 
akan di peroleh suatu kebenaran objektif, metode analisis data kualitatif 
yaitu analisis yang dilakukan dengan mengumpulkan data, 
                                                             
39 Amiruddin dan Zainal Asikin, pengantar metode penelitian hukum, (Jakarta: 
Rajagrafindo Persada, 2012), hlm.86 
40 Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang 
Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya, (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm 61 
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mengualifikasikannya, kemudian menghubungkan dengan masalah dan 
akhirnya di tarik suatu kesimpulan untuk menentukan hasil.41 
Penulis menganalisa data-data yang diperoleh dalam penelitian ini 
dengan menggunakan metode deskriptif analistis yaitu dengan 
memaparkan, menggambarkan data-data yang di peroleh kemudian di 
susun secara sistematis. Setelah data diperoleh peneliti maka pengolahan 
data di lakukan dengan cara kualitatif induktif yaitu faktor-faktor yang 
bersifat khusus kemudian di generalisasikan bersifat umum.  
H. Sistematika Penulisan 
Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing 
menampakkan titik berat yang berbeda namun dalam satu kesatuan yang 
saling mendukung dan melengkapi. 
Bab pertama berisi pendahuluan yang menguraikan tentang latar 
belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. 
Bab dua berisi penjelasan umum tentang perkawinan dengan wali 
nikah dan wali hakim yang berisikan dengan pengertian wali nikah, dasar 
hukum wali nikah, syarat-syarat wali nikah, macam-macam wali nikah, 
kedudukan wali nikah termasuk di dalamnya urutan orang yang berhak 
menjadi wali dan intiqal (Perpindahan) wali nasab kepada wali hakim. 
Bab ketiga mengemukakan gambaran umum tentang pelaksanaan 
perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten 
                                                             
41 Bambang Waluya, Penelitian Hukum dan Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 
77. 
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yang berisi tentang gambaran umum tentang Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Ceper yang meliputi tujuan dan fungsi, letak geografis dan 
demografis, visi dan misi, struktur organisasi, serta petugas P3N, dan 
deskripsi data tentang pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di Kantor 
Urusan Agama kecamatan Ceper serta data pelaksanaan perkawinan dengan 
wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ceper tahun 2015-2016. 
Bab keempat adalah analisis terhadap pelaksanaan perkawinan dengan 
wali hakim dan analisis terhadap pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim 
di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ceper tahun 2015-2016 ditinjau dari 
hukum islam dan hukum positif. 
Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-
saran. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN WALI NIKAH 
A. Perkawinan 
1. Pengertian Perkawinan 
Kata perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata 
Nikah dan ‘Zawaj’. Nikah menurut bahasa memiliki arti sebenarnya 
‘Dham’ yang berarti menghimpit, atau berkumpul dan memiliki arti kiasan 
yakni ‘Wathaa’ yang berarti setubuh atau ‘aqad’ yang berarti mengadakan 
perjanjian perkawinan.1 
Dalam arti terminologis dalam kitab-kitab fiqih banyak diartikan 
dengan akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan 
hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz nakaha atau zawaja.2 Para 
ahli Fiqih menggunakan rumusan definisi tersebut dengan penjelasan 
sebagai berikut: 
a. Penggunaan lafadz ‘aqad’ untuk menjelaskan bahwa perkawinan 
adalah suatu perjanjian yang di buat oleh pihak-pihak yang terlibat 
dalam perkawinan. Perkawinan itu di buat dalam bentuk akad karena 
perkawinan adalah peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis atau 
semata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan. 
b. Penggunaan ungkapan ‘yang mengandung maksud membolehkan 
hubungan kelamin’ karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan 
                                                             
1 Abdus Shomad, Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam), 
(Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hlm.273 
2 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 
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perempuan itu adalah terlarang kecuali ada hal-hal yang membolehkan 
secara hukum syara’. Di antara hal yang membolehkan hubungan 
kelamin adalah adanya akad nikah di antara keduanya. Dengan 
demikian akad itu adalah suatu usaha untuk membolehkan sesuatu 
yang asalnya tidak di bolehkan. 
c. Penggunaan kata nakaha atau zawaja mengandung maksud bahwa 
akad yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan 
perempuan penyebutannya menggunakan kata nakaha atau zawaja, 
sebab pada masa awal islam terdapat usaha yang menyebabkan di 
bolehkannya hubungan antara laki-laki dan perempuan yaitu dengan 
pemilikan seorang laki-laki atas seorang perempuan yang di sebut 
perbudakan.3 
Dari rumusan definisi perkawinan menurut para ulama ahli fiqh 
dapat di simpulkan bahwa perkawinan adalah perjanjian yang di buat oleh 
pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan yang mengandung maksud 
untuk membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan 
melalui akad nikah. 
Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pada pasal 1 
UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan adalah 
"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita 
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 
                                                             
3 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2003), 
hlm. 74 
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yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa".4 Dari 
pasal tersebut terdapat beberapa rumusan yaitu : 
a. Digunakannya kata “seorang pria dengan seorang wanita” 
mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis 
kelamin yang berbeda. 
b. Penggunaan kata “sebagai suami istri” mengandung arti bahwa 
perkawinan adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda 
dalam satu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah ‘hidup 
bersama’. 
c. Dalam definisi tersebut juga tercantum tujuan perkawinan yaitu 
membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sehingga 
menafikan perkawinan temporal sebagaimana yang berlaku dalam 
perkawinan mut’ah dan perkawinan tahlil. 
d. Disebutkannya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa 
menunjukkan bahwa perkawinan adalah merupakan peristiwa agama 
yang di lakukan untuk memenuhi perintah agama.5 
Begitupun pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum 
Islam dalam pasal 2 dijelaskan “ perkawinan adalah pernikahan yaitu akad  
yang sangat kuat atau mitsaaqan ghalidzan (perjanjian yang kuat) untuk 
mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.6 
                                                             
4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 
Kompilasi Hukum Islam 
5 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih..., hlm.76 
6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan......, hlm. 
335 
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Dari beberapa pengertian perkawinan di atas dapat di ambil 
kesimpulan bahwa perkawinan merupakan perjanjian yang kuat antara 
laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan 
kekal dengan landasan ibadah kepada Allah. 
2. Dasar Hukum Perkawinan 
Perkawinan merupakan salah satu perbuatan yang bernilai ibadah 
sebagaimana tersurat dalam KHI Pasal 2 bahwa perkawinan merupakan 
akad untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan 
ibadah.  
Dalam pandangan islam tidak sebatas perkawinan merupakan 
ibadah tetapi juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul, 
sebagaimana pendapat Amir Syarifuddin yang di maksud dengan sunnah 
Allah adalah perkawinan di laksnakan menurut qudrat dan iradat Allah 
dalam penciptaan makhluq ini, sedangkan sunnah rasul berarti suatu tradisi 
yang yang telah di tetapkan oleh rasul untuk dirinya sendiri dan untuk 
umatnya.7 
Sifatnya sebagai sunnah Allah dapat dilihat dari rangkaian ayat-
ayat sebagai berikut8 : 
a. Allah menciptakan makhluq dalam bentuk berpasang-pasangan 
sebagaimana firman Allah dalam QS. Adz-dzariyat ayat 49 : 
 ََذت ْمُكَّلََعل ِنْيَجْوَز َانْقَلَخ ٍءْيَش ِِّلُك ْنِمَو َّك َنوُر  
Artinya :  
                                                             
7 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh…, hlm.76 
8 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan 
Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006), hlm. 41 
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“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan 
supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS. Adz-dzariyat 
[51]: 49) 
 
b. Laki-laki dan perempuan dijadikan berhubungan dan saling 
melengkapi dalam rangka untuk menghasilkan keturunan yang 
banyak, hal ini di sebutkan Allah dalam QS. An-Nisa’ ayat 1 : 
 ٍسَْفن ْنِم ْمَُكَقلَخ يِذَّلا ُمُكَّبَر اُوقَّتا ُساَّنلا اَهَُّيأ َاي اَهْنِم ََقلَخَو ٍَةدِحاَو
 َنُولَءاََست يِذَّلا َ َّاللَّ اُوقَّتاَو ًءاَسِنَو اًرِيثَك لااَجِر اَمُهْنِم َّثَبَو اَهَجْوَز
ًابِيقَر ْمُكَْيلَع َناَك َ َّاللَّ َِّنإ َماَحْرلأاَو ِِهب  
Artinya:  
“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang 
telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya 
Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah 
memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. 
dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) 
nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan 
(peliharalah) hubungan silaturrahim, Sesungguhnya Allah 
selalu menjaga dan mengawasi kamu.” ( QS. An-Nisa’ [4]: 1) 
 
c. Perkawinan dijadikan sebagai salah satu ayat-ayat dari kebesaran 
Allah terdapat dalam QS. Ar-Rum Ayat 21 : 
 َلَعَجَو اَهَْيلِإ اُونُكَْستِل اًجاَوَْزأ ْمُكُِسفَْنأ ْنِم ْمَُكل َقَلَخ َْنأ ِِهتَايآ ْنِمَو
 َنوُرََّكَفَتي ٍمَْوقِل ٍتَايلآ َكَِلذ ِيف َِّنإ ًةَمْحَرَو ًةَّدَوَم ْمَُكنَْيب  
Artinya :  
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya 
kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan 
dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-rum [30]: 21) 
 
d. Perkawinan merupakan perintah Allah, hal ini di sebutkan dalam QS. 
An-Nur ayat 32 : 
 ِْنإ ْمُِكئاَِمإَو ْمُكِدَابِع ْنِم َنيِحِلا َّصلاَو ْمُكْنِم ىَمَايلأا اوُحِكَْنأَو
 ُ َّاللَّ ُمِِهنُْغي َءاَرَُقف اُونوَُكي ٌميِلَع ٌعِساَو ُ َّاللََّو ِهِلْضَف ْنِم  
Artinya: 
25 
 
 
 
“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian[1035] diantara 
kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-
hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang 
perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan 
mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-
Nya) lagi Maha mengetahui. (QS. An-Nur [24]: 32) 
 
Sedangkan perkawinan merupakan sunnah Rasul yang pernah di 
lakukan oleh Nabi Muhammad SAW selama masa hidunya dan 
menghendaki umatnya untuk berbuat hal yang sama, sebagaimana dalam 
Hadits yang berasal dari Abu Ayyub r.a. : 
 َِّيبَّنلا ِنَع ُهْنَع ُالله َيِضَر َبوَُّيا ِيَبا ْنَعص  َق .م. َْرا : َلا ْنِم َُعب
لاَو ُر ِِّطَعُّتلاَو ُءَايَحَْلا َنْيِلَسْرُمْلا َِننُس ِِّس ُكاَو  َِكِّنلاَو دمحا هاور( ُحا
)يذمرتلاو 
 
Artinya :  
“ Dari Abu Ayyub r.a. dari Nabi SAW beliau bersabda “empat 
macam yang termasuk sunnah rasul adalah pemalu, suka 
berharum-harum an, bersiwak dan nikah” (HR. Ahmad dan 
Tirmidzi)9 
 
3. Hukum Perkawinan 
Sebagaimana di ketahui bahwa perkawinan merupakan akad yang 
membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang 
sebelumnya tidak di perbolehkan, dari pengertian tersebut maka dapat 
dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan adalah boleh atau mubah10, 
akan tetapi Amir Syarifuddin dalam buku yang berbeda mengatakan 
bahwa hukum asal dari perkawinan adalah sunnah, sebagaimana yang 
terdapat dalam buku garis-garis besar Fiqh:  
                                                             
9 Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi’i Buku 2 : 
Muamalat, Munakahat, Jinayat, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm.252 
10 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan islam di Indonesia...,hlm. 43 
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perkawinan adalah suatu perbuatan yang diperintah oleh Allah dan 
oleh Rasul, dari begitu banyaknya perintah tersebut maka 
perkawinan merupakan perbuatan yang lebih di senangi Allah dan 
nabi untuk dilakukan, atas dasar ini maka menurut asalnya 
perkawinan adalah sunnat sebagaimana pendapat jumhur ulama 
yang berlaku secara umum.11 
 
Namun perintah Allah dan Rasul untuk melangsungkan perkawinan 
tidaklah berlaku secara mutlak tanpa persyaratan dan syarat  tersebut 
terdapat dalam hadits Nabi Muhammad SAW dari Abdullah bin Mas’ud 
yang berbunyi:  
 َ اي  َم ْع َش َر  َّسلا َب ِبا  َم ِن  ْسا َت َط َعا  ِم ْن ُك ْم  َا ْل َبا َء ُة  َف ْل َي َت َز َّو ُج  َف ِا َّن ُه  َا َغ َّض 
 ِل ْل َب َص ِر  َو َا ْح َص َن  ِل ْل َف ْر ِج  َف َم ْن  َل ْم  َي ْس َت ِط ْع  َف َع َل ْي ِه  ِب َّصلاا ْو ِم  َف ِا َّن ُه  َل ُه 
 ِو َجا ٌء 
Artinya : 
Wahai para pemuda semuanya, barangsiapa di antara kamu 
telah mampu memikul biaya perkawinan hendaklah kawin, 
sebab perkawinan itu lebih mampu menundukkan mata dan 
menjaga kehormatan, barang siapa belum berkemampuan 
hendaklah berpuasa, sebab puasa itu baginya akan mengekang 
syahwat. (HR. Mutafaqun ‘alaih) 12 
 
Kata-kata Al-Baah mengandung arti kemampuan melakukan 
hubungan kelamin dan kemampuan dalam biaya hidup perkawinan, makna 
dari hadits ini menjadi hukum asal dari suatu perkawinan yang harus 
terpenuhi adalah kedua syarat tersebut dan hukum asal diatas berlaku 
secara umum dengan tidak memperhatikan orang tertentu dan keadaan 
tertentu.13  
Akan tetapi karena ada tujuan mulia yang ingin dicapai dari 
perkawinan dan orang yang melakukan perkawinan berbeda kondisi dan 
                                                             
11 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh…, hlm.79 
12 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan…,hlm.12 
13 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan islam di Indonesia...,hlm.45 
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situasi maka hukum perkawinan untuk masing-masing orang berbeda-
beda, secara rinci sebagai berikut14: 
a. Mubah  
Hukum mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum 
ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan 
mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapapun. 
b. Sunnah 
Hukum sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan 
untuk kawin, telah mampu untuk kawin dan telah mampu dalam biaya 
untuk melangsungkan perkawinan. 
c. Wajib 
Hukum wajib bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk 
kawin, telah mampu untuk kawin, telah mampu dalam biaya untuk 
melangsungkan perkawinan dan khawatir akan terjerumus pada 
kemaksiatan jika tidak kawin.  
d. Makruh 
Hukum makruh bagi orang-orang yang belum berkeinginan 
untuk kawin, belum mampu untuk kawin atau belum mampu dalam 
biaya untuk melangsungkan perkawinan, begitu pula apabila ia telah 
mampu dalam biaya untuk melangsungkan perkawinan namun 
fisiknya mengalami cacat seperti impoten, berpenyakitan tetap, tua 
bangka atau kekurangan fisik lainnya. 
                                                             
14 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh…,hlm.79 
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e. Haram 
Hukum haram bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk 
kawin, telah mampu untuk kawin dan telah mampu dalam biaya untuk 
melangsungkan perkawinan akan tetapi memiliki tujuan untuk 
kemudharatan atau bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi 
ketentuan syara’ untuk melakukan perkawinan atau ia yakin 
perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syara’ sedangkan ia 
meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya. 
4. Rukun dan Syarat Perkawinan 
Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum terutama 
yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi 
hukum, kedua kata tersebut memiliki arti yang sama dalam hal unsur-
unsur rukun dan unsur-unsur syarat merupakan hal yang harus sama-sama 
terpenuhi. 
Pendapat Abdul hamid Hakim dalam karangannnya yang berjudul 
Mabadi’ Awwaliyah sebagaimana  di kutip oleh Abdul Rahman Ghazali 
dalam bukunya Fiqih Munkahat menjelaskan bahwa yang di maksud 
dengan rukun adalah: 
Yang di maksud dengan rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang 
menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu 
itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh 
muka saat wudhu dan takbiratul ihram saat shalat, dan dalam hal 
perkawinan semisal adanya calon pengantin laki-laki dan 
perempuan.15 
 
                                                             
15 Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana Prenada, 2006), hlm. 46 
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Sedangkan syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan 
sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak 
termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu seperti menutup aurat untuk 
shalat, dalam hal perkawinan semisal calon pengantin laki-laki dan 
perempuan harus beragama islam.16 
Berkaitan dengan perkawinan bahwa yang di maksud dengan rukun 
dan syarat perkawinan adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu 
perkawinan baik yang menyangkut unsur dalam maupun unsur luar.17 
Unsur dalam atau unsur pokok  yang terdapat dalam perkawinan 
sebagaimana pendapat jumhur ulama adalah : akad perkawinan, laki-laki 
yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali si perempuan dan 
saksi yang menyaksikan akad perkawinan,18  
Dalam peraturan per Undang-Undangan di Indonesia yang terdapat 
dalam KHI pasal 14 yang termasuk dalam rukun nikah adalah : 
a. Calon Suami; 
b. Calon Istri; 
c. Wali Nikah; 
d. Dua orang saksi dan; 
e. Ijab dan Kabul.19 
 
Dari rukun perkawinan diatas dapat dirincikan beserta dengan 
syarat perkawinan adalah sebagai berikut: 
a. Syarat-Syarat Calon Suami 
                                                             
16 Ibid., hlm. 46 
17 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh…,hlm.87 
18 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan islam di Indonesia...,hlm.59 
19 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 
Kompilasi Hukum Islam, hlm. 338 
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Syari’at islam menentukan beberapa syarat yang harus di 
penuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu20: 
1) Calon suami beragama islam 
Dalam perkawinan islam terdapat ketentuan yang 
mengharuskan calon suami beragama islam, sebagaimana 
terdapat nash Al-Qur’an yang mengharamkan wanita muslim 
kawin dengan laki-laki non muslim sebagaimana yang terdapat 
dalam QS. Al-Mumtahanah ayat 10 : 
 ْلا ُمُكَءاَج َاذِإ اُونَمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ َاي ُم َنِمْؤ َهُم ُتا ٍتاَرِجا
 َّنِِهناَمِيِإب َُملَْعأ ُ َّاللَّ َُّنهُونَِحتْمَاف َف  ِْنإ  ُتْمِلَع َنِمْؤُم َُّنهوُم َلاف ٍتا
 ُعِجَْرت َل ٌّلِح َُّنه لا ِراَّفُكْلا َىلِإ َُّنهو ُه َو ْم َي ُْمه لا َّنَُهل َنوُّلِح  
Artinya:  
“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang 
berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang 
beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. 
Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka;maka 
jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) 
beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka 
kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka 
tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang 
kafir itu tiada halal pula bagi mereka. (QS. Al-
Mumtahanah [60]: 10) 
 
2) Jelas bahwa calon suami adalah laki-laki 
Kejelasan bahwa calon suami adalah laki-laki untuk 
memenuhi konsep dan tujuan perkawinan itu sendiri bahwa 
perkawinan di lakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang 
wanita, selain itu dalam pelaksanaan hukum perikatan islam dapat 
                                                             
20 Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat…, hlm. 50-56 
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berjalan dengan lancar terkait dengan hak, kewajiban dan 
ketentuan masing-masing hukumnya. 
3) Orangnya di ketahui dan tertentu 
Orang nya harus di ketahui dan tertentu adalah perkawinan 
harus dilaksanakan dengan orang tertentu  dan jelas diketahui 
wujud dan keberadaanya 
4) Calon mempelai laki-laki jelas halal untuk kawin dengan calon 
istri 
Persyaratan ini di perlukan untuk melandasi agar 
pelaksanaan perkawinan bukan merupakan pelanggaran hukum 
atas haramnya menikah dengan wanita yang ada hubungan 
mahram yang berimplikasi perkawinan terlarang. 
5) Calon suami mengetahui bahwa calon istri adalah halal baginya 
Persyaratan ini juga diperlukan untuk melandasi agar 
pelaksanaan perkawinan bukan merupakan pelanggaran hukum 
atas haramnya menikah dengan wanita yang ada hubungan 
mahram yang berimplikasi perkawinan terlarang. 
6) Calon suami rela untuk melakukan perkawinan itu 
Prinsip pada hukum perikatan di dasarkan pada kebebasan, 
sehingga tidak sah apabila perbuatan yang di lakukan dengan 
paksaan, demikian pula perkawinan merupakan perbuatan hukum 
yang harus di jalankan dengan kerelaan pelakunya dalam hal ini 
adalah calon suami. 
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7) Tidak sedang melakukan ihram 
Orang yang sedang melakukan ihram dilarang 
melaksanakan perkawinan atau mengawinkan dan melamar. 
8) Tidak mempunyai istri yang haram di madu dengan calon istri 
Keharaman  mempunyai istri yang haram di madu dengan 
calon istri merupakan larangan syara’ yang terdapat dalam QS. 
An-Nisa ayat 23 : 
… َْيب اُوعَمَْجت َْنأَو ََفلَس ْدَق اَم ِلاإ ِنَْيتْخلأا َن… 
Artinya:  
“…dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua 
perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi 
pada masa lampau…” (QS. An-Nisa [4]: 23) 
 
9) Tidak sedang mempunyai istri empat. 
keharaman untuk mempunyai istri lebih dari empat terdapat 
dalam QS. An-Nisa’ ayat 3 : 
 َنِم ْمَُكل َباَط اَم اوُحِكْنَاف ىَمَاَتيْلا ِيف اوُطِسُْقت َلاأ ُْمتْفِخ ِْنإَو
 َعَابُرَو َثُلاثَو َىْنثَم ِءاَسِِّنلا  
 
 
Artinya:  
“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil 
terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu 
mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang 
kamu senangi : dua, tiga atau empat.” (QS. An-Nisa’[4]: 3) 
 
b. Syarat-Syarat Calon Istri  
1) Beragama islam atau Ahlul Kitab 
Sebagaimana aturan syara’ bahwa wanita non muslim dan 
bukan ahlul kitab dilarang menikah dengan laki-laki muslim 
,terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 221 : 
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 َّنِمُْؤي ىَّتَح ِتاَكِرْشُمْلا اوُحِكَْنت لاَو … 
Artinya:  
“dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, 
sebelum mereka beriman…” (QS. Al-Baqarah [2]: 221) 
 
2) Terang bahwa ia wanita bukan khuntsa (banci) 
Perkawinan merupakan perjanjian antara wanita dengan 
pria maka perlu kejelasan antara yang melakukan perjanjian 
tersebut sehingga tidak menimbulkan sesal dan kerancuan di 
kemudian hari. 
3) Wanita tersebut diketahui dan tertentu orangnya 
Orang nya harus di ketahui dan tertentu adalah perkawinan 
harus dilaksanakan dengan orang tertentu  dan jelas di ketahui 
wujud dan keberadaanya 
4) Halal bagi calon suami 
Keharusan untuk menikahi wanita non mahrom adalah 
persyaratan yang harus di penuhi bagi kedua mempelai 
sebagaiman yang telah di atur dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 
8 dan 9 tentang larangan nikah dan juga dalam syari’at islam yang 
melarang pernikahan antar mahrom. 
5) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa 
iddah 
ketentuan dalam hukum islam bahwa wanita yang sedang 
dalam ikatan perkawinan dilarang melangsungkan perkawinan 
dengan lelaki lain, begitupun bagi wanita dalam masa iddah, 
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sebagaimana di ketahui bahwa iddah adalah waktu tunggu bagi 
wanita yang di cerai oleh suaminya atau di tinggal mati untuk 
dapat kawin lagi dengan laki-laki lain, yaitu ketika wanita dalam 
masa iddah Raj’i yang merupakan batas waktu untuk dapat di 
rujuk kembali oleh bekas suami. 
6) Tidak dalam keadaan ihram 
Orang yang sedang melakukan ihram dilarang 
melaksanakan perkawinan atau mengawinkan dan melamar. 
c. Syarat Ijab Kabul 
Ijab kabul merupakan perjanjian yang berlangsung antara dua 
pihak yang berakad dalam suatu perkawinan, ijab adalah penyerahan 
dari pihak pertama yaitu wali dari mempelai perempuan kepada pihak 
kedua yaitu pihak suami sebagai pihak penerima yang di sebut 
‘kabul’.21 dengan persyaratan sebagai berikut : 
1) Akad harus di mulai dengan ijab dan di lanjutkan dengan qabul 
2) Materi dari ijab dan qabul tidak boleh berbeda, seperti nama si 
perempuan secara lengkap dan bentuk mahar 
3) Ijab dan qabul harus di ucapkan secara bersambungan tanpa 
terputus walaupun sesaat 
4) Ijab dan qabul mesti menggunakan lafadz yang jelas dan terus 
terang, dalam lafadz arab ialah nakaha atau zawaja ataupun 
                                                             
21 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh…,hlm..88 
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terjemahannya yang dapat di fahami oleh pihak yang berakad 
yaitu nikah atau kawin. 
5) Ijab dan qabul tidak boleh menggunakan lafadz yang mengandung 
maksud membatasi perkawinan untuk masa tertentu.22  
d. Syarat-Syarat Wali Nikah 
Wali nikah adalah seorang laki-laki yang di beri kewenangan 
secara syara’ untuk menjadi wakil mempelai perempuan untuk 
melakukan perjanjian dengan mempelai laki-laki dalam akad nikah, 
secara rinci syarat-syarat wali nikah adalah : 
1) Islam 
Tidak sah orang yang tidak beragama islam menjadi wali 
untuk muslim. 
 
2) Baligh 
Baligh bisa di artikan telah dewasa atau bukan anak kecil, 
sebab baligh merupakan syarat umum bagi seseorang yang 
melakukan akad. 
 
3) Berakal sehat 
Berakal sehat dalam arti tidak gila sebagaimana syarat 
umum dalam melakukan akad. 
4) Merdeka 
5) Laki-laki 
                                                             
22 Ibid., 
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Tidak di perbolehkan perempuan menjadi wali, dengan 
dasar hadits dari Abu Hurairah : 
: َلَاق ُهْنَع ُالله َيِضَر َةَرْيَرُه ِْيَبا ْنَع  ْوُسَر َلَاق ُل ِالله  ىَّلَص 
 ََةاْرَمْلا ُج ِ ِّوَُزت َلا : ْمَّلَسَو ِهَْيلَع ُلله َو  َلا ُت ُج ِ ِّوَزا َسَْفن ُ َةاْرَمْل اَه
)ينطقرادلا و هجام نبا هاور( 
Artinya :  
"Dari Abu Hurairah RA berkata bahwa rasulullah SAW 
bersabda : janganlah perempuan menikahkan perempuan 
yang lain dan jangan pula seorang perempuan menikahkan 
dirinya sendiri." (HR. Ibnu Majah dan Daruquthni)23  
 
6) Adil  
Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan 
tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara 
muru’ah atau sopan santun24 
 
7) Tidak sedang melakukan ihram untuk haji maupun umrah.25 
Orang yang sedang melakukan ihram dilarang untuk 
mengawinkan orang lain ataupun melakukan perkawinan. 
 
e. Syarat-Syarat Saksi Nikah 
Akad pernikahan dengan disaksikan oleh dua orang saksi 
adalah keharusan dengan tujuan agar ada kepastian hukum dan untuk 
menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang berakad 
                                                             
23 Beni Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.108 
24 Ali Hasan, Perbandingan Madzhab Fiqih, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 
hlm.146 
25 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh…,hlm. 93-94 
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dibelakang hari.26 Keharusan adanya saksi dalam pernikahan terdapat 
dalam firman Allah QS. Ath-Thalaq ayat 2 : 
 ْعَِمب َُّنهوُكِسَْمَأف َّنَُهلََجأ َنَْغلَب َاِذَإفوُر َأ ٍف ُقِرَاف ْو ٍفوُرْعَِمب َُّنهو 
 َّشلا اوُمِيَقأَو ْمُكْنِم ٍلْدَع ْيََوذ اُودِهَْشأَو َه َ َةدا  ِ َِّلِلّ َذ ِب ُظَعُوي ْمُكِل ْنَم ِه
 ْوَيْلاَو ِ َّلِلِّاب ُنِمُْؤي َناَك ْنَمَو ِرِخلآا ِم َي َّت َ َّاللَّ ِق َي  َرْخَم َُهل ْلَعْج اًج 
Artinya:  
“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka 
rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka 
dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang 
adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian 
itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu 
orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. 
Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan 
Mengadakan baginya jalan keluar.” (QS. Ath-Thalaq [65]: 2) 
 
Syarat-syarat saksi pernikahan yang harus terpenuhi, yaitu 
sebagai berikut: 
1) Saksi berjumlah paling kurang dua orang laki-laki sebagaimana 
pendapat Jumhur Ulama, sedangkan golongan Hanafiyah 
membolehkan saksi yang terdiri dari satu orang laki-laki dan dua 
orang perempuan. 
2) Kedua saksi adalah beragama islam 
3) Kedua saksi adalah orang yang merdeka 
4) Kedua saksi bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa 
besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil serta tetap menjaga 
muru’ah. 
5) Kedua saksi dapat mendengar dan melihat.27 
B. Wali Nikah 
                                                             
26 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh…,hlm.96 
27 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan islam di Indonesia...,hlm..83 
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1. Pengertian Wali Nikah 
Wali dalam bahasa arab di sebut wilayah, kata wilayah berarti 
suatu kekuasaan yang berasal dari syara’ untuk melakukan tindakan atau 
akad yang mempunyai akibat-akibat hukum, kekuasaan itu adalah asli bagi 
seseorang yang cakap untuk melakukan akad atau tindakan hukum untuk 
diri sendiri.28 atau dapat diartikan wali adalah seseorang yang dengan 
perantaranya urusan seseorang dapat dilaksanakan oleh lainnya sebagai 
pengganti dari padanya.29 
Sedangkan dalam KHI pasal 1 huruf h “perwalian adalah 
kewenangan yang di berikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu 
perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak 
yang tidak mempunyai kedua orangtua, orangtua yang masih hidup tetapi 
tidak cakap melakukan perbuatan hukum”.30 
Dari pengertian perwalian menurut KHI pasal 1 huruf  h dapat di 
simpulkan bahwa wali merupakan seseorang yang di beri kewenangan 
bagi seseorang yang tidak mempunyai orangtua ataupun orang tua yang 
masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum untuk 
mewakili kepentingan dan perbuatan hukumnya. 
Menurut istilah fiqih yang di maksud dengan perwalian ialah 
penguasaan penuh yang di berikan oleh agama kepada seseorang untuk 
                                                             
28 Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Perdata Islam…, hlm.83 
29 Mustahafa Kamal Pasha, Fikih Sunnah, (Yogyakarta: Lukman Offset, 1985), hlm.217 
30 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 
Kompilasi Hukum Islam, hlm. 334 
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menguasai dan melindungi orang atau barang.31 Penguasaan dan 
perlindungan ini di sebabkan oleh: 
a) Demikian atas orang atau barang, seperti perwalian atas budak 
yang di miliki atau barang-barang yang dimiliki. 
b) Hubungan kerabat atau keturunan, seperti perwalian seseorang 
atas salah seorang kerabatnya atau anak-anaknya. 
c) Karena memerdekakan budak, seperti perwalian seseorang atas 
budak-budak yang yang telah di merdekakannya. 
d) Karena pengangkatan, seperti perwalian seseorang kepala 
negara atas rakyatnya atau perwalian seorang pemimpin atas 
orang-orang yang di pimpinnya.32 
 
Jadi secara garis besar perwalian itu dapat di bagi atas perwalian 
atas orang, perwalian atas barang dan perwalian atas orang dalam 
pernikahan. Adapun wali secara terminologi memiliki banyak pengertian, 
antara lain adalah : 
a) Orang yang menurut hukum (agama, adat) di serahi kewajiban 
mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa. 
b) Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu 
yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki). 
c) Orang saleh atau penyebar agama. 
d) Kepala pemerintah, dsb.33 
 
Pengertian wali di atas dapat di sesuaikan dengan konteks kalimat 
dan pembahasan, adapun yang di maksud dengan wali dalam pernikahan 
yaitu terdapat pada poin b yaitu sebagai pengasuh pengantin perempuan 
pada waktu menikah yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin 
laki-laki. 
                                                             
31 Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam tentang perkawinan, cet.2, (jakarta: Bulan 
Bintang, 1987), hlm.92 
32 Ibid., hlm.93 
33 Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap), (Jakarta: Rajawali 
Press, 2014), hlm.89 
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Sebagaimana pendapat Muhammad Jawal Mughniyah dalam Buku 
Fiqih Lima Madzhab mengatakan bahwa perwalian dalam pernikahan 
adalah suatu kekuasaan atau wewenang syara’ atas segolongan manusia 
yang di limpahkan kepada orang yang sempurna karena kekurangan 
tertentu pada orang lain yang di kuasai itu demi kemaslahatannya.34 
Sementara Zahri Hamid menjelaskan sebagaimana yang di kutip 
oleh Abdul Manan bahwa wali nikah adalah seorang laki-laki yang dalam 
suatu akad nikah berwenang mengijabkan pernikahan calon mempelai 
perempuan dan adanya wali nikah merupakan rukun yang harus di penuhi 
dalam suatu akad perkawinan.35 
Dari beberapa pendapat diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa 
wali nikah adalah seorang laki-laki yang di beri kewenangan secara syara’ 
untuk menjadi wakil mempelai perempuan untuk melakukan perjanjian 
dengan mempelai laki-laki dalam akad nikah. 
2. Dasar Hukum Wali Nikah 
Seperti yang di ketahui bahwa yang di maksud dengan wali dalam 
perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai 
perempuan dalam suatu akad nikah dan merupakan hal yang harus di 
penuhi agar pernikahan menjadi sah. Para jumhur ulama berpendapat 
bahwa wali termasuk dalam rukun perkawinan untuk semua perempuan 
baik yang masih kecil maupun telah dewasa, masih perawan ataupun telah 
                                                             
34 Muhammad Jawal Mughniyah, Fiqih Lima Madzhab, (Jakarta: Terj. Masykur AB, 
Lentera, 2000) hlm.345 
35Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana 
Prenada, 2006), hlm. 59 
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janda.36 Meskipun terdapat pendapat sebagian ulama yang tidak 
menjadikan wali dalam rukun nikah.  
Dalam Al-Qur’an tidak ada ayat yang secara jelas mengharuskan 
keberadaan wali dalam akad nikah, yang ada hanya terdapat ayat-ayat 
yang dapat di fahami bahwa dalam suatu perkawinan di haruskan adanya 
wali37, sebagaimana yang terdapat dalam QS. Al-baqarah ayat 221 : 
 َملأَو َّنِمُْؤي ىَّتَح ِتاَكِرْشُمْلا اوُحِكَْنت لاَو ُم ٌة ِمْؤ ٌرْيَخ ٌَةن ٍةَكِرْشُم ْنِم 
 ْلا اوُحِكُْنت لاَو ْمُْكَتبَجَْعأ ْوَلَو َح َنيِكِرْشُم َّت ُْؤي ى َو اُونِم َخ ٌنِمْؤُم ٌدَْبَعل ٌرْي
 َنوُعْدَي َِكَئلُوأ ْمَُكبَجَْعأ ْوَلَو ٍكِرْشُم ْنِم ِإَىل  َّنلا ُ َّاللََّو ِرا َىلِإ وُعْدَي 
َايآ ُنَِِّيُبيَو ِِهنِْذِإب ِةَرِفْغَمْلاَو ِةَّنَجْلا ِِهت  َّنلِل ََعل ِساوُرََّكَذَتي ْمُهَّل َن 
Artinya :  
“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum 
mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih 
baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu dan 
janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan 
wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya 
budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia 
menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah 
mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah 
menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada 
manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (QS. Al-Baqarah 
[2]: 221) 
 
Berdasarkan ayat tersebut dapat di simpulkan bahwa pernikahan 
dalam agama Islam disyaratkan seiman dan seagama, tuntutan ini di 
firmankan Allah kepada para wali untuk tidak mengawinkan anak 
perempuannya dengan laki-laki musyrik, hal itu berarti yang bertindak 
dalam mengawinkan anak perempuan nya adalah wali.38 
                                                             
36Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh…,hlm. 90 
37Ibid. 
38Ibid., hlm.91 
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Dasar hukum dari ayat al-Qur’an tersebut di kuatkan dengan dalil 
yang bersumber dari hadits Nabi Muhammad SAW yang di riwayatkan 
oleh At-tirmidzi dari Aisyah : 
 ُالله يَّلَص ِالله ُلْوُسَر َلَاق : َْتلَاق َةَشِئاَع ْنَع  َلَع ِّلَسَو ِهْي َرْما اَمَُّيا : َم ٍَةا
 َاب اَهُح اَِكَنف اَِهِّيِلَو ِنِْذا ِرَْيِغب ْتَحََكن ِط ٌل،  َّرَم َثََلاثا َِهب َلََخد ِْناَو ٍت ا
 ْهَمْلَاف ْوُرََجتْسا ِنَِاف اَهْنِم َباََصااَِمباََهلُر َفا ُّسلا َو ُناَطْل ِ ِّيِلَوَلا ْنَم ُّيِل َُهل 
)يذمرتلا هاور( 
Artinya :  
“Aisyah berkata, rasulullah SAW bersabda “siapapun wanita yang 
menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya itu batal (di ucapkan 
tiga kali), jika suaminya telah menggaulinya maka si perempuan 
sudah berhak mendapatkan maskawin lantaran apa yang telah ia 
buat halal pada pada perempuan tersebut, apabila wali-wali itu 
enggan maka sulthan (pemerintah) yang menjadi wali bagi orang 
yang tidak ada walinya” (HR. Tirmidzi)39 
 
Berikut dengan Hadits dari Abu Hurairah r.a. mengutip dari ucapan 
Nabi:  
َاق : َلَاق ُهْنَع ُالله َيِضَر َةَرْيَرُه ِْيَبا ْنَع َر َل ْوُس َص ِالله ُل ِهَْيلَع ُلله ىَّل
ا ُج ِ ِّوَُزتَلاَو ََةاْرَمْلا ُج ِ ِّوَُزت َلا : ْمَّلَسَو َمْل ُ َةاْر  َهَسَْفن و هجام نبا هاور( ا
)ينطقرادلا 
Artinya :  
“Dari Abu Hurairah RA berkata bahwa rasulullah SAW bersabda : 
janganlah perempuan menikahkan perempuan yang lain dan 
jangan pula seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri.” 
(HR. Ibnu Majah dan Daruquthni)40  
 
Dari kedua hadits tersebut mengisyaratkan larangan bagi 
perempuan untuk menikahkan dirinya sendiri maupun orang lain dengan 
kata lain adanya keharusan wali dalam perkawinan bagi perempuan, selain 
itu terdapat pula dalam QS. Al-Baqarah ayat 234 : 
                                                             
39Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat (Kajian Fikih…,hlm.93 
40Beni Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat…,hlm.108 
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اَوَْزأ َنوَُرَذيَو ْمُكْنِم َنْوَّفََوُتي َنيِذَّلاَو اًج َي ََرت ِب َنْصَّب َبَْرأ َّنِهُِسفَْنأ ََةع
 ُج َلاف َّنَُهلََجأ َنَْغلَب َاِذَإف اًرْشَعَو ٍرُهَْشأَان َع َح ِف ْمُكَْيل ِيف َنْلََعف اَمي
ُولَمَْعت اَِمب ُ َّاللََّو ِفوُرْعَمْلِاب َّنِهُِسفَْنأ َخ َن ٌرِيب  
Artinya:  
“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan 
meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) 
menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. 
kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu 
(para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka 
menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.” 
(QS.Al-Baqarah [2]: 234) 
 
Ayat tersebut di fahami sebagai ayat yang mewajibkan adanya wali 
dalam pernikahan, sebab jika wali bukan syarat nikah yang mutlak harus 
ada, tidak akan ada larangan bagi mereka (wali) untuk menghalang-halangi 
pernikahan.41 dari berbagai dalil di atas kebanyakan para ulama 
berpendapat bahwa wali termasuk dalam rukun nikah. 
Sedangkan ulama yang berpendapat bahwa wali tidak termasuk 
dalam rukun pernikahan adalah ulama Hanafiyyah, diantaranya Abu 
Hanifah, Zufar, Sya’by dan Zuhry berpendapat bahwa seorang wanita 
boleh menikahkan dirinya tanpa wali dengan syarat calon suami-istri itu 
sekufu (mempunyai kedudukan yang sederajat) dan wali dapat 
menghalangi pernikahan bila maharnya lebih kecil dari mahar yang biasa 
berlaku.42 
Sebagai landasan yang di kemukakan oleh golongan Hanafiyyah 
adalah firman Allah SWT : 
                                                             
41 Ibid.,hlm. 244 
42 Ali Hasan, Perbandingan Madzhab…,hlm.135 
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اَوَْزأ َنوَُرَذيَو ْمُكْنِم َنْوَّفََوُتي َنيِذَّلاَو اًج َي ََرت ِب َنْصَّب ِهُِسفَْنأ ََعبَْرأ َّن َة
 ُج َلاف َّنَُهلََجأ َنَْغلَب َاِذَإف اًرْشَعَو ٍرُهَْشأَان َع َح ِف ْمُكَْيل ِيف َنْلََعف اَمي
ُولَمَْعت اَِمب ُ َّاللََّو ِفوُرْعَمْلِاب َّنِهُِسفَْنأ َخ َن ٌرِيب  
Artinya:  
“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan 
meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) 
menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. 
kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu 
(para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka 
menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.” 
(QS.Al-Baqarah [2]: 234) 
 
Menurut mereka ayat ini menjelaskan bahwa wewenang 
pernikahan itu berada pada diri wanita itu sendiri, para wali tidak di 
persalahkan bila wanita itu bertindak atas namanya sendiri dan 
berpendapat bahwa perbuatan menikahkan yang di sandarkan kepada 
wanita banyak di sebutkan dalam Al-Qur’an43, di antaranya : 
 َّنَُهلََجأ َنَْغلََبف َءاَسِِّنلا ُُمتْقَّلَط َاذِإَو َف لا َت ُضْع َأ َُّنهُول َوَْزأ َنْحِكَْني ْن َّنُهَجا
 َعُوي َكَِلذ ِفوُرْعَمْلِاب ْمَُهنَْيب اْوَضاََرت َاذِإ ُظ ِب َم ِه َناَك ْن ِم ُنِمُْؤي ْمُكْن
 ِمْوَيْلاَو ِ َّلِلِّاب  ْمَُكل ىَكَْزأ ْمُكَِلذ ِرِخلآا َو َْطأ ُرَه  ُ َّاللََّو  ُْمتَْنأَو َُملَْعي  َنوَُملَْعت لا 
Artinya:  
“apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, 
Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi 
dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara 
mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada 
orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari 
kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, 
sedang kamu tidak mengetahui”. (QS. Al-baqarah [2]: 232) 
 
Menurut mereka bahwa khitob dari ayat ini di tujukan kepada 
suami bukan kepada wali dan kewenangan untuk berbuat terhadap dirinya 
sendiri adalah bagi perempuan itu sendiri sehingga wali tidak di 
                                                             
43 Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat (Kajian Fikih Nikah…,hlm. 94 
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persalahkan atas perbuatan si perempuan tersebut,44 maka keberadaan wali 
dalam suatu perkawinan hukumnya adalah sunnah.45 
Adapun Abu Dawud memisahkan antara gadis dan janda dengan 
syarat adanya wali pada gadis dan tidak mensyaratkannya kepada janda.46 
Sebagaimana yang terdapat dalam hadits nabi Muhammad SAW: 
 َّلَص ِالله ُلْوُسَر َلَاق : َلَاق َةَرْيَُره ِيَبا ْنَع ى ُالله  َع َو ِهَْيل ِكَْنت َلا : َمَّلَس ُح
 َّتَح ُرِْكبَْلا َلاَو ُرَمْءَاتَْست ىَّتَح ُمَِِّيَْلاا ُت ى َتْس ُن َذ ْءا،  َي :اُولَاق ُلوُسَرا ِالله 
 َْنا : َلَاق ؟ اَُهنْذِا َفْيَكَو ،جلا هاور( َتُكَْست)ةعم 
Artinya:  
“Dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah SAW telah bersabda “ 
janganlah dinikahkan perempuan janda sebelum di mintai 
pendapatnya dan perawan sebelum di mintai izinnya, sahabatnya 
bertanya : “bagaimana cara izinnya perawan itu ya rasulullah ?” 
beliau menjawab “diamnya adalah izinnya”. (HR. jama’ah)47 
 
Dalam hadits lain juga di sebutkan : 
 ُالله ىَّلَص ِالله َلْوُسَر ََّنا ٍساَّبَع ِنْبا ِنَع َع َْيل َو ِه ْمَّلَس  َق ُبِِِّيِّثَلا : َلا
 َتَْست ُرِْكبْلاَو اَِهِّيِلَو ْنِم اَهِسَْفِنب ٌّقََحاا ْء َذ ُن  ِف ِسَْفن ْي َمُص اَُهنِْذا َو اَه اَُهتا
نلاو دواد وباو دمحلا ةيار يفو يراجبلا لاا ةعمجلا هاور()ئاس  
اَهُْوَبا اَهُرِم ْءَاتْسَي ُرِْكبَْلا 
Artinya :  
“Dari Ibnu Abbas sesungguhnya Rasulullah SAW berkata: janda 
itu lebih berhak atas dirinya sedangkan seorang gadis hendaklah 
di minta izinnya, dan izin si gadis itu adalah diamnya. 
Diriwayatkan oleh al-Jama’ah kecuali Bukhari, sedangkan di 
dalam riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Nasa’I di kemukakan: dan 
gadis hendaklah ayahnya meminta izin kepadanya”.48 
 
Secara garis besar pendapat para ahli fiqih adalah sebagai berikut : 
a. Kalangan madzhab Syafi’i, Maliki, Hanbali dan Jumhur 
Ulama mengemukakan bahwa jika wanita yang telah 
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2004), edisi 1, hlm. 39 
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baligh, berakal sehat dan masih gadis maka hak 
mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia 
janda maka hak ada pada janda dan wali, wali tidak boleh 
mengawinkan janda tersebut tanpa persetujuannya dan 
janda tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu 
walinya. 
b. Kalangan madzhab Hanafi mengatakan bahwa wanita 
yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri 
suaminya dan boleh pula melakukan akad akad nikah itu 
sendiri baik perawan maupun janda, tidak ada yang 
mempunyai otoritas atas dirinya untuk menentang pilihan 
perempuan tersebut asalkan lelaki yang di pilih sekufu 
dengannya dan maharnya tidak kurang dari mahar mitsil. 
c. Kalangan madzhab Imamiyah berpendapat bahwa seorang 
wanita yang sudah baligh dan berakal sehat berhak 
melakukan segala bentuk transaksi dan sebagainya, 
termasuk juga dalam masalah perkawinan, baik masih 
gadis ataupun sudah janda, baik punya bapak, kakek dan 
anggota lainnya ataupun tidak, direstui wali ataupun tidak, 
perempuan memiliki hak sama dengan kaum lelaki.49  
 
Dari berbagai pendapat di atas penulis merujuk pada pendapat 
jumhur ulama yang menyatakan bahwa wali termasuk dalam rukun nikah 
yang keberadaan nya harus ada dan tidak boleh di abaikan atau di nafikan. 
3. Syarat-Syarat Wali Nikah 
Masalah wali dalam perkawinan terdiri dari dua jenis yaitu wali 
yang umum dan wali yang khusus, Wali umum yang di maksud adalah 
wali yang berkenaan dengan manusia dan harta benda sedangkan wali 
yang khusus adalah wali yang berkaitan dengan pernikahan dan 
pelimpahan wewenang dari seseorang kepada orang lain untuk bertindak 
secara hukum.50 Secara rinci syarat-syarat wali adalah : 
1. Islam 
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Tidak sah orang yang tidak beragama islam menjadi wali untuk 
muslim, hal ini berdalil dari firman Allah dalam QS Ali Imran ayat 
28: 
 َنيِرِفاَكْلا َنُونِمْؤُمْلا ِذِخََّتي لا ْلَعْفَي ْنَمَو َنِينِمْؤُمْلا ِنُود ْنِم َءَايِلَْوأ
 ُ َّاللَّ ُمُكُرِِّذَُحيَو ًةَاُقت ْمُهْنِم اُوقََّتت َْنأ ِلاإ ٍءْيَش ِيف ِ َّاللَّ َنِم َسَْيلَف َكَِلذ
 ُريِصَمْلا ِ َّاللَّ َىلِإَو ُهَسْفَن 
Artinya:  
“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir 
menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. 
barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari 
pertolongan Allah.” (QS. Ali Imran [3]: 28) 
 
2. Baligh 
Baligh bisa di artikan telah dewasa atau bukan anak kecil, sebab 
baligh merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad, 
sebagaimana hadits Nabi yang berbunyi : 
 ُر ِف َع  ْلا َق َل ُم  َع ْن  َث َلا َث ٍة  َع ِن  َّنلا ِئا ِم  َح َّت َي ى ْس َت ْي ِق َظ  َو َع ِن  َّصلا ِب ِ ِّي  َح َّت ى
 َي ْب ُل َغ  َو َع ِن  ْلا َم ْج ُن ْو ُن  َح َّت َي ى ِف ْي َق 
Artinya:  
“Di angkatnya kalam (tidak di perhitungkan secara hukum) 
seseorang yang tertidur sampai ia bangun, seseorang yang 
masih kecil sampai ia dewasa dan orang gila sampai ia sehat. 
(HR…..) 
 
3. Berakal sehat 
Berakal sehat dalam arti tidak gila sebagaimana syarat umum 
dalam melakukan akad. 
4. Merdeka 
5. Laki-laki 
Tidak di perbolehkan perempuan menjadi wali, dengan dasar 
hadits dari Abu Hurairah : 
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 َق : َلَاق ُهْنَع ُالله َيِضَر َةَرْيَرُه ِْيَبا ْنَع َلا  ُسَر ِالله ُلْو  ُلله ىَّلَص
 ُتَلاَو ََةاْرَمْلا ُج ِ ِّوَُزت َلا : ْمَّلَسَو ِهَْيلَع َز ُج ِ ِّو  َاْرَمْلاهاور( اَهَسَْفن ُة  نبا
)ينطقرادلا و هجام 
Artinya :  
“Dari Abu Hurairah RA berkata bahwa rasulullah SAW 
bersabda : janganlah perempuan menikahkan perempuan yang 
lain dan jangan pula seorang perempuan menikahkan dirinya 
sendiri.” (HR. Ibnu Majah dan Daruquthni)51  
 
6. Adil 
Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak 
sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara muru’ah atau 
sopan santun, keharusan wali itu adil berdasarkan kepada sabda Nabi 
dalam hadits dari Aisyah menurut riwayat Dar al-Quthny : 
ر( ٍلْدَع ي َدِهاَش َو ٍ ِّيِل َوِب َِّلاا َح اَِكن َلاهاو قرادم نباو ينط)هجا 
Artinya:  
“Tidak sah nikah kecuali bila ada wali dan dua orang saksi 
yang adil (HR. Daruquthni dan Ibnu Hibban)52 
 
7. Tidak sedang melakukan ihram untuk haji maupun umrah.53 
Orang yang sedang melakukan ihram dilarang untuk 
mengawinkan orang lain ataupun melakukan perkawinan, hukum ini 
di dasarkan pada larangan yang di sampaikan oleh Rasulullah SAW 
menurut imam Muslim dari sahabat Utsman bin Affan: 
 َلا  َي ْن ِك ُح  ْلا ُم ْح ِر ُم  َو َلا ُي  ْن ِك ُح  َو َلا َي  ْخ ُط ُب ور(ها )ملسم 
Artinya:  
                                                             
51 Beni Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat…,hlm.108 
52 Ali Hasan, Perbandingan Madzhab…,hlm.146 
53 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar…,hlm. 93-94 
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“Tidak boleh kawin orang yang sedang ihram, dan tidak boleh 
mengawinkan serta tidak boleh melamar.” (HR. Muslim)54 
 
 
4. Macam-Macam Wali Nikah 
Wali nikah memiliki beberapa macam, dalam hukum perkawinan 
di kenal empat macam wali yaitu: 
a. Wali nasab: orang yang ada pertalian nasab atau darah dengan 
calon mempelai perempuan. 
b. Wali mu’tiq : wali nikah karena memerdekakan orang 
perempuan yang berstatus budak. 
c. Wali hakim: wali yang dilaksanakan oleh penguasa karena 
akan menikah tetapi tidak memiliki wali nasab. 
d. Wali muhkam : wali nikah yang terdiri dari seorang laki-laki 
yang di angkat oleh kedua mempelai untuk menikahkan 
dirinya di sebabkan wali nasab, wali mu’tiq, dan wali hakim 
tidak ada.55 
 
Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia 
yang mengatur tentang macam-macam wali nikah yaitu Kompilasi Hukum 
Islam pasal 20 ayat 2 yaitu sebagai berikut: “ Wali nikah terdiri dari Wali 
nasab dan Wali hakim.” 
Begitu juga dalam buku Fiqih Munakahat  karangan Sohari Sahrani 
tertulis bahwa wali nikah ada empat macam, yaitu : wali nasab, wali 
hakim, wali tahkim, dan wali maula : 
 
 
 
a. Wali Nasab 
                                                             
54 Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat…,hlm. 53 
55Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata…,hlm. 61 
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Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab 
dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan56 atau seseorang 
yang berhak melakukan akad pernikahan dari calon pengantin wanita 
berdasarkan hubungan darah (keturunan) antara dia dengan calon 
pengantin wanita tersebut.57 wali nasab terbagi menjadi dua yaitu wali 
aqrab (dekat) dan wali ab’ad (jauh) : 
1) Wali Dekat atau Wali Aqrab yaitu ayah dan jika tidak ada 
ayah maka pindah ke kakek, keduanya mempunyai 
kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang di 
kawinkannya. 
2) Wali jauh atau Wali Ab’ad yang secara berurutan adalah 
sebagai berikut: 
a. Saudara laki-laki kandung 
b. Saudara laki-laki se ayah 
c. Anak saudara laki-laki kandung 
d. Anak saudara laki-laki seayah 
e. Paman kandung 
f. Paman seayah 
g. Anak paman kandung 
h. Anak paman seayah 
i. Ahli waris kerabat lainnya 
j. Sulthan atau wali hakim yang memegang kekuasaan di 
wilayahnya.58 
 
Dalam pasal 1 ayat 1 PMA No. 30 tahun 2015 tentang wali 
hakim di nyatakan bahwa yang di maksud dengan Wali Nasab adalah 
pria beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon 
mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam.59  
 
b. Wali Hakim 
                                                             
56 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar …,hlm.92 
57 Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi’I buku 2, 
(Bandung : Pustaka Setia, 2007), hlm.274 
58 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh…,hlm.92 
59 Peraturan Menteri Agama No.30 Tahun 2005 
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Wali hakim adalah wali nikah yang di ambil dari hakim (pejabat 
pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa dari pemerintah 
atau seseorang yang karena kedudukannya berhak melakukan akad 
pernikahan,60 Rasulullah SAW bersabda: 
ىَّلَص ِالله ُلْوُسَر َلَاق : ْتَلَاق َةَشِئ اَع ْنَع  ُالله َع  َو ِهَْيل َِكن َلا : َمَّلَس َحا
 ْوُرِجاَُشت ْنَِاف ٍلْدَع َْيدِهاَشَو ٍ ِّيِلَوِب َِّلاا ا َف ُّسلا َو ُناَطْل َو َلا ْنَم ٌّيِل  َّيِل
)ينطقرادلا هاور( َُهل 
Artinya :  
“Dari Aisyah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda 
“ tidak sah nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi 
adil, jika wali-wali itu enggan (berkeberatan) maka hakimlah 
yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada 
walinya” (HR.Daruquthni)61 
 
Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah : 
1) Kepala pemerintahan (Shulthan) 
2) Khalifah (pemimpin), penguasa pemerintahan atau qadli 
nikah yang di beri wewenang dari kepala negara untuk 
menikahkan wanita yang berwali hakim. 
3) Apabila tidak ada orang-orang tersebut di atas maka wali 
hakim dapat di angkat oleh orang-orang yang terkemuka dari 
daerah tersebut atau orang-orang yang alim ‘ahlul al-hal wa 
al-‘aqdi’.62  
 
Di indonesia yang mengatur tentang wali hakim terdapat di 
PMA No. 1 tahun 1952 tentang wali hakim jo. PMA No. 2 Tahun 
1987 tentang wali hakim jo. PMA No. 30 Tahun 2005 tentang wali 
hakim , dalam pasal 1 ayat 2 yang di maksud dengan Wali Hakim 
adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh 
                                                             
60 Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, Edisi Lengkap Fiqih Madzhab…,hlm.274 
61 Beni Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat…,hlm.241 
62 Ibid, hlm.249 
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Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon 
mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. 
 
c. Wali Tahkim 
Wali tahkim atau muhakkam yaitu wali yang di angkat oleh 
calon suami dan atau calon istri63 kepada seorang alim dalam negeri 
yang mempunyai sifat-sifat terpuji yaitu terpelihara dari perbuatan-
perbuatan yang melanggar hukum agama,64 adapun cara pengangkatan 
nya adalah calon suami mengucapkan tahkim, kepada calon istri 
dengan kalimat :  
” saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya pada si….. 
(calon istri) dengan mahar….dan putusan bapak/saudara saya 
terima dengan senang ” setelah itu calon istri juga mengucapkan 
hal yang sama, kemudian calon hakim menjawab ” saya terima 
tahkim ini”.  
 
d. Wali Maula 
Wali maula yaitu wali yang menikahkan budaknya oleh majikan 
sendiri maka majikan laki-laki tersebut boleh menikahkan budak 
perempuan yang berada dalam kekuasaanya bilamana perempuan itu 
rela menerimanya.65 
Imam Malik berpendapat bahwa jika seorang budak perempuan 
berkata kepada majikan laki-laki agar menikahkan dirinya dengan 
laki-laki yang di sukainya lalu majikan menikahkan dengan dirinya 
sendiri atau laki-laki lain yang dipilih oleh budak yang bersangkutan 
                                                             
63 Beni Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat…,hlm.250 
64 Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, Edisi Lengkap Fiqih Madzhab…, hlm.275 
65 Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat...,hlm.99 
53 
 
 
 
maka nikahnya sudah sah walaupun calon suaminya belum begitu di 
kenalnya, pendapat ini di dukung oleh imam Sauri dan Auza’i, Lais, 
dan Imam Hanafi.66 
Menurut Imam Syafi’i yang menikahkan nya harus wali hakim 
atau walinya yang lain baik setingkat maupun wali yang jauh, sebab 
wali termasuk syarat sahnya pernikahan, oleh karena itu tidak boleh 
menikahkan dengan dirinya sendiri sebagaimana penjual yang tidak 
boleh membeli barangnya sendiri.67 
Ibnu Hazm mengatakan bahwa kalau masalah ini di qiyaskan 
dengan seorang penjual yang menjual barangnya kepada dirinya 
sendiri, merupakan analogi yang tidak tepat sebab jika seorang di 
kuasakan untuk membeli barang dagangannya sendiri tidak ada dalil 
yang melarangnya yang terpenting telah terjadi jual beli meskipun 
pada barang di pedagang yang bersangkutan oleh pedagang nya secara 
langsung, sebagaimana hadits Nabi SAW : 
 َا َّن  َر ُس ْو َل  ِالله  َص َّل ُالله ي  َع َل ْي ِه  َو  َس َّل َا م ْع َت َق  َص ِف َّي َة  َو َت َز َّو َج َه َو ا َج َع َل 
 ِع ْت َق َه َص ا َد َفا َه َو ا َا ْو َل ْم  َع َل ْي َه ِب ا َح ْب ٍس ور(ها خبلا)يرا 
Artinya :  
"Sesunguhnya Rasulullah SAW telah memerdekakan Safiyah 
lalu di jadikan istri dan pembebasannya dari perbudakan 
menjadi maharnya serta mengadakan walimahnya dengan 
seekor kambing” (HR.Bukhari) 
 
                                                             
66 Ibid., 
67 Ibid., hlm.100 
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Hadits di atas menjelaskan tentang Rasulullah yang 
memerdekakan hamba sahaya dan menikahinya sedangkan maharnya 
adalah kemerdekaan bagi budak yang di nikahinya. 68 
5. Kedudukan wali Nikah 
Pada dasarnya orang yang berhak menikahkan seorang perempuan 
adalah wali nasab yang bersangkutan jika sanggup bertindak sebagai wali, 
wali di tunjuk berdasarkan urutan wali dan skala prioritas secara tertib di 
mulai dari orang yang paling berhak, dalam Kompilasi Hukum Islam yang 
berkaitan dengan kedudukan wali nikah di atur dalam pasal 21 sampai 
dengan pasal 23 yaitu sebagai berikut : 
Pasal 21 
(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan 
kedudukan, kelompok yang satu di dahulukan dari kelompok 
yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan 
calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki 
garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan 
seterusnya. 
Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau 
saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. 
Ketiga, kelompok kerabat paman yakni saudara laki-laki 
kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki 
mereka. 
Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, 
saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. 
(2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa 
orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang 
paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat 
kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. 
(3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka 
yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung 
dari kerabat seayah. 
(4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama 
yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan 
kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali 
                                                             
68 Ibid., 
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nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi 
syarat-syarat wali. 
Pasal 22 
Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi 
syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu mnderita 
tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur maka hak menjadi wali 
bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya 
Pasal 23 
(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila 
wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya 
atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal 
atau enggan. 
(2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru 
dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan 
Pengadilan Agama tentang wali tersebut. 
 
Ketentuan KHI tersebut apabila di urutkan lebih lanjut maka wali 
nikah terdiri: 
a. Bapak, kakek dan seterusnya sampai ke atas yang di sebut wali 
mujbir 
b. Saudara laki-laki sekandung, 
c. Saudara laki-laki sebapak, 
d. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung seterusnya 
sampai ke bawah, 
e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak dan seterusnya 
sampai ke bawah, 
f. Paman atau saudara dari bapak sekandung, 
g. Paman atau saudara dari bapak sebapak, 
h. Anak laki-laki paman dan seterusnya sampai ke bawah, dan 
i. Anak laki-laki paman sebapak dan seterusnya sampai ke 
bawah.69 
 
Pada poin a di atas di sebutkan bahwa bapak, kakek dan seterusnya 
di sebut dengan wali mujbir, wali mujbir adalah seorang wali yang berhak 
mengawinkan tanpa menunggu kerelaan yang di kawinkan itu.70 Tetapi 
terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama berkaitan dengan 
                                                             
69Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata...,hlm. 62 
70 Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat...,hlm.63 
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siapa saja yang termasuk wali mujbir, menurut pendapat imam Syafi’i 
adalah ayah dan ayah dari ayah (Kakek). 
Sedangkan pendapat golongan Hanafiyah adalah hanya berlaku 
bagi ashobah seketurunan terhadap anak yang masih kecil, orang gila dan 
orang yang kurang akalnya. Adapun golongan luar Hanafiyah berpendapat 
bahwa yang termasuk wali mujbir adalah ayahnya, kakek dan hakim bagi 
orang gila dan yang kurang akal.71 
Ulama-ulama yang membolehkan bapak dan kakek menikahkan 
tanpa izin terlebih dahulu menggantungkan kebolehan dengan syarat-
syarat sebagai berikut : 
a. Tidak ada permusuhan antara bapak dan anak 
b. Hendaklah di nikahkan dengan orang yang setara (sekufu) 
c. Maharnya tidak kurang dari mahar mitsil  
d. Tidak di nikahkan dengan orang yang tidak mampu membayar 
e. Tidak di nikahkan dengan laki-laki yang mengecewakan. 72 
 
Berdasarkan urutan wali di atas memiliki urutan yang harus di 
tertibkan sesuai prioritas dan yang lebih berhak, menurut jumhur ulama 
tertib wali di mulai dari wali yang termasuk ashobah bagi mempelai 
perempuan73 di antaranya Imam Malik mengatakan bahwa perwalian itu di 
dasarkan atas ashobah kecuali anak laki-laki dan keluarga terdekat lebih 
berhak untuk menjadi wali74 sedangkan imam Syafi’i berpendapat jika 
anak laki-laki termasuk ashobah seorang wanita.75  
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Berbeda dengan Imam Abu hanifah yang berpendapat jika semua 
kerabat mempelai perempuan baik dekat maupun jauh di benarkan menjadi 
wali termasuk juga golongan Zul Arham dalam waris dari mempelai 
perempuan seperti anak laki-laki dari anak perempuannya.76 
6. Intiqal Wali Nikah 
Sebagaimana di ketahui bahwa terdapat syarat-syarat yang harus di 
penuhi untuk dapat menjadi wali nikah, baik wali nasab, wali hakim 
maupun wali muhakkam. Dari ketiga derajat wali nikah tersebut harus 
diawali dari wali nasab sesuai tertib wali yang telah di tentukan akan tetapi 
pada keadaan tertentu hak perwalian dapat berpindah pada wali nikah 
lainnya, perpindahan hak wali tersebut dinamakan dengan intiqal wali 
nikah yaitu perpindahan hak wali baik dari wali nasab ke wali nasab 
lainnya, wali nasab ke wali hakim dan wali nasab  ke wali muhakkam, 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Perpindahan Wali Nasab Ke Wali Nasab Lainnya 
Sebagaimana diketahui bahwa wali nasab terbagi menjadi dua 
yaitu wali aqrab (dekat) dan wali ab’ad (jauh), selama wali aqrab 
masih ada maka hak untuk menikahkan belum berpindah pada wali 
ab'ad, tidak adanya wali aqrab dapat di lihat menurut hissi dan syar'i, 
tidak adanya menurut hissi adalah jika wali aqrab telah meninggal 
                                                             
76 Ali Hasan, Perbandingan Madzhab Fiqih..., hlm.139 
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sedangkan menurut syar'i adalah jika telah hilang hak wali nikah di 
sebabkan77: 
1) Hamba sahaya 
2) Ghaib 
3) Bodoh (Kurang akal) 
4) Kafir  
5) Sedang ihram 
 
Sebab tersebut Senada dengan sebab perpindahan wali nasab 
dalam buku fiqh munakahat, adapun perpindahan wali aqrab kepada 
wali ab’ad adalah sebagai berikut: 
1) Apabila wali aqrab non muslim 
2) Apabila wali aqrab fasiq 
3) Apabila wali aqrab belum dewasa 
4) Apabila wali aqrab gila 
5) Apabila wali aqrab bisu atau tuli78 
 
Begitupun pendapat Imam Syafi’i yang menjelaskan bahwa 
suatu pernikahan baru di anggap sah bila di nikahkan oleh wali aqrab 
terlebih dahulu, bila tidak ada yang dekat baru di lihat urutannya 
secara tertib79 selanjutnya jika wali aqrab berada di tempat yang jauh 
sejauh dua marhalah maka hak wali masih tetap pada wali aqrab 
namun apabila wali aqrab yang jauh tidak dapat datang karena sesuatu 
hal maka baru hakimlah yang bertindak sebagai wali80 dan wali aqrab 
yang di tahan atau di tawan sama dengan wali ab’ad walaupun berada 
dalam satu kota.81 
                                                             
77 Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, Edisi Lengkap Fiqih Madzhab…, hlm.274 
78 Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat...,hlm. 97 
79 Beni Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat...,hlm.57 
80 Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, Edisi Lengkap Fiqih Madzhab…,, hlm.274 
81 Beni Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat...,hlm.57 
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Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa pada dasarnya 
yang menjadi wali adalah wali aqrab namun apabila tidak memenuhi 
syarat wali maka baru berpindah ke wali ab’ad sesuai urutan wali.  
b. Perpindahan Wali Nasab Ke Wali Hakim 
Wali hakim adalah wali nikah yang di ambil dari hakim (pejabat 
pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa dari pemerintah 
atau seseorang yang karena kedudukannya berhak melakukan akad 
pernikahan,82 dalam hal perpindahan dari wali nasab ke wali hakim 
dapat dilaksanakan dengan beberapa alasan: 
1) Tidak ada wali nasab sama sekali 
2) Wali mafqud, wali nasab di nyatakan hilang dan tidak di 
ketahui alamat yang pasti 
3) Wali yang seharusnya bertindak sebagai wali nikah menjadi 
mempelai laki-laki dalam perkawinan tersebut sedangkan 
wali nikah yang lain tidak ada yang sederajat dengannya 
4) Wali nya sakit pitam atau ayan 
5) Walinya jauh dari tempat perkawinan atau ghaib 
6) Walinya berada dalam penjara yang tidak boleh di temui 
7) Walinya berada dalam pengawasan atau pengampunan 
8) Walinya bersembunyi atau tawari 
9) Walinya jual mahal atau sombong atau ta’azzuz 
10) Walinya sedang berihram haji atau umrah.83 
 
Di dalam buku Garis-Garis Besar Fiqh karangan Sohari Sahrani 
tertulis bahwa pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim dapat 
dilaksanakan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut : 
1) Tidak ada wali nasab 
2) Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab’ad 
3) Wali aqrab ghaib atau pergi dalam perjalanan sejauh ± 92,5 
Km atau dua hari perjalanan 
4) Wali aqrab di penjara dan tidak bisa di temui 
                                                             
82 Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, Edisi Lengkap Fiqih...,hlm.274 
83 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum...,hlm.64 
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5) Wali aqrabnya ‘adhal 
6) Wali aqrabnya berbelit-belit atau mempersulit 
7) Wali aqrabnya sedang ihram 
8) Wali aqrabnya sendiri yang akan menikah, dan 
9) Wanita yang akan di nikahkan gila tetapi sudah dewasa dan 
wali mujbir tidak ada.84 
 
Sedangkan perpindahan wali nasab kepada wali hakim dalam 
buku Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dapat di laksanakan dengan 
alasan-alasan sebagai berikut : 
1) Kehabisan wali nasab 
2) Wali mafqud / tidak di ketahui alamat tinggalnya / tidak di 
ketahui mati dan hidupnya  
3) Wali tidak memenuhi syarat 
4) Wali nasab beragama lain 
5) Anak di luar nikah 
6) Anak yang lahir dari kehamilan sebelum menikah 
7) Wali nya berada di tempat yang jauh sejauh mafasatul 
qashri yaitu 95,2 km dan tidak dapat hadir 
8) Wali ‘adhol (wali nikah mogok)85 
 
Alasan-alasan tersebut sebagaimana terdapat dalam Hadits Nabi 
Muhammad SAW dari Aisyah r.a : 
 يَّلَص ِالله ُلْوُسَر َلَاق : ْتَلَاق َةَشِئاَع ْنَع ُالله َلَع  َسَو ِهْي اَمَُّيا : َمِّل
 ٍَةاَرْمااَِكَنف اَِهِّيِلَو ِنْذِا ِرَْيِغب ْتَحََكن   ُح َب اَه ، ٌلِط ا َث َو ٍتا َّرَم َثَلا ِْنا
 َِاف اَهْنِم َباََصااَِمباََهلُرْهَمْلَاف اَِهب َلََخد ِن  َتْسا َفاْوُرَج ُّيِلَو ُناَطْل ُّسلا 
)يذمرتلا هاور( َُهل ِ ِّيِلَوَلا ْنَم 
Artinya :  
“Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda “siapapun wanita 
yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya itu batal (di 
ucapkan tiga kali), jika suaminya telah menggaulinya maka si 
perempuan sudah berhak mendapatkan maskawin lantaran apa 
yang telah ia buat halal pada pada perempuan tersebut, apabila 
                                                             
84 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh..., hlm.93 
85 Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan 
Masyarakat Islam dan Urusan haji, 1997, hal. 34 
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wali-wali itu enggan maka sulthan (pemerintah) yang menjadi 
wali bagi orang yang tidak ada walinya” (HR. Tirmidzi)86 
 
Hadits di atas menunjukkan bahwa sulthan boleh menjadi wali 
bila tidak ada wali yang akan menikahkan karena berbagai hal, yang 
di maksud sulthan adalah pegawai pemerintah yang berkuasa dan di 
perbolehkan menjadi wali nikah atau orang-orang yang di angkat 
untuk menjadi wali dalam negeri islam jika tidak ada maka qadhi 
nikah yang di angkat dari masjid di seluruh negeri,87 dalam kata-kata 
'tidak ada wali' termasuk di dalamnya: 
1) Bila wali aqrab masih ada tetapi jauh dari tempat 
pernikahan sejauh mafasatul qashri sedangkan kendaraan 
sulit di peroleh 
2) Wali aqrab masih ada tetapi tidak bersedia mengawinkan 
karena tidak setuju  
3) Semua wali nasab berselisih dan tidak seorang pun yang 
mau mengawinkan 
4) Bila semua wali nasab tidak ada 
5) Bila wali-wali itu ada tetapi jauh dan sukar untuk datang 
6) Bila wali-wali itu melakukan tawari atau ta'azzur, tawari 
adalah bersembunyi atau menghilangkan diri supaya 
pernikahan tidak dilangsungkan, ta'azzur adalah hanya janji 
saja dari hari ke hari padahal pernikahan sudah mendesak.88 
 
Dari keterangan hadits tersebut  jelas di perbolehkan 
menggunakan wali hakim dengan alasan sebagaimana di atas, selain 
hadits tersebut bila wali aqrab tidak memenuhi syarat wali yaitu 
baligh, berakal, islam , merdeka, berpikiran baik, dan adil maka 
                                                             
86 Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat...,hlm.93 
87 Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, Edisi Lengkap Fiqih Madzhab ...,hlm. 272 
88 Ibid., hlm. 273 
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perwalian berpindah ke wali ab'ad dan apabila tidak ada wali ab'ad 
maka berpindah ke wali hakim.89  
Jika terdapat wali yang tidak mau menikahkan wanita yang 
sudah baligh yang akan menikah dengan seorang pria sekufu maka di 
namakan wali adhal, jika terjadi hal demikian maka perwalian 
langsung berpindah ke wali hakim bukan kepada wali ab'ad,90 karena 
adhal adalah zalim sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang 
zalim adalah hakim.91 
Begitu pula akad perkawinan dilakukan oleh wali hakim bila 
wali aqrab sedang berada di tempat lain yang jaraknya mencapai dua 
marhalah (sekitar 60 KM),92 demikian pendapat jumhur ulama dengan 
dasar di samakan atau diqiyaskan dengan wali yang tidak ada,93 tetapi 
terdapat perbedaan pendapat dengan ulama Hanafiyyah yang 
mengatakan bahwa bila wali aqrab bepergian ke tempat yang jauh 
atau ghaib dan sulit untuk menghadirkan maka hak kewalian 
berpindah ke wali ab'ad dan bukan ke wali hakim, begitupun pendapat 
ulama Malikiyyah.94 
Dalam hal wali anak diluar nikah menggunkan wali hakim 
dikarenakan nasab anak hanya di hubungkan dengan ibunya 
                                                             
89 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia..., hlm.78 
90 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh..., hlm.94 
91 Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat..., hlm.102 
92 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh...,, hlm.94 
93 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia..., hlm. 79 
94 Ibid., 
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sebagaimana sabda nabi dalam sebuah Hadits : (Fotocopyan nasab hal. 
89) 
Implikasi dari hadits di atas adalah tidak adanya hubungan nasab 
antara anak dengan laki-laki yang secara biologis adalah ayah 
kandungnya tetapi berkedudukan sebagai orang lain dalam berbagai 
aspek di antaranya tidak berkewajiban memberi nafkah, tidak ada 
hubungan waris mewarisi dan tidak dapat menjadi wali dalam 
pernikahan anak perempuan diluar nikah sebab di antara keduanya 
tidak ada hubungan menurut syariat islam,95 maka yang menjadi wali 
nikah bagi anak di luar nikah adalah wali hakim. 
Begitupun bagi anak yang lahir dari kehamilan sebelum 
menikah maka menggunakan wali hakim di sebabkan karena tidak 
adanya hubungan nasab dengan laki-laki yang secara biologis adalah 
ayah kandungnya, perbedaan antara anak yang lahir dari kehamilan 
sebelum menikah dengan anak di luar nikah adalah jika anak yang 
lahir dari kehamilan sebelum menikah dapat diketahui dari tenggang 
waktu antara pelaksanaan pernikahan yang sah antara ibu kandung 
dengan laki-laki yang menjadi suami sah ibu kandungnya dengan 
batas minimal kehamilan enam bulan, jika kurang dari enam bulan 
maka tergolong anak yang lahir dari kehamilan sebelum menikah.96 
Sebagaimana pendapat jumhur ulama yang bersepakat bahwa 
batas minimal kehamilan adalah enam bulan, batas ini didasarkan atas 
                                                             
95 Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 
89 
96 Ibid., hlm.28 
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firman Allah dalam QS. Al-ahqaff ayat 15 dan QS. Luqman ayat 14 
yaitu : 
 ُه ُُّمأ ُْهَتلَمَح ًاناَسِْحإ ِهَْيدِلاَوِب َناَسْنلإا َانْي َّصَوَو ُْرك  َو اًه ُْهَتعَضَو ُك ُلاَِصفَو ُُهلْمَحَو اًهْر ُه
 اًرْهَش َنُوثَلاث... 
Artinya:  
“Dan Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik 
kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya 
dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah 
(pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh 
bulan... QS. Al-ahqaff [46]: 15 
 
 َع ًانْهَو ُه ُُّمأ ُْهَتلَمَح ِهَْيدِلاَوِب َناَسْنلإا َانْي َّصَوَو َىل َو ٍنْه َو ِف ُُهلاَِصف ُْركْشا َِنأ ِنْيَماَع ي ِل ي
 ُريِصَمْلا ََّيِلإ َكَْيدِلاَوِلَو 
Artinya: 
“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada 
dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam 
Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya 
dalam dua tahun[1180]. bersyukurlah kepadaku dan kepada 
dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu”. QS. 
Luqman [31]: 14 
 
Atas dasar kedua ayat di atas maka seorang perempuan 
memerlukan waktu tiga puluh bulan untuk mengandung dan menyapih 
seorang anak, sedangkan waktu yang di perlukan untuk menyapih 
adalah dua tahun atau dua puluh empat bulan sehingga tiga puluh  
bulan dikurangi dua puluh empat bulan adalah enam bulan maka enam 
bulan inilah di sepakati sebagai batas minimal masa kehamilan.97  
Selain dari kondisi-kondisi yang di benarkan untuk menjadi wali 
hakim di atas terdapat pula batasan untuk menjadi wali hakim, 
sebagaimana yang terulis dalam buku karangan Sohari Sahrani bahwa: 
                                                             
97 Ibid., Hlm. 27 
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 Wali hakim tidak berhak menikahkan : 
1. Wanita yang belum baligh 
2. Kedua belah pihak (calon mempelai wanita dan pria) tidak 
sekufu 
3. Tanpa seizin wanita yang akan menikah, dan 
4. Wanita yang berada di luar daerah kekuasaannya.98 
 
c. Perpindahan Wali Nasab Atau Wali Hakim Ke Wali Muhakkam 
Jika wali nasab dan wali hakim tidak ada maka hak menikahkan 
dapat berpindah ke wali muhakkam yaitu seorang alim dalam negeri 
yang mempunyai sifat-sifat terpuji yaitu terpelihara dari perbuatan-
perbuatan yang melanggar hukum agama dengan syarat wali 
muhakkam menerima pernyataan dari calon pengantin supaya ia di 
nikahkan dengan kalimat yang menunjukkan penyerahan 
pernikahan.99 
Dalam buku Fiqh Munakahat I karangan Beni Saebani di 
jelaskan bahwa dapat menggunakan wali muhakkam apabila: 
1. Wali nasab tidak ada, 
2. Wali nasab ghaib atau bepergian sejauh dua hari perjalanan 
serta tidak ada wakilnya, 
3. Tidak ada qadli atau Pegawai Pencatat Nikah, talak, cerai 
dan Rujuk (NTCR).100 
 
 
 
                                                             
98 Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat...,hlm.98 
99 Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, Edisi Lengkap Fiqih Madzhab ...,hlm. 275 
100 Beni Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat...,hlm.250 
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BAB III 
GAMBARAN UMUM  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN CEPER 
A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ceper 
1. Tujuan dan Fungsi KUA  
Kantor Urusan Agama (KUA) ditingkat kecamatan didirikan oleh 
pemerintahan bertujuan untuk memberikan wadah pada masyarakat 
sebagai lembaga yang memberikan pelayanan dalam berbagai hal, di 
antaranya adalah sebagai berikut: 
a. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) 
PPN bertugas untuk menghadiri, menyaksikan dan mencatat 
perkawinan agar perkawinan sah menurut agama dan negara. 
b. Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) 
BKM sebagai badan kesejahteraan masjid berfungsi untuk ikut 
berpastisipasi dalam kemakmuran di wilayah kerja.  
c. BP- 4 
BP- 4 sebagai pembinaan, penyuluh, dan pelestarian perkawinan yang 
berorientasi atau berfungsi memberikan pembinaan kepada keluarga 
agar terbentuk keluarga yang tenteram dan sejahtera. 
d. Pejabat Pembuat Akta Wakaf 
Pejabat Pembuat Akta Wakaf bertugas melayani dalam hal 
perwakafan untuk menegaskan status tanah. 
 
68 
 
e. Penyuluh Agama 
Penyuluh Agama bertugas mengkoordinasikan penyuluhan-
penyuluhan agama yang ada di tingkat kelurahan serta tokoh-tokoh 
agama untuk bekerjasama mensosialisasikan pemahaman agama 
terhadap masyarakat. 
f. LP3Q 
Lembaga Pembinaan Tilawatil Quran yang mempunyai peranan 
membina serta mengembangkan potensi dalam baca seni tilawatil 
Qur’an. 
g. PHBI 
PHBI merupakan media untuk meningkatkan momentum peristiwa-
peristiwa yang di alami umat islam, seperti peringatan maulid nabi, 
nuzulul qur’an, dll. 
h. BAZIS 
BAZIS berfungsi melayani masyarakat dan mengkoordinasikan 
lembaga-lembaga yang sudah ada untuk membentuk suatu wadah 
melayani masyarakat dalam mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah.1 
2. Letak Geografis dan Demografis  
KUA Kecamatan Ceper terletak di Jl. Raya Karangwuni – Pedan 
Kode Pos 57465. Status tanah yang ditempati KUA Kecamatan Ceper 
Kabupaten Klaten adalah Hibah dari PG Ceper dengan Luas Tanah  400 
m2 dan Luas Bangunan: 120 m2 dengan dasar hukum yaitu surat direksi 
                                                             
1 Dirjen Bimas Islam dan Urusan haji, Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, 
(jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Urusan haji, 2000), hlm. 9 
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PTP XV-XVI (PERSERO) “PG. Ceper Baru” Nomor : AA- INSIP/ 
92.099 dan Surat Pernyataan  Pengurus Masjid  “Al- Huda Dlimas, Ceper 
tertanggal 30 Juli 1992.2 
Kecamatan Ceper termasuk dalam wilayah Kabupaten Klaten yang 
berjarak 12 Km dari ibukota kabupaten Klaten yang berbatasan dengan 
wilayah lain yaitu:  
a. Sebelah Utara : Kecamatan Delanggu 
b. Sebelah Timur : Kecamatan Pedan 
c. Sebelah Selatan : Kecamatan Trucuk 
d. Sebelah Barat : Kecamatan Karanganom3 
Luas keseluruhan wilayah Kecamatan Ceper adalah 2.445 hektar 
yang terbagi dalam 18 desa atau kelurahan yaitu : 
a. Desa  Ceper    k.  Desa Kurung 
b. Desa Cetan    l.  Desa Kuncen 
c. Desa Dlimas    m.  Desa Meger 
d. Desa Jambu Kidul   n.  Desa Mlese 
e. Desa Jambu Kulon   o.  Desa Pasungan 
f. Desa Jombor    p.  Desa Ngawonggo 
g. Desa Kajen    q.  Desa Pokak 
h. Desa Klepu    r. Desa Srebegan 
i. Desa Kujon    s.  Desa Tegalrejo 
 
                                                             
2 Laporan Tahun 2016 KUA Kecamatan Ceper hlm. 4 
3 Ibid. hlm. 5 
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3. Visi dan Misi KUA Kecamatan Ceper 
a. Visi 
Terwujudnya masyarakat Kecamatan Ceper yang taat beragama, 
rukun, cerdas, mandiri, dan sejahtera lahir batin.4 
b. Misi 
1) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama 
2) Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama 
3) Meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan 
4) Meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji 
5) Membimbing, melayani, memberdayakan dan mengembangkan 
masyarakat islam5 
4. Struktur Organisasi  
Struktur organisasi atau struktur kepengurusan dalam suatu 
organisasi adalah hal yang mutlak dibutuhkan. hal ini bertujuan untuk 
memberikan informasi kepada seluruh anggotanya untuk mengetahui 
kegiatan atau pekerjaan yang harus ia kerjakan, berkonsultasi atau 
bertanggung jawab kepada siapa, sehingga proses kerjasama menuju 
pencapaian tujuan organisasi dapat terwujud sesuai dengan perencanaan 
yang telah ditetapkan sebelumnya. Susunan pengurus KUA Ceper tahun 
2017 terdiri dari : 
a. Satu orang kepala KUA,  
b. Satu staff bagian Kepenghuluan 
                                                             
4 KMA Nomor 2 tahun 2010 
5 Laporan Tahun 2016 KUA Kecamatan Ceper, hlm. 3 
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c. Tiga Staff bagian kepenyuluhan 
d. Satu staff bagian pengolah data 
e. Satu staff bagian pengadministrasian 
f. Satu staff bagian tata Usaha dan kerumah tanggaan 
Secara rinci data pegawai KUA Kecamatan Ceper pada tahun 2017 
beserta tugas nya adalah sebagai berikut: 
a. Kepala KUA 
Adapun kepala KUA Kecamatan ceper adalah : 
Nama   : H. Sadali,S. Ag 
NIP   : 19690716 200112 1 001 
Pangkat/Gol. Ruang : penata TK.1/III d 
Jabatan   : kepala KUA Ceper 
Unit Kerja  : Kantor Kemenag Kab. Klaten 
Tugas pokok  kepala KUA adalah sebagaimana yang ditegaskan 
dalam KMA Nomor 517 Tahun 2001 yaitu melaksanakan sebagian 
tugas dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kabupaten di 
bidang Urusan Agama Islam.6  
b. Penghulu 
Adapun penghulu di KUA Kecamatan ceper adalah : 
Nama   : Muhammad Sahri Anur, S.Ag,M.Pd.I 
NIP   : 197311292005011002 
Pangkat/Gol. Ruang : Penata, III/c 
                                                             
6 KMA No. 517 tahun 2001 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan 
72 
 
Jabatan   : Penghulu pertama 
Unit Kerja  : Kantor Kemenag Kab. Klaten 
Secara rinci tugas penghulu pertama adalah sebagai berikut : 
1) Menyusun rencana kerja tahunan dan kerja operasional 
kepenghuluan 
2) Melakukan pendaftaran dan meneliti kelengkapan administrasi 
pendaftaran kehendak nikah 
3) Mengolah dan menganalisis tanggapan masyarakat terhadap 
pengumuman peristiwa nikah / rujuk 
4) Memimpin pelaksanaan akad nikah/ rujuk melalui proses menguji 
kebenaran syarat dan rukun nikah/ rujuk dan menetapkan legalitas 
akad nikah/ rujuk 
5) Menerima dan melaksanakan taukil wali nikah/ tauliyah wali 
nikah 
6) Memberikan khutbah/nasehat/do’a nikah/ rujuk 
7) Memandu pembacaan shighot taklik talak 
8) Mengidentifikasi kondisi keluarga pra sakinah dan Membentuk 
kader pembina keluarga sakinah. 
9) Melakukan konseling kepada kelompok keluarga sakinah. 
10) Memantau dan mengevaluasi kegiatan kepenghuluan. 
11) Melakukan koordinasi kegiatan lintas sektoral di bidang 
kepenghuluan.7 
                                                             
7 Ibid. hlm. 8 
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c. Penyuluh Ahli pertama 
Penyuluh Ahli Pertama di KUA Kecamatan ceper adalah : 
Nama   : Lagimin, S.Ag 
NIP   : 196910062007011040 
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda TK.I/ III b 
Jabatan   : Penyuluh Ahli  pertama 
Unit Kerja  : Kantor Kemenag Kab. Klaten 
Tugas pokok Penyuluh Agama secara umum adalah 
melaksanakan dan mengembangkan kegiatan bimbingan/penyuluhan 
Agama dan pembangunan melalui bahasa Agama. dan secara rinci 
tugas penyuluh Ahli pertama adalah : 
1) Mengolah data identifikasi potensi wilayah atau kelompok 
sasaran. 
2) Menyusun rencana kerja operasional dan konsep materi 
bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk naskah. 
3) Mendiskusikan konsep materi bimbingan atau penyuluhan 
sebagai penyaji. 
4) Merumuskan materi bimbingan atau penyuluhan dan 
melaksanakan bimbingan atau penyuluhan kepada masyarakat. 
5) Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka 
kepada kelompok binaan khusus. 
6) Menyusun, mengumpulkan dan evaluasi instrumen pemantauan 
hasil pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan. 
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7) Menyiapkan dan mengolah bahan/data/informasi tentang arah 
kebijaksanaan pengembangan bimbingan atau penyuluhan yang 
bersifat penyempurnaan.8 
d. Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan KUA 
Staff Ketatausahaan dan kerumah tanggaan di KUA 
Kecamatan ceper adalah : 
Nama   : Moh Rohmadi 
NIP   : 19641015 200710 1041 
Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur Muda Tk.I / II b 
Jabatan   : Staff Ketatausahaan dan kerumah tanggaan 
Unit Kerja  : Kantor Kemenag Kab. Klaten 
Tugas staff Ketatausahaan dan kerumahtanggaan adalah : 
1) Menyusun jadwal pelaksanaan pernikahan 
2) Membuat laporan peristiwa nikah 
3) Menerima dan membukukan slip setoran biaya nikah 
4) Menerima, menyimpan, dan menyiapkan blangko N, NA dan NB. 
5) Membuat rencana Anggaran dan Belanja KUA dan Mencatat 
transaksi keuangan 
6) Mengadministrasikan biaya pencatatan nikah-rujuk (PNBP-NR) 
7) Mengadministrasikan dana DIPA operasional NR 
8) Menyusun laporan pertanggungjawaban DIPA operasional NR 
9) Mengadministrasikan Dana operasional manasik haji 
                                                             
8 Ibid. hlm. 9 
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10) Melaksanakan pelaporan keuangan perhajian dan Membuat 
laporan bulanan9 
e. Pengadministrasi 
Staff pengadministrasi di KUA Kecamatan ceper adalah : 
Nama   : Muh. Bani 
NIP   : 19660710 200701 1 041 
Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur Muda Tk.I / II b 
Jabatan   : Staff pengadministrasi 
Unit Kerja  : Kantor Kemenag Kab. Klaten 
Tugas staff pengadministrasi adalah: 
1) Meneliti berkas pengajuan wakaf 
2) Membuat konsep ikrar dan akta wakaf 
3) Membuat konsep keputusan nadzir 
4) Membuat laporan bulanan perkembangan wakaf 
5) Menerima dan mengadministrasi kan surat masuk 
6) Mengadministrasikan surat keluar 
7) Menerima dan mengadministrasi permohonan penerbitan duplikat 
Dan rekomendasi nikah 
8) Menerima dan membukukan peristiwa Talak dan cerai 
9) Membuat laporan peristiwa TC 
10) Menerima dan mengadministrasi permohonan legalisasi kutipan 
akta nikah.10 
                                                             
9 Ibid. hlm.10 
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f. Pengolah data 
Staff Pengolah data di KUA Kecamatan ceper adalah : 
Nama   : Umi Zulaikhah 
NIP   : 19610507 198503 2 003 
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tk.I ,  III/b 
Jabatan   : Staff Pengolah data 
Unit Kerja  : Kantor Kemenag Kab. Klaten 
Tugas staff Pengolah data adalah : 
1) Melakukan input data pendaftaran nikah 
2) Mencetak daftar pemeriksaan nikah (Model NB), pengumuman 
kehendak nikah (NC), akta nikah (Model N) dan kutipan akta 
nikah (Model NA) 
3) Membuat rekomendasi nikah dan duplikat akta nikah 
4) Mencetak ikrar dan akta ikrar wakaf 
5) Mencetak pengesahan nadzir 
6) Membuat surat keluar 
7) Melaporkan pelaksanaan tugas khusus kepada atasan langsung.11 
g. Wiyata Bhakti (Staff Tata Usaha) 
Nama   : Fifi Mufidati, S.Ag 
NIP   : - 
Pangkat/Gol.Ruang : - 
Jabatan   : Petugas Tata Usaha 
                                                                                                                                                                       
10 Ibid. hlm.11 
11 Ibid. hlm.12 
77 
 
Unit Kerja  : kantor Kemenag Klaten 
Tugas petugas tata usaha Adalah : 
1) Menyiapkan bahan dan peralatan kerja 
2) Menerima dan mencatat surat masuk dan keluar 
3) Mendistribusikan surat sesuai dengan disposisi atasan 
4) Mengetik konsep surat / naskah 
5) Menata buku perpustakaan kerja 
6) Menyusun file pegawai 
7) Mencatat jadwal kegiatan Kepala KUA  
8) Mengatur dan menyalurkan tamu-tamu KUA 
9) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan 
10) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala KUA  
5. Petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di KUA Kecamatan 
Ceper 
Daftar nama Pembantu Pegawai Pencatat Nikah KUA kecamatan 
Ceper tahun 2017 adalah sebagai berikut : 
a. Desa Ceper  : Sutrisno 
b. Desa Cetan  : Erfan Pujiyanto 
c. Desa Dlimas  : Wali Wardoyo 
d. Desa Jambu Kidul : Muslim 
e. Desa Jambu Kulon : Drs. Suharjo 
f. Desa Jombor  : Sabaroti 
g. Desa Kajen  : Komari 
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h. Desa Klepu  : Syamsuddin 
i. Desa Kujon  : Sami 
j. Desa Kurung  : Muhtaram 
k. Desa Kuncen  : Sutiyono Giyanto 
l. Desa Meger  : M. Ali Rasidi 
m. Desa Mlese  : Badirun 
n. Desa Ngawonggo  : Ali Ngimran 
o. Desa Pasungan  : Priyono 
p. Desa Pokak  : Surono dan Suroyo 
q. Desa Srebegan  : Nur Rahmadi Abadi 
r. Desa Tegalrejo  : Saeban 
B. Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali Hakim di KUA Kecamatan Ceper 
1. Proses Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali Hakim  
Perundang-undangan di Indonesia telah mengatur bahwa 
perkawinan yang sah harus sesuai dengan hukum masing-masing agama 
dan kepercayaannya, serta di catat menurut perundang-undangan yang 
berlaku.12 Bagi setiap warga yang beragama Islam maka proses 
pelaksanaan perkawinan menggunakan hukum Islam sesuai dengan syarat 
dan rukun nikah yang sah serta pencatatan nikahnya dapat di laksanakan 
Kantor Urusan Agama (KUA). 
KUA merupakan salah satu lembaga atau instansi terkecil pada 
kementerian Agama yang berada di wilayah Kecamatan. PMA No. 11 
                                                             
12 Pasal 2 UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan 
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tahun 2007 tentang pencatatan nikah menyebutkan  bahwa Kantor Urusan 
Agama kecamatan yang selanjutnya disebut KUA adalah instansi 
Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas kantor 
Departemen Agama Kabupaten atau kota di bidang urusan agama Islam 
dalam wilayah kecamatan.13 
Pencatatan nikah  di KUA adalah tugas pegawai pencatat nikah 
atau di singkat PPN. Secara resmi PPN telah diatur dalam PMA No. 11 
tahun 2007 tentang pencatatan nikah yang berbunyi: “Pegawai pencatat 
nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pejabat yang melakukan 
pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/ 
rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan 
perkawinan.”14 
PPN adalah Kepala KUA dan dalam melaksanakan tugasnya 
dapat diwakili oleh penghulu atau Pembantu PPN. KUA Kecamatan 
Ceper menerapkan prosedur bagi seseorang yang bermaksud hendak 
melangsungkan pernikahan  adalah sebagai berikut : 
a. Prosedur Pendaftaran dan Pemberitahuan Kehendak Nikah  
1) Calon mempelai pria 
a) Datang ke KUA setempat untuk memberitahukan kehendak 
menikah. dari pegawai KUA bagian kepenghuluan atau 
pengolah data memberikan persyaratan untuk di lengkapi 
terlebih dahulu berupa : 
                                                             
13 PMA No. 11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah 
14 Ibid. 
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 Rekomendasi nikah dari KUA setempat 
 Formulir N-1, N-2, N-3, N-4 dari kantor desa setempat 
 Fotocopy KTP, KK, Ijazah dan Akta lahir 
 Foto 2x3 (2 lembar dengan bigraund warna biru) 
 Foto 4x6 (1 lembar dengan bigraund warna biru) 
 Pernyataan belum menikah bermaterai 6000 
 Foto copy KTP Saksi  
b) Datang ke kantor desa setempat untuk mendapatkan formulir N-
1, N-2, N-3, N-4 dan surat pernyataan belum menikah yang 
ditandatangani oleh Lurah/Kepala Desa. Adapun perincian dari 
formulir-formulir tersebut adalah: 
 Model N-1  : Surat keterangan untuk menikah 
 Model N-2  : Surat keterangan asal usul  
 Model N-3  : Surat persetujuan mempelai 
 Model N-4 : Surat keterangan tentang orang tua 
c) Setelah dari Kelurahan dengan membawa surat-surat seperti 
tersebut di atas, selanjutnya di berikan kepada pihak calon istri 
untuk di daftarkan di KUA setempat dari calon istri. 
2) Calon mempelai wanita 
a) Datang ke KUA setempat untuk memberitahukan kehendak 
menikah. dari pegawai KUA bagian kepenghuluan atau 
pengolah data memberikan persyaratan untuk di lengkapi 
terlebih dahulu berupa : 
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 Fotocopy KTP, KK, Ijazah, Akta lahir 
 Fotocopy Buku Nikah Orang tua Kandung 
 Fotocopy KTP wali nikah 
 Foto 2x3 (2 lembar dengan bigraund warna biru) 
 Foto 4x6 (1 lembar dengan bigraund warna biru) 
 Foto copy KTP Saksi  
 Pernyataan belum menikah bermaterai 6000 
b) Dengan membawa berkas dari calon mempelai pria datang ke 
kantor kepala desa setempat untuk mendapatkan surat 
keterangan atau pengantar untuk menikah dan pernyataan belum 
menikah yang ditandatangani oleh Lurah/ Kepala Desa. 
c) Selanjutnya datang ke KUA setempat dengan membawa berkas 
kedua calon mempelai untuk mendaftarkan nikah. 
Prosedur-prosedur lain yang harus dijalani oleh kedua 
calon mempelai selain dari prosedur yang telah disebutkan di 
atas yaitu sebagai berikut : 
 Setiap calon mempelai menandatangani surat pernyataan 
yang menyatakan kebenaran data yang disampaikan ke 
KUA.  
 Bagi calon mempelai yang berusia di bawah 21 tahun harus 
mengisi surat keterangan model N-5 yaitu tentang izin 
orang tua mempelai. 
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 Bagi calon mempelai wanita  harus menyertakan surat 
keterangan persetujuan mempelai (model N-3). Surat model 
ini juga disebut dengan MoU yang berisi pernyataan setuju 
dari kedua belah pihak tanpa ada paksaan, Surat ini 
kemudian ditandatangani oleh mempelai pria dan wanita. 
 Bagi calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun 
dan calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun 
harus ada surat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama 
yang menaungi wilayah tempat tinggal calon mempelai 
terkait. Jika belum mendapat surat dispensasi nikah dari 
Pengadilan Agama tersebut, maka KUA akan 
mengeluarkan surat keterangan model N-9 tentang 
penolakan pernikahan. 
 Bagi calon mempelai yang berstatus duda/janda karena 
ditinggal mati suami/istri, maka harus ada surat keterangan 
model N-6 yang berisi surat keterangan kematian 
suami/istri dari kelurahan. 
 Bagi calon mempelai yang berstatus duda/janda karena 
perceraian, maka harus melampirkan akta cerai yang asli 
(tidak boleh foto copy) yang dikeluarkan oleh Pengadilan 
Agama yang pada waktu itu memutus cerai. 
 Setelah kedua calon mempelai mendapat formulir pokok 
(N-1, N-2, N-4), kemudian mengisi surat keterangan model 
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N-7 tentang pemberitahuan kehendak nikah yang 
ditandatangani oleh calon mempelai/ wali/ wakil wali dan 
Pegawai Pencatat Nikah (PPN). 
 Apabila semua syarat seperti yang tersebut di atas telah 
terpenuhi, maka calon mempelai akan didaftarkan ke dalam 
buku pendaftaran nikah dan kemudian  dituangkan ke 
dalam berita acara tentang daftar pemeriksaan nikah (model 
N-B). 
 Bagi calon mempelai yang ingin menikah diluar 
wilayahnya, maka : 
 Untuk pria, harus ada surat rekomendasi nikah dari KUA 
di tempat tinggalnya. 
 Untuk wanita, harus ada surat pengantar numpang nikah 
dari KUA di tempat tinggalnya. 
 Untuk pernikahan campuran  (berbeda kewarganegaraan), 
maka calon mempelai yang berkewarganegaraan asing 
harus menyertakan: 
 Surat izin dari kedutaan besar negaranya yang ada di 
Indonesia 
 Paspor/visa 
 Surat Tanda Masuk Daerah dari POLSEK atau 
POLRES. 
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 Jika dia seorang muallaf, maka disertakan piagam masuk 
Islam. Apabila belum memilki piagam masuk Islam maka 
akan diislamkan di KUA untuk mendapatkan piagam 
masuk Islam. 
 Bagi calon mempelai yang berasal dari golongan angkatan 
bersenjata (anggota TNI/Polri), maka harus ada izin dari 
atasannya. 15 
b. Pemeriksaan berkas pendaftaran kehendak nikah 
Prosedur pemeriksaan berkas pendaftaran kehendak nikah di 
KUA Kecamatan Ceper adalah sebagai berikut: 
1) Pemeriksaan berkas seluruh persyaratan di periksa oleh PPN 
bersama dengan kedua calon mempelai dan wali di dampingi oleh 
Pembantu Pegawai Pencatat Nikah desa setempat calon mempelai 
wanita untuk di adakan pemeriksaan data-data dari kedua calon 
mempelai. 
2) Selanjutnya pemeriksa atau PPN mencatat data-data atau 
keterangan yang telah di benarkan oleh kedua calon mempelai dan 
wali ke dalam lembar pemeriksaan nikah (NB), setelah semua terisi 
maka PPN membacakan lembar pemeriksaan nikah di hadapan para 
pihak, jika semua data sudah tidak ada kesalahan dan di setujui 
para pihak maka para pihak yang terdiri dari kedua calon 
mempelai, wali dan pemeriksa atau PPN menandatangani lembar 
                                                             
15 Umi Zulaikhah , Pegawai Bagian Pengolah Data, Wawancara pribadi, 15 Mei 2017, 
jam 09.00-10.00 WIB. 
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NB sebagai bukti bahwa masing-masing telah sepakat dan 
menyutujui untuk hadir pada pelaksanaan akad nikah.16 
Pemeriksaan perkawinan dengan wali hakim saat pihak wali 
yang akan menjadi wakil mempelai perempuan tidak hadir, maka 
petugas PPN menanyakan kepada mempelai alasan ketidakhadiran 
wali serta meminta surat keterangan yang membenarkan alasan 
tersebut sehingga petugas PPN dapat menentukan siapa yang akan 
menjadi wali. 
Perpindahan dari wali nasab ke wali hakim didasarkan pada 
hukum Islam dan perundang-undangan pasal 2 UU No 1 tahun 
1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila 
dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan 
kepercayaannya itu, maka tidak serta merta semua alasan dapat 
dibenarkan untuk mengalihkan hak wali nasab langsung kepada 
wali hakim, salah satu acuan yang menjadi dasar dalam tertib dan 
penentuan wali di KUA Ceper adalah sebagai berikut : 
Tertib wali nikah : 
1) Ayah  
2) Kakek  
3) Buyut  
4) Saudara laki-laki se ayah se ibu  
5) Saudara laki-laki se ayah 
6) Keponakan  laki-laki se ayah se ibu 
7) Keponakan laki-laki se ayah 
8) Paman se ayah se ibu 
9) Paman se ayah 
10) Anak laki-laki paman se ayah se ibu 
                                                             
16 Mohammad Bani, Pegawai Bagian Pengadministrasi, Wawancara pribadi, 17 Mei 
2017, jam 09.30-   10.30 WIB. 
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11) Anak laki-laki paman se ayah 
12) Cucu paman laki-laki se ayah se ibu 
13) Cucu paman laki-laki se ayah 
14) Paman ayah se ayah se ibu 
15) Paman ayah se ayah 
16) Anak laki-laki paman ayah se ayah se ibu 
17) Anak laki-laki paman ayah se ayah 
18) Paman kakek seayah se ibu 
19) Paman kakek se ayah 
20) Anak laki-laki paman kakek se ayah se ibu 
21)  Anak laki-laki paman kakek se ayah 
 
Perpindahan wali nasab kepada wali hakim dapat di 
laksanakan dengan alasan-alasan sebagai berikut : 
1) Kehabisan wali nasab 
2) Wali mafqud / tidak di ketahui alamat tinggalnya / tidak di 
ketahui mati dan hidupnya  
3) Wali tidak memenuhi syarat 
4) Wali nasab beragama lain 
5) Anak di luar nikah 
6) Anak yang lahir dari kehamilan sebelum menikah 
7) Wali nya berada di tempat yang jauh sejauh mafasatul 
qashri yaitu 95,2 km dan tidak dapat hadir 
8) Wali ‘adhol (wali nikah mogok)17 
 
c. Pengumuman kehendak nikah 
Langkah berikutnya setelah pemeriksaan berkas sudah lengkap 
adalah PPN membuat pengumuman kehendak nikah atau yang di 
sebut model NC, di KUA kecamatan ceper pengumuman kehendak 
nikah di tulis di papan pengumuman di dalam kantor KUA dengan 
tengang waktu dari mendaftar sampai pelaksanaan nikah minimal 10 
hari kerja sesuai yang di atur dalam pasal 16 PMA No. 11/ 2007.18 
d. Pelaksanaan akad nikah 
                                                             
17 Sadali, Kepala KUA , Wawancara pribadi, 08 Mei 2017, jam 10.00-10.30 WIB. 
18 PMA No. 11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah 
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Akad nikah dapat dilaksanakan di KUA oleh wali nikah di 
hadapan PPN atau penghulu dari wilayah tempat tinggal istri secara 
gratis dan dapat di laksanakan di luar KUA dengan biaya 600.000 
rupiah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 
2014 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 
2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang 
berlaku pada departemen Agama.19 
Biaya pernikahan berdasarkan penjelasan PP Nomor 48 Tahun 
2014 dijelaskan bahwa terbagi menjadi dua, yaitu : 
1) Gratis atau Nol Rupiah (Rp. 0) jika proses nikah di lakukan 
pada jam kerja di kantor KUA 
2) Di kenakan biaya Rp. 600.000 (Enam ratus Ribu Rupiah) jika 
proses nikah di luar kantor KUA dan di luar jam dan hari 
kerja. Penyetoran biaya melalui bank BRI dengan slip 
pembayaran dari KUA. 
Setelah kedua calon mempelai melaksanakan akad nikah, maka 
akan dicatat dalam akta nikah (model N) dan masing-masing 
mempelai berhak atas kutipan akta nikah (model NA) dengan warna 
merah hati untuk suami dan hijau tua untuk istri.20 
e. Formulir-formulir terkait dengan Pernikahan 
PMA Nomor 2 Tahun 1990 terdapat menyebutkan ada 16 
formulir pencatatan nikah yang dikategorikan menjadi tiga jenis,21 
yaitu: 
                                                             
19 PP Nomor 48 tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 
20 Suratmini, Pegawai Bagian Pengadministrasi, Wawancara pribadi, 22 Mei 2017, jam 
09.00 09.30 
21 PMA Nomor 2 Tahun 1990 Tentang Pedoman Pegawai Pencatat Nikah 
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1) Formulir pokok 
Formulir pokok adalah formulir yang secara langsung 
menjadi tanggung jawab dan dikerjakan pengisiannya oleh PPN, 
yaitu: 
 Akta Nikah (Model N) 
 Kutipan Akta Nikah (Model NA) 
 Daftar Pemeriksaan Nikah (Model NB) 
 Pengumuman Kehendak Nikah (Model NC) 
Pengisian Formulir tersebut dimulai dari model NB, model 
NC, kemudian model N dan yang terakhir model NA. 
2) Formulir pelengkap 
Formulir pelengkap yaitu formulir yang merupakan 
kelengkapan dari pelaksanaan pernikahan dan di siapkan sebelum 
pelaksanaan pernikahan, sebagian besar formulir tersebut 
pengisiannya di lakukan oleh kepala desa, yaitu: 
 Model N-1 : Surat keterangan untuk nikah 
 Model N-2 : Surat keterangan asal-usul  
 Model N-3 : Surat persetujuan mempelai 
 Model N-4 : Surat keterangan tentang orang tua 
 Model N-5 : Surat izin orang tua 
 Model N-6 : Surat keterangan kematian suami/istri 
 Model N-7 : Pemberitahuan kehendak nikah 
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 Model N-8 : Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan 
syarat 
 Model N-9 : Penolakan pernikahan 
3) Formulir Mutasi 
Formulir mutasi adalah formulir yang di pergunakan untuk 
memberitahukan perubahan status seseorang kepada PPN atau 
Pengadilan Agama yang sebelumnya telah mencatat perceraiannya 
yaitu : 
 Model ND : Pemberitahuan nikah 
 Model NE : Pemberitahuan poligami 
C. Data Pelaksanaan Perkawinan Dengan Wali Hakim di KUA Kecamatan 
Ceper Tahun 2015-2016  
Data hasil pengamatan penyusun berkaitan dengan pelaksanaan 
perkawinan dengan wali hakim di KUA kecamatan Ceper tahun 2015-
2016 dengan jumlah 121 perkawinan dapat dirinci sebagai berikut22 : 
Tabel 1 
Pelaksanaan Perkawinan Dengan Wali Hakim  
Di KUA Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten Tahun 2015 
 
No 
No Akta Nikah 
Pelaksanaan 
pernikahan 
Desa 
Faktor 
menggunakan 
wali hakim 
1 15/ 15/ I/ 2015 11/ 01/2015 Pasungan Kehabisan wali 
nasab 
2 45/12/ II/ 2015 10/ 02/2015 Klepu Kelahiran kurang 
dari 6 bulan 
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pernikahan orang 
tua 
3 51/18/ II/ 2015 15/ 02/2015 Kurung Wali tidak di 
ketahui 
alamatnya 
 
4 55/ 22/ II/ 2015 16/ 02/2015 Ceper Kehabisan wali 
nasab 
5 56/ 23/ II/ 2015 16/ 02/2015 Ceper Wali di tempat 
yang jauh 
6 62/ 29/ II/ 2015 20/ 02/2015 Pokak Kelahiran kurang 
dari 6 bulan 
pernikahan orang 
tua 
7 70/ 37/ II/ 2015 26/ 02/2015 Mlese Kehabisan wali 
nasab 
8 89/ 14/ II/ 2015 17/ 03/2015 Kujon Kehabisan wali 
nasab 
9 93/ 18/ III/ 2015 19/ 03/2015 Kuncen Wali di tempat 
yang jauh 
10 108/04/IV/ 2015 02/ 04/2015 Jambu 
Kidul 
Kelahiran kurang 
dari 6 bulan 
pernikahan orang 
tua 
11 115/11/IV/ 2015 06 /04/2015 Kuncen Kelahiran kurang 
dari 6 bulan 
pernikahan orang 
tua 
12 134/30/IV/ 2015 18/ 04/2015 Meger Kelahiran kurang 
dari 6 bulan 
pernikahan orang 
tua 
13 138/33/IV/ 2015 23/ 04/2015 Srebegan Kehabisan wali 
nasab 
14 152/06/V / 2015 05/ 05/2015 Dlimas Kelahiran kurang 
dari 6 bulan 
pernikahan orang 
tua 
15 167/21/ V/ 2015 10/ 05/2015 Klepu Kelahiran kurang 
dari 6 bulan 
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pernikahan orang 
tua 
16 173/27/ V/ 2015 11/ 05/2015 Kujon Kelahiran kurang 
dari 6 bulan 
pernikahan orang 
tua 
17 174/28/ V/ 2015 11/ 05/2015 Kuncen Kelahiran kurang 
dari 6 bulan 
pernikahan orang 
tua 
18 178/32/V/ 2015 12/ 05/2015 Klepu Kehabisan wali 
nasab 
19 190/ 44/ V/ 2015 17/ 05/2015 Jambu 
Kulon 
Kelahiran kurang 
dari 6 bulan 
pernikahan orang 
tua 
20 194/ 48/ V/ 2015 18/ 05/2015 Dlimas Kelahiran kurang 
dari 6 bulan 
pernikahan orang 
tua 
21 195/ 49/ V/ 2015 18/ 05/2015 Ceper Wali nasab beda 
agama 
22 203/ 57/ V/ 2015 29/ 05/2015 Srebegan Kelahiran kurang 
dari 6 bulan 
pernikahan orang 
tua 
23 208/01/ VI/ 2015 01/ 06/2015 Cetan Wali di tempat 
yang jauh 
24 217/10/ VI/ 2015 07/ 06/2015 Ceper Kelahiran kurang 
dari 6 bulan 
pernikahan orang 
tua 
25 219/12/ VI/ 2015 10/ 06/2015 Klepu Wali tidak di 
ketahui 
alamatnya 
26 223/16/ VI/ 2015 11/ 06/2015 Dlimas Kelahiran kurang 
dari 6 bulan 
pernikahan orang 
tua 
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27 234/27/ VI/ 2015 15/ 06/2015 Jombor Wali tidak di 
ketahui 
alamatnya 
28 238/31/ VI/ 2015 17/ 06/2015 Srebegan Kehabisan wali 
nasab 
29 239/32/ VI/ 2015 17/ 06/2015 Klepu Wali nasab beda 
agama 
30 240/33/ VI/ 2015 22/ 06/2015 Srebegan Wali di tempat 
yang jauh 
31 241/34/ VI/ 2015 22/ 06/2015 Srebegan Kelahiran kurang 
dari 6 bulan 
pernikahan orang 
tua 
32 242/35/ VI /2015 23/ 06/2015 Tegalrejo Kelahiran kurang 
dari 6 bulan 
pernikahan orang 
tua 
33 247/05/VII/ 2015 20/ 07/2015 Mlese Kelahiran kurang 
dari 6 bulan 
pernikahan orang 
tua 
34 270/28/VII/ 2015 31/ 07/2015 Ceper Wali tidak di 
ketahui 
alamatnya 
35 298/22/VIII/ 
2015 
17/ 08/2015 Kujon Kelahiran kurang 
dari 6 bulan 
pernikahan orang 
tua 
36 307/31/VIII/ 
2015 
20/ 08/2015 Kujon Kelahiran kurang 
dari 6 bulan 
pernikahan orang 
tua 
37 316/40/VIII/ 
2015 
28/ 08/2015 Jambu 
Kidul 
Kelahiran kurang 
dari 6 bulan 
pernikahan orang 
tua 
38 317/41/VIII/ 
2015 
28/ 08/2015 Meger Wali di tempat 
yang jauh 
39 320/44/VIII/ 
2015 
29/ 08/2015 Jambu 
Kulon 
Kelahiran kurang 
dari 6 bulan 
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pernikahan orang 
tua 
40 324/01/ IX/ 2015 02/ 09/2015 Jambu 
Kidul 
Kehabisan wali 
nasab 
41 345/22/ IX/ 2015 18/ 09/2015 Jombor Wali nasab beda 
agama 
42 349/26/ IX/ 2015 19/ 09/2015 Kurung Wali tidak 
diketahui 
alamatnya 
43 362/39/ IX/ 2015 25/ 09/2015 Srebegan Kelahiran kurang 
dari 6 bulan 
pernikahan orang 
tua 
44 371/48/ IX/ 2015 27/ 09/2015 Pokak Kelahiran kurang 
dari 6 bulan 
pernikahan orang 
tua 
45 378/55/ IX/ 2015 28/ 09/2015 Kujon Wali tidak 
diketahui 
alamatnya 
46 382/59/ IX/ 2015 30/ 09/2015 Ceper Kelahiran kurang 
dari 6 bulan 
pernikahan orang 
tua 
47 385/ 01/ X/ 2015 01/ 10/2015 Dlimas Kehabisan wali 
nasab 
48 387/ 03/ X/ 2015 02 
/ 10/2015 
Klepu Kelahiran kurang 
dari 6 bulan 
pernikahan orang 
tua 
49 397/ 13/ X/ 2015 04/ 10/2015 Jambu 
Kidul 
Kehabisan wali 
nasab 
50 398/ 14/ X/ 2015 04/ 10/2015 Pasungan Kehabisan wali 
nasab 
51 401/ 17/ X/ 2015 05/ 10/2015 Cetan Kelahiran kurang 
dari 6 bulan 
pernikahan orang 
tua 
52 402/ 18/ X/ 2015 05/ 10/2015 Pokak Kelahiran kurang 
dari 6 bulan 
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pernikahan orang 
tua 
53 403/ 19/ X/ 2015 06/ 10/2015 Jambu 
Kulon 
Kelahiran kurang 
dari 6 bulan 
pernikahan orang 
tua 
54 405/ 21/ X/ 2015 08/ 10/2015 Kajen Kelahiran kurang 
dari 6 bulan 
pernikahan orang 
tua 
 
55 409/ 25/ X/ 2015 08/ 10/2015 Klepu Kelahiran kurang 
dari 6 bulan 
pernikahan orang 
tua 
56 412/ 28/ X/ 2015 09/ 10/2015 Ceper Orang tua non 
muslim 
57 420/ 35/ X/ 2015 10/ 10/2015 Ceper Kelahiran kurang 
dari 6 bulan 
pernikahan orang 
tua 
58 426/ 41/ X/ 2015 13/ 10/2015 Ngawonggo Wali tidak di 
ketahui 
alamatnya 
59 430/02/ XI/ 2015 16/ 11/2015 Ceper Kelahiran kurang 
dari 6 bulan 
pernikahan orang 
tua 
60 435/07/ XI/ 2015 22/ 11/2015 Jambu 
Kidul 
Kelahiran kurang 
dari 6 bulan 
pernikahan orang 
tua 
61 441/13/ XI/ 2015 25/ 11/2015 Jambu 
Kulon 
Kelahiran kurang 
dari 6 bulan 
pernikahan orang 
tua 
62 442/14/ XI/ 2015 25/ 11/2015 Jambu 
Kulon 
Kelahiran kurang 
dari 6 bulan 
pernikahan orang 
tua 
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63 461/14/XII/ 2015 12/ 12/2015 Jambu 
Kulon 
Kelahiran kurang 
dari 6 bulan 
pernikahan orang 
tua 
64 466/19/XII/ 2015 23/ 12/2015 Kuncen Wali tidak di 
ketahui 
alamatnya 
65 481/34/XII/ 2015 28/ 12/2015 Dlimas Wali tidak di 
ketahui 
alamatnya 
66 482/35/XII/ 2015 28/ 12/2015 Pokak Kelahiran kurang 
dari 6 bulan 
pernikahan orang 
tua 
 
Tabel 2 
Pelaksanaan Perkawinan Dengan Wali Hakim  
Di KUA Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten Tahun 2016 
 
No No Akta Nikah 
Tanggal 
pernikahan 
Desa 
Faktor 
menggunakan 
wali hakim 
1 14/ 14/ I/ 2016 14/ 01/2016 Kajen Kehabisan 
wali nasab 
2 28/ 28/ I/ 2016 31/ 01/2016 Dlimas Wali nasab 
beda agama 
3 41/ 13/ II/ 2016 06/ 02/2016 Pokak Kelahiran 
kurang dari 6 
bulan 
pernikahan 
orang tua 
4 42/ 14/ II/ 2016 07/ 02/2016 Kuncen Kelahiran 
kurang dari 6 
bulan 
pernikahan 
orang tua 
5 48/ 20/ II/ 2016 14/ 02/2016 Ngawonggo Kelahiran 
kurang dari 6 
bulan 
pernikahan 
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orang tua 
6 61/ 01/ III/ 2016 04/ 03/2016 Ceper Kehabisan 
wali nasab 
7 79/ 19/ III/ 2016 21/ 03/2016 Pokak Kelahiran 
kurang dari 6 
bulan 
pernikahan 
orang tua 
8 81/ 21/ III/ 2016 21/ 03/2016 Jombor Kelahiran 
kurang dari 6 
bulan 
pernikahan 
orang tua 
9 83/ 23/ III/ 2016 24/ 03/2016 Kujon Kelahiran 
kurang dari 6 
bulan 
pernikahan 
orang tua 
10 84/ 24/ III/ 2016 24/ 03/2016 Meger Wali nasab 
beda agama 
11 104/11/IV/ 2016 07/ 04/2016 Cetan Kelahiran 
kurang dari 6 
bulan 
pernikahan 
orang tua 
12 109/16/IV/ 2016 10/ 04/2016 Pokak Wali nasab 
beda agama 
13 114/21/IV/ 2016 14/ 04/2016 Meger Wali tidak di 
ketahui 
alamatnya 
14 118/25/IV/ 2016 16/ 04/2016 Srebegan Wali nasab 
beda agama 
15 120/27/IV/ 2016 16/ 04/2016 Klepu Wali tidak di 
ketahui 
alamatnya 
16 121/28/IV/ 2016 17/ 04/2016 Jombor Kelahiran 
kurang dari 6 
bulan 
pernikahan 
orang tua 
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17 132/39/IV/ 2016 22/ 04/2016 Ngawonggo Wali nasab 
tidak 
memenuhi 
syarat 
18 156/13/ V/ 2016 04/ 05/2016 Kujon Kehabisan 
wali nasab 
19 164/21/ V/ 2016 08/ 05/2016 Jombor Wali nasab 
beda agama 
20 186/43/ V/ 2016 26/ 05/2016 Mlese Kelahiran 
kurang dari 6 
bulan 
pernikahan 
orang tua 
21 192/49/ V/ 2016 31/ 05/2016 Kurung Kelahiran 
kurang dari 6 
bulan 
pernikahan 
orang tua 
22 195/03/VI/ 2016 03/ 06/2016 Pasungan Kelahiran 
kurang dari 6 
bulan 
pernikahan 
orang tua 
23 199/07/VI/ 2016 10/ 06/2016 Dlimas Wali tidak di 
ketahui 
alamatnya 
24 201/09/VI/ 2016 20/ 06/2016 Jambu 
Kidul 
Kelahiran 
kurang dari 6 
bulan 
pernikahan 
orang tua 
25 213/12/VII/2016 11/ 07/2016 Jambu 
Kidul 
Wali tidak di 
ketahui 
alamatnya 
26 223/22/VII/2016 15/ 07/2016 Ceper Kelahiran 
kurang dari 6 
bulan 
pernikahan 
orang tua 
27 224/23/VII/2016 15/ 07/2016 Ceper Kelahiran 
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kurang dari 6 
bulan 
pernikahan 
orang tua 
28 225/24/VII/2016 17/ 07/2016 Klepu Kelahiran 
kurang dari 6 
bulan 
pernikahan 
orang tua 
29 226/25/VII/2016 19/ 07/2016 Mlese Wali nasab 
tidak 
memenuhi 
syarat 
30 229/28/VII/2016 30/ 07/2016 Kuncen Kelahiran 
kurang dari 6 
bulan 
pernikahan 
orang tua 
31 231/30/VII/2016 21/ 07/2016 Pasungan Kelahiran 
kurang dari 6 
bulan 
pernikahan 
orang tua 
32 234/33/VII/2016 21/ 07/2016 Jambu 
Kidul 
Kelahiran 
kurang dari 6 
bulan 
pernikahan 
orang tua 
33 261/04/VIII/2016 03/ 08/2016 Mlese Kelahiran 
kurang dari 6 
bulan 
pernikahan 
orang tua 
34 267/10/VIII/2016 12/ 08/2016 Tegalrejo Wali tidak di 
ketahui 
alamatnya 
35 271/14/VIII/ 2016 13/ 08/2016 Mlese Kelahiran 
kurang dari 6 
bulan 
pernikahan 
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orang tua 
36 277/20/VIII/ 2016 15/ 08/2016 Ngawonggo Wali tidak di 
ketahui 
alamatnya 
37 290/33/VIII/ 2016 29/ 08/2016 Kujon Kehabisan 
wali nasab  
38 300/ 07/ IX/ 2016 08/ 09/2016 Cetan Wali nasab 
tidak 
memenuhi 
syarat 
39 301/ 08/ IX/ 2016 08/ 09/2016 Klepu Kelahiran 
kurang dari 6 
bulan 
pernikahan 
orang tua 
40 319/ 26/ IX/ 2016 18/ 09/2016 Klepu Kehabisan 
wali nasab 
41 328/ 35/ IX/ 2016 21/ 09/2016 Pasungan Kelahiran 
kurang dari 6 
bulan 
pernikahan 
orang tua 
42 330/ 37/ IX/ 2016 22/ 09/2016 Pokak Wali tidak di 
ketahui 
alamatnya 
43 336/ 43/ IX/ 2016 23/ 09/2016 Cetan Wali tidak di 
ketahui 
alamatnya 
44 345/ 52/ IX/ 2016 27/ 09/2016 Mlese Kelahiran 
kurang dari 6 
bulan 
pernikahan 
orang tua 
45 348/ 55/ IX/ 2016 28/ 09/2016 Dlimas Wali tidak di 
ketahui 
alamatnya 
46 351/ 58/ IX/ 2016 28/ 09/2016 Pokak Kelahiran 
kurang dari 6 
bulan 
pernikahan 
100 
 
orang tua 
47 365/ 04/ XI/ 2016 04/ 11/2016 Mlese Kelahiran 
kurang dari 6 
bulan 
pernikahan 
orang tua 
48 377/ 16/ XI/ 2016 17/ 11/2016 Kajen Kelahiran 
kurang dari 6 
bulan 
pernikahan 
orang tua 
49 382/ 21/ XI/ 2016 17/ 11/2016 Kurung Kelahiran 
kurang dari 6 
bulan 
pernikahan 
orang tua 
50 384/ 23/ XI/ 2016 17/ 11/2016 Jambu 
Kidul 
Kelahiran 
kurang dari 6 
bulan 
pernikahan 
orang tua 
51 403/01/ XII/ 2016 12/ 12/2016 Klepu Kehabisan 
wali nasab 
52 415/09/ XII/ 2016 16/ 12/2016 Jombor Wali nasab 
beda agama 
53 420/14/ XII/ 2016 20/ 12/2016 Kuncen Kelahiran 
kurang dari 6 
bulan 
pernikahan 
orang tua 
54 429/23/ XII/ 2016 29/ 12/2016 Dlimas Kelahiran 
kurang dari 6 
bulan 
pernikahan 
orang tua 
55 443/37/ XII/ 2016 29/ 12/2016 Srebegan Wali nasab 
tidak 
memenuhi 
syarat 
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Tabel 3 
Jumlah pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim 
di KUA  Kecamatan Ceper tahun 2015 
No Alasan Jumlah 
1 Kehabisan wali nasab 11 
2 Kelahiran kurang dari 6 bulan pernikahan orang 
tua 
37 
3 Wali tidak di ketahui alamatnya 9 
4 Wali di tempat yang jauh 5 
5 Wali nasab beda agama 4 
  66 
 
Tabel 4 
Jumlah Pelaksanaan Perkawinan Dengan Wali Hakim 
di KUA Kecamatan Ceper tahun 2016 
No Alasan Jumlah 
1 Kehabisan wali nasab 6 
2 Kelahiran kurang dari 6 bulan pernikahan orang 
tua 
30 
3 Wali tidak di ketahui alamatnya 9 
4 Wali nasab tidak memenuhi syarat 4 
5 Wali nasab beda agama 6 
  55 
 
Tabel 5 
Jumlah Pelaksanaan Perkawinan  
Dengan Wali Hakim di KUA Kecamatan Ceper tahun 2015 - 2016 
No Alasan 2015 2016 Total 
1 Kehabisan wali nasab 11 6 17 
2 Kelahiran kurang dari 6 bulan 
pernikahan orang tua 
37 30 67 
3 Wali tidak di ketahui alamatnya 9 9 18 
4 Wali di tempat yang jauh 5 - 5 
5 Wali nasab beda agama 4 6 10 
6 Wali nasab tidak memenuhi syarat - 4 4 
 Total 66 55 121 
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D. Sebab-Sebab Perkawinan Dengan Wali Hakim di KUA Kecamatan 
Ceper  
Wali nikah pada dasarnya adalah hak bagi wali nasab sesuai dengan 
tertib urutan-urutan wali nasab mulai dari wali aqrab kemudian wali ab’ad. 
Namun demikian apabila dalam keadaan tertentu maka diperbolehkan beralih 
kepada wali hakim dengan persyaratan yang telah ditentukan.  
Berangkat dari data yang penyusun peroleh bahwa yang menjadi 
alasan perpindahan wali nasab ke wali hakim di kantor urusan Agama 
Kecamatan Ceper adalah karena enam alasan, secara rinci dapat dijelaskan 
sebagai berikut: 
1. Kehabisan wali nasab 
Pelaksanaan perkawinan dengan menggunakan wali hakim di 
KUA Kecamatan Ceper disebabkan kehabisan wali nasab dapat di 
laksanakan jika telah melalui proses pemeriksaan nikah. Pada waktu 
tersebut  pihak PPN meminta surat keterangan bertandatangan kepala 
desa setempat bahwa catin perempuan benar-benar telah kehabisan wali 
nasab. 
PPN memperjelas kembali dengan menanyakan urutan-urutan 
wali nasab satu persatu secara tertib. Apabila telah diketahui bersama 
bahwa wali nasab benar-benar telah habis, maka pihak catin dan pihak 
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PPN menandatangani berkas pemeriksaan nikah bahwa perkawinan akan 
dilaksanakan menggunakan wali hakim.23 
2. Kelahiran kurang dari enam bulan pernikahan orang tua 
Alasan perpindahan wali nasab kepada wali hakim di KUA 
Kecamatan Ceper dibuktikan pada saat pemeriksaan nikah. Sebagaimana 
diketahui bahwa salah satu syarat berkas yang harus dipenuhi bagi catin 
perempuan adalah dengan melampirkan fotocopy buku nikah orangtua 
kandung, pihak PPN memeriksa apakah tanggal pernikahan orang tua 
dengan tanggal kelahiran catin kurang dari enam bulan atau tidak, jika 
kurang dari enam bulan maka PPN menanyakan kebenaran nya pada 
catin. 
Kemudian PPN memberikan penjelasan terkait hak wali dalam 
menikahkan anaknya, jika lahir kurang dari enam bulan perkawinan 
maka yang lebih berhak menjadi wali adalah wali hakim, jika telah di 
sepakati bersama maka para pihak menandatangani berkas pemeriksaan 
dan pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim dapat di laksanakan.24  
3. Wali tidak diketahui alamatnya 
Calon pengantin (catin) menjelaskan kepada PPN saat 
pemeriksaan berkas bahwa wali nasab benar-benar tidak diketahui 
alamatnya dengan membawa surat keterangan dari kelurahan yang 
menjelaskan bahwa wali benar-benar tidak diketahui alamatnya dan catin 
                                                             
23 Mohammad Bani, Pegawai Bagian Pengadministrasi, Wawancara pribadi , 17 Mei 
2017, jam 09.00-10.00 
24 Sadali, Kepala KUA , Wawancara pribadi, 15 Mei 2017, jam 10.00-10.30 WIB 
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membenarkan alasan tersebut di hadapan PPN. Dengan demikian maka 
perkawinan dapat dilaksanakan  dengan menggunakan wali hakim.25 
4. Wali di tempat yang jauh 
Wali berada di tempat yang jauh adalah alasan yang dibenarkan 
untuk melaksanakan perkawinan dengan menggunakan wali hakim, di 
KUA Kecamatan Ceper terdapat kebijakan terkait dengan penggunaan 
alasan wali berada di tempat yang jauh, pertama jika wali di tempat yang 
jauh dan dapat dihubungi maka diberikan pilihan untuk tetap menjadi 
wali nikah dengan mewakilkan kepada PPN desa setempat catin 
perempuan dengan cara taukil bil kitabah. 
Prosedur yang di gunakan adalah wali nasab datang KUA tempat 
wali nasab berada untuk di buatkan surat keterangan bahwa wali nasab 
berada di tempat yang jauh dan mewakilkan hak perwaliannya kepada 
PPN di tempat pelaksanaan perkawinan anak perempuannya dengan 
menandatangi surat bahwa wali telah mewakilkan kepada pihak PPN 
untuk menjadi wakil bagi dirinya (wali nasab). 
Kebijakan selanjutnya  apabila wali di tempat yang jauh dengan 
di buktikan surat keterangan dari KUA tempat wali berada namun tidak 
mewakilkan kepada PPN KUA tempat anak perempuan melaksanakan 
perkawinan maka dapat melaksanaan perkawinan menggunakan wali 
hakim.26 
                                                             
25 Mohammad Bani, Pegawai Bagian Pengadministrasi, Wawancara pribadi , 17 Mei 
2017, jam 09.00-10.00 
 
26 Ibid., 
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5. Wali nasab beda agama 
Alasan wali nasab beda agama dapat dibuktikan dengan surat 
keterangan dari kelurahan yang ditandatangani kepala desa bahwa wali 
beda agama dan pengakuan catin wali beda agama memang benar 
adanya. Selain itu dilihat juga dari lampiran fotocopy KK dan fotocopy 
KTP wali kemudian para pihak menandatangani berkas pemeriksaan 
nikah dan perkawinan dapat dilaksanakan dengan wali hakim.27 
6. Wali nasab tidak memenuhi syarat 
Alasan di karenakan wali nasab tidak memenuhi syarat dibuktikan 
dengan surat keterangan dari kelurahan yang ditanda tangani kepala desa 
bahwa wali tidak memenuhi syarat dengan perincian syarat wali yang 
tidak dapat dipenuhi dan pengakuan catin bahwa wali tidak memenuhi 
syarat memang benar adanya. Selanjutnya para pihak menandatangani 
berkas pemeriksaan nikah dan perkawinan dapat dilaksanakan dengan 
wali hakim.28 
 
 
 
 
                                                             
27 Ibid., 
28 Ibid., 
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BAB IV 
ANALISIS PELAKSANAAN PERKAWINAN  
DENGAN WALI HAKIM DI KANTOR URUSAN AGAMA  
KECAMATAN CEPER KABUPATEN KLATEN TAHUN 2015-2016 
 
A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Dengan Wali Hakim  
Wali hakim adalah wali nikah yang diambil dari hakim (pejabat 
pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa dari pemerintah atau 
seseorang yang karena kedudukannya berhak melakukan akad pernikahan.1 
Pada dasarnya yang memiliki kedudukan untuk menjadi wali nikah adalah 
wali nasab mempelai perempuan, akan tetapi jika dikarenakan ada sebab yang 
menjadikan mempelai perempuan tidak memiliki wali, maka dapat digantikan 
oleh wali hakim.  
Dari wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Ceper dan sesuai 
dengan buku Pedoman Pegawai Pencatat Nikah bahwa sebab yang 
diperbolehkan menggunakan wali hakim adalah : 
1. Kehabisan wali nasab 
2. Wali mafqud / tidak di ketahui alamat tinggalnya / tidak di ketahui 
mati dan hidupnya  
3. Wali tidak memenuhi syarat 
4. Wali nasab beragama lain 
5. Anak di luar nikah 
6. Anak yang lahir dari kehamilan sebelum menikah 
7. Wali nya berada di tempat yang jauh sejauh mafasatul qashri yaitu 
95,2 km dan tidak dapat hadir 
8. Wali ‘adhol (wali nikah mogok)2 
 
                                                          
1 Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi’i Buku 2: Muamalat, 
Munakahat, Jinayat, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm.274 
2 Sadali, Kepala KUA , Wawancara pribadi, 08 Mei 2017, jam 10.00-11.00 WIB 
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Berdasarkan hasil penelitian di KUA Kecamatan Ceper dalam kurun 
waktu dua tahun yaitu tahun  2015-2016 dapat diketahui adanya pelaksanaan 
perkawinan dengan wali hakim yang berjumlah 121 pasang suami istri, 
dengan data sebagai mana terlampir dalam bab III.  
Dalam pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di KUA Kecamatan 
Ceper terdapat prosedur yang harus dipenuhi, sebagaimana keterangan yang 
diberikan oleh pak Bani sebagai staff  Administrasi KUA Kecamatan Ceper 
bahwa: 
“prosedur pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim sama seperti 
perkawinan dengan wali nasab di mulai dari pendaftaran kehendak 
nikah, pemeriksaan, pengumuman dan pelaksanaan nikah” 3 
 
Dengan perincian sebagai berikut: 
 
1. Pemberitahuan Kehendak Nikah  
Pendaftaran dan pemberitahuan kehendak nikah dilakukan oleh 
sepasang calon suami dan istri atau calon pengantin didampingi pegawai 
P3N desa setempat. Sebelum mendaftarkan kehendak nikah, maka calon 
pengantin harus memenuhi berkas-berkas pendaftaran. Secara umum 
berkas pendaftaran kehendak nikah adalah :  
a. Bagi calon pengantin pria  
Bagi calon pengantin pria : Rekomendasi nikah dari KUA 
setempat, Formulir N-1, N-2, N-3, N-4 dari kantor desa setempat, 
Fotocopy KTP, KK, Ijazah dan Akta lahir, Foto 2x3 (2 lembar dengan 
bigraund warna biru), Foto 4x6 (1 lembar dengan bigraund warna 
                                                          
3 Mohammad Bani, Staff  Pengadministrasi , Wawancara pribadi, 17 Mei 2017, jam 09.30-
10.30 WIB 
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biru), Pernyataan belum menikah bermaterai 6000 yang di tanda 
tangani oleh kepala desa bersama calon pengantin pria dan Foto copy 
KTP Saksi. Kemudian menyerahkan berkas lengkap calon pengantin 
pria kepada calon pengantin wanita untuk di daftarkan di KUA 
setempat calon pengantin wanita. 
b. Bagi calon pengantin wanita 
Bagi calon pengantin wanita : Fotocopy KTP, KK, Ijazah, Akta 
lahir, Fotocopy Buku Nikah Orang tua Kandung, Fotocopy KTP wali 
nikah, Foto 2x3 (2 lembar dengan bigraund warna biru), Foto 4x6 (1 
lembar dengan bigraund warna biru), Foto copy KTP Saksi dan 
Pernyataan belum menikah bermaterai 6000 yang ditandatangani 
kepala desa bersama calon pengantin wanita. Kemudian menyerahkan 
berkas calon pengantin wanita beserta calon pengantin pria untuk 
didaftarkan di KUA setempat calon pengantin wanita. 
2. Pemeriksaan Berkas Pendaftaran Kehendak Nikah 
Dari wawancara dengan Kepala KUA Kec. Ceper Bapak Sadali 
bahwa pemeriksaan Berkas pendaftaran kehendak nikah diperiksa oleh 
Pegawai Pencatat Nikah (PPN)  KUA Kecamatan Ceper bersama dengan 
kedua calon pengantin, wali dari calon pengantin wanita, dan didampingi 
oleh P3N, pemeriksaan dilakukan di ruang pemeriksaan dan tidak bisa 
diwakilkan, dengan kutipan wawancara sebagai berikut :  
“Yang berhak atau bisa melaksanakan pemeriksaan nikah adalah 
kepala KUA di bantu oleh Pegawai Pencatat Nikah bersama 
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dengan pegawai P3N desa setempat dan kedua mempelai beserta 
wali nikah dan tidak dapat diwakilkan”4 
 
Dalam hal wali tidak hadir pada saat pemeriksaan nikah maka 
calon pengantin dapat menjelaskan alasan ketidak hadiran wali, jika 
ketidak hadiran dikarenakan kehabisan wali nasab maka dibuktikan 
dengan surat keterangan dari kelurahan yang menyatakan bahwa calon 
pengantin wanita telah kehabisan wali nasab serta dinyatakan secara lisan 
oleh calon pengantin wanita berdasarkan pertanyaan ketiadaan urutan wali 
nasab calon pengantin wanita dari petugas PPN. 
Apabila wali hadir tetapi ditemukan fakta bahwa kelahiran calon 
pengantin wanita kurang dari enam bulan pernikahan orangtua yang 
terlihat dari fotocopy buku nikah orang tua kandung maka petugas PPN 
menjelaskan tentang peraturan bahwa jika anak lahir kurang dari enam 
bulan pernikahan orantua atau dinamakan dengan anak yang lahir dari 
kehamilan sebelum menikah maka yang berhak menikahkan adalah wali 
hakim, sebagaimana keterangan yang diberikan oleh kepala KUA : 
“pada saat pemeriksaan nikah, jika kita melihat dari lampiran KK 
bahwa tanggal pernikahan orang tua dengan kelahiran anak kurang 
dari enam bulan maka kami tanyakan pada catin dan wali apakah 
benar kelahiranya kurang dari enam bulan pernikahan jika 
mengakui maka kami jelaskan bahwa ada ketentuan bahwa jika 
anak lahir kurang dari enam bulan pernikahan maka menggunakan 
wali hakim, karena anak yang lahir kurang dari enam bulan 
pernikahan di nasabkan pada ibunya tidak pada ayahnya,maka 
yang menggantikan wali nikah adalah wali hakim.”5 
 
                                                          
4 Sadali, Kepala KUA , Wawancara pribadi, 08 Mei 2017, jam 10.00-11.00 WIB 
5 Ibid., 
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Wali yang tidak hadir dikarenakan tidak memenuhi syarat atau 
tidak diketahui alamatnya maka cukup dibuktikan dengan surat keterangan 
dari kelurahan serta pernyataan lisan dari calon pengantin wanita tentang 
kebenaran surat pernyataan tersebut, hal ini diketahui berdasarkan 
wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Ceper bahwa: 
“syarat-syarat yang harus di penuhi seperti misal dengan alasan 
wali tidak memenuhi syarat maka harus melampirkan surat 
keterangan yang menyatakan bahwa wali benar-benar tidak 
memenuhi syarat dan bertanda tangan dari kelurahan, begitu juga 
dengan wali tidak di ketahui alamatnya atau hilang”6 
 
Persyaratan yang dibutuhkan jika wali berada di tempat yang jauh 
adalah menyertakan surat keterangan dari KUA tempat wali berada yang 
menyatakan bahwa wali berada didesa wilayah kerja KUA tersebut dan 
menyerahkan perwalian pada wali hakim atau mewakilkan kepada PPN 
untuk menjadi wakil wali dengan cara taukil bil kitabah. 
“jika memang tidak bisa hadir dan berada di tempat yang jauh 
maka dapat di laksanakan dengan mewakilkan kepada wali hakim 
tetapi tetap pada dasarnya wali nasab hanya dengan cara taukil bil 
kitabah, yaitu wali nasab meminta surat keterangan dari KUA 
setempat untuk menjelaskan bahwa wali berada di tempat yang 
jauh dan benar adanya kemudian mengikrarkan taukil bil kitabah 
kepada wali hakim tempat catin perempuan melaksanakan nikah 
namun alasan karena wali nasab berada di tempat yang jauh 
memang ada dalam ketentuan yang resmi.”7 
 
Selama proses pemeriksaan, jika ditemukan bahwa wali beda 
agama atau non muslim yang dilihat dari fotocopy KTP orangtua maka 
yang menikahkan kedua calon pengantin adalah wali hakim, sebagaimana 
wawancara dengan staff Pengadministrasi: 
                                                          
6 Ibid., 
7 Ibid., 
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“Kalau wali non muslim di lihat dari lampiran KK dan Fotocopy 
orang tua jika memang non muslim maka menggunakan wali 
hakim dari KUA.” 
 
Hasil pemeriksaan berkas pendaftaran kehendak nikah selanjutnya 
ditulis dalam lembar pemeriksaan nikah (NB), setelah semua terisi maka 
PPN membacakan lembar pemeriksaan nikah di hadapan para pihak, jika 
semua data sudah tidak ada kesalahan dan di setujui para pihak maka para 
pihak yang terdiri dari kedua calon mempelai, wali dan pemeriksa atau 
PPN menandatangani lembar NB sebagai bukti bahwa masing-masing 
telah sepakat dan menyutujui untuk hadir pada pelaksanaan akad nikah. 
“Pada saat pemeriksaan nikah yang di hadiri oleh kedua Catin dan 
wali beserta P3N kami menanyakan secara lisan dan kami tulis 
pada berkas pemeriksaan Nikah (NB) jika telah selesai maka kami 
membacakan data yang diperoleh pada saat pemeriksaan nikah 
kemudian meminta pada catin untuk menyatakan bahwa 
menggunakan wali hakim dengan alasan tersebut dan para pihak 
menandatangani berkas pemeriksaan nikah atau dapat di katakan 
ikrar secara lisan dan tulisan.”8 
 
3. Pengumuman kehendak nikah 
Pengumuman kehendak nikah di sebut dengan model NC, di KUA 
kecamatan ceper pengumuman kehendak nikah di tulis di papan 
pengumuman di dalam kantor KUA dengan tenggang waktu dari 
mendaftar sampai pelaksanaan nikah minimal 10 hari kerja sesuai yang di 
atur dalam pasal 16 PMA No. 11/ 2007 oleh pegawai PPN di bantu staff 
Administrasi.9 Sebagaimana wawancara dengan Ibu Ratmi sebagai Staff 
Administrasi Di KUA Kecamatan Ceper : 
                                                          
8 Muhammad Bani, Staff  Pengadministrasi , Wawancara pribadi, 17 Mei 2017, jam 09.30-
10.30 WIB 
9 PMA No. 11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah 
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“Yang melakukan pengumuman kehendak nikah adalah PPN atau 
di bantu staff administrasi dengan cara di umumkan di papan 
pengumuman depan agar bisa di baca siapa saja yang datang ke 
KUA Di umumkan minimal H-10 dari tanggal pernikahan”10 
 
4. Pelaksanaan akad nikah 
Akad nikah dilaksanakan di KUA oleh wali nikah di hadapan PPN 
atau penghulu dari wilayah tempat tinggal istri secara gratis dan dapat di 
laksanakan di luar KUA dengan biaya 600.000 rupiah sebagaimana di atur 
dalam Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis 
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada departemen Agama.11 
Tindakan selanjutnya, setelah kedua calon mempelai melaksanakan 
akad nikah, maka dicatat dalam akta nikah (model N) dan masing-masing 
mempelai berhak atas kutipan akta nikah (model NA) dengan warna merah 
hati untuk suami dan hijau tua untuk istri. 
Prosedur pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di KUA 
Kecamatan Ceper Tahun 2015-2016 menurut penulis telah sesuai dengan 
prosedur yang terdapat dalam PMA No. 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban 
Pegawai Pencatat Nikah12 dan juga buku Pedoman PPN terbitan Direktorat 
Jenderal Bimbingan masyarakat Islam dan Urusan Haji bahwa prosedur 
perkawinan harus memenuhi prosedur pemberitahuan kehendak nikah, 
pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak nikah dan pelaksanaan akad 
nikah. Begitupun dengan data-data yang penulis teliti bahwa pencatatan 
                                                          
10 Ratmi, Staff  Pengadministrasi , Wawancara pribadi, 22 Mei 2017, jam 09.30-10.00 WIB 
11 PP Nomor 48 tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 
12 PMA Nomor 2 Tahun 1990 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah  
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perkawinan dilakukan dengan baik dan rapi serta telah memenuhi 
formulir-formulir yang diharuskan yaitu formulir pokok, formulir 
pelengkap dan formulir mutasi. 
B. Analisis Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Dengan Wali Hakim 
Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif 
Meninjau dari data penelitian yang diperoleh, bahwa pelaksanaan 
perkawinan dengan wali hakim di KUA Kecamatan Ceper pada tahun 2015-
2016 dikarenakan enam sebab, dengan perincian sebagai berikut : 
1. Kehabisan Wali Nasab 
Jumlah pasangan yang menggunakan wali hakim disebabkan 
kehabisan wali nasab sebanyak 17 pasang suami istri yaitu: 
No No Akta Nikah Pelaksanaan pernikahan Desa 
1 15/ 15/ I/ 2015 11/ 01/2015 Pasungan 
2 55/ 22/ II/ 2015 16/ 02/2015 Ceper 
3 70/ 37/ II/ 2015 26/ 02/2015 Mlese 
4 89/ 14/ II/ 2015 17/ 03/2015 Kujon 
5 138/ 33/ IV/ 2015 23/ 04/2015 Srebegan 
6 178/ 32/ V/ 2015 12/ 05/2015 Klepu 
7 238/ 31/ VI/ 2015 17/ 06/2015 Srebegan 
8 324/ 01/ IX/ 2015 02/ 09/2015 Jambu Kidul 
9 385/ 01/ X/ 2015 01/ 10/2015 Dlimas 
10 397/ 13/ X/ 2015 04/ 10/2015 Jambu Kidul 
11 398/ 14/ X/ 2015 04/ 10/2015 Pasungan 
12 14/ 14/ I/ 2016 14/ 01/2016 Kajen 
13 61/ 01/ III/ 2016 04/ 03/2016 Ceper 
14 156/13/ V/ 2016 04/ 05/2016 Kujon 
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15 290/33/VIII/ 2016 29/ 08/2016 Kujon 
16 319/ 26/ IX/ 2016 18/ 09/2016 Klepu 
17 403/01/ XII/ 2016 12/ 12/2016 Klepu 
 
Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan 
wanita yang akan melangsungkan pernikahan13, terbagi menjadi dua 
yaitu wali aqrab (dekat) dan wali ab’ad (jauh) dan orang yang berhak 
menikahkan seorang perempuan adalah wali nasab yang bersangkutan 
jika sanggup bertindak dan memenuhi syarat sebagai wali  secara tertib 
dimulai dari wali aqrab dan berlanjut ke wali ab’ad secara berurutan 
dimulai dari atas ke bawah.  
Jika tertib wali nasab di atas tidak sanggup bertindak sebagai wali 
dikarenakan telah habis maka dapat menggunakan wali hakim sesuai 
dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 21 sampai dengan pasal 23 yaitu 
sebagai berikut : 
Pasal 21 
(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan 
kedudukan, kelompok yang satu di dahulukan dari kelompok 
yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan 
calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki 
garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan 
seterusnya. 
Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau 
saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. 
Ketiga, kelompok kerabat paman yakni saudara laki-laki 
kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki 
mereka. 
Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, 
saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. 
                                                          
13 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2003),  
hlm.92 
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(2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa 
orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang 
paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat 
kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. 
(3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka 
yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung 
dari kerabat seayah. 
(4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama 
yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan 
kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali 
nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi 
syarat-syarat wali. 
Pasal 22 
Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi 
syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu 
menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur maka hak 
menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut 
derajat berikutnya 
Pasal 23 
(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila 
wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya 
atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal 
atau enggan. 
 
Penulis menyimpulkan berdasarkan teori di atas terkait urutan 
wali nasab yang berhak menikahkan mempelai perempuan dan 
ketentuan yang terdapat pada pasal 21 – 23 dalam Kompilasi Hukum 
Islam, pernikahan dengan menggunakan wali hakim di KUA 
Kecamatan Ceper disebabkan kehabisan wali nasab sesuai dengan 
ketentuan yang ada dalam hukum islam dan hukum positif di Indonesia. 
2. Kelahiran Kurang Dari Enam Bulan Perkawinan Orang Tua 
Jumlah pasangan yang menggunakan wali hakim disebabkan 
kelahiran kurang dari enam bulan perkawinan orang tua sebanyak 67 
pasang suami istri yaitu: 
No No Akta Nikah Pelaksanaan pernikahan Desa 
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1 45/ 12/ II/ 2015 10/ 02/2015 Klepu 
2 62/ 29/ II/ 2015 20/ 02/2015 Pokak 
3 108/ 04/ IV/ 2015 02/ 04/2015 Jambu Kidul 
4 115/ 11/ IV/ 2015 06 /04/2015 Kuncen 
5 134/ 30/ IV/ 2015 18/ 04/2015 Meger 
6 152/ 06/ V / 2015 05/ 05/2015 Dlimas 
7 167/ 21/ V/ 2015 10/ 05/2015 Klepu 
8 173/ 27/ V/ 2015 11/ 05/2015 Kujon 
9 174/ 28/ V/ 2015 11/ 05/2015 Kuncen 
10 190/ 44/ V/ 2015 17/ 05/2015 Jambu Kulon 
11 194/ 48/ V/ 2015 18/ 05/2015 Dlimas 
12 203/ 57/ V/ 2015 29/ 05/2015 Srebegan 
13 217/ 10/ VI/ 2015 07/ 06/2015 Ceper 
14 223/ 16/ VI/ 2015 11/ 06/2015 Dlimas 
15 241/ 34/ VI/ 2015 22/ 06/2015 Srebegan 
16 242/ 35/ VI /2015 23/ 06/2015 Tegalrejo 
17 247/ 05/VII/ 2015 20/ 07/2015 Mlese 
18 298/22/VIII/ 2015 17/ 08/2015 Kujon 
19 307/31/VIII/ 2015 20/ 08/2015 Kujon 
20 316/40/VIII/ 2015 28/ 08/2015 Jambu Kidul 
21 320/44/VIII/ 2015 29/ 08/2015 Jambu Kulon 
22 362/ 39/ IX/ 2015 25/ 09/2015 Srebegan 
23 371/ 48/ IX/ 2015 27/ 09/2015 Pokak 
24 382/ 59/ IX/ 2015 30/ 09/2015 Ceper 
25 387/ 03/ X/ 2015 02/ 10/2015 Klepu 
26 401/ 17/ X/ 2015 05/ 10/2015 Cetan 
27 402/ 18/ X/ 2015 05/ 10/2015 Pokak 
28 403/ 19/ X/ 2015 06/ 10/2015 Jambu Kulon 
29 405/ 21/ X/ 2015 08/ 10/2015 Kajen 
30 409/ 25/ X/ 2015 08/ 10/2015 Klepu 
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31 420/ 35/ X/ 2015 10/ 10/2015 Ceper 
32 430/ 02/ XI/ 2015 16/ 11/2015 Ceper 
33 435/ 07/ XI/ 2015 22/ 11/2015 Jambu Kidul 
34 441/ 13/ XI/ 2015 25/ 11/2015 Jambu Kulon 
35 442/ 14/ XI/ 2015 25/ 11/2015 Jambu Kulon 
36 461/14/ XII/ 2015 12/ 12/2015 Jambu Kulon 
37 482/35/ XII/ 2015 28/ 12/2015 Pokak 
38 41/ 13/ II/ 2016 06/ 02/2016 Pokak 
39 42/ 14/ II/ 2016 07/ 02/2016 Kuncen 
40 48/ 20/ II/ 2016 14/ 02/2016 Ngawonggo 
41 79/ 19/ III/ 2016 21/ 03/2016 Pokak 
42 81/ 21/ III/ 2016 21/ 03/2016 Jombor 
43 83/ 23/ III/ 2016 24/ 03/2016 Kujon 
44 104/11/IV/ 2016 07/ 04/2016 Cetan 
45 121/28/IV/ 2016 17/ 04/2016 Jombor 
46 186/43/ V/ 2016 26/ 05/2016 Mlese 
47 192/49/ V/ 2016 31/ 05/2016 Kurung 
48 195/03/VI/ 2016 03/ 06/2016 Pasungan 
49 201/09/VI/ 2016 20/ 06/2016 Jambu Kidul 
50 223/22/VII/2016 15/ 07/2016 Ceper 
51 224/23/VII/2016 15/ 07/2016 Ceper 
52 225/24/VII/2016 17/ 07/2016 Klepu 
53 229/28/VII/2016 30/ 07/2016 Kuncen 
54 231/30/VII/2016 21/ 07/2016 Pasungan 
55 234/33/VII/2016 21/ 07/2016 Jambu Kidul 
56 261/04/VIII/2016 03/ 08/2016 Mlese 
57 271/14/VIII/ 2016 13/ 08/2016 Mlese 
58 301/ 08/ IX/ 2016 08/ 09/2016 Klepu 
59 328/ 35/ IX/ 2016 21/ 09/2016 Pasungan 
60 345/ 52/ IX/ 2016 27/ 09/2016 Mlese 
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61 351/ 58/ IX/ 2016 28/ 09/2016 Pokak 
62 365/ 04/ XI/ 2016 04/ 11/2016 Mlese 
63 377/ 16/ XI/ 2016 17/ 11/2016 Kajen 
64 382/ 21/ XI/ 2016 17/ 11/2016 Kurung 
65 384/ 23/ XI/ 2016 17/ 11/2016 Jambu Kidul 
66 420/14/ XII/ 2016 20/ 12/2016 Kuncen 
67 429/23/ XII/ 2016 29/ 12/2016 Dlimas 
 
Kelahiran kurang dari enam bulan perkawinan orangtua yang 
dimaksud di sini adalah anak di luar nikah atau anak yang lahir dari 
kehamilan sebelum menikah, anak di luar nikah adalah anak yang lahir 
dari kehamilan sebelum menikah dengan tenggang waktu antara 
pelaksanaan pernikahan yang sah antara ibu kandung dengan laki-laki 
yang menjadi suami sah ibu kandungnya dengan batas minimal 
kehamilan enam bulan, jika kurang dari enam bulan maka tergolong 
anak yang lahir dari kehamilan sebelum menikah.14 
Kesepakatan jumhur ulama bahwa batas minimal kehamilan 
adalah enam bulan, batas ini didasarkan atas firman Allah dalam QS. 
Al-ahqaff ayat 15 dan QS. Luqman ayat 14 sebagaimana yang telah 
dijelaskan dalam bab II. 
Kedua ayat tersebut menjelaskan jika seorang perempuan 
memerlukan waktu tiga puluh bulan untuk mengandung dan menyapih 
seorang anak, sedangkan waktu yang diperlukan untuk menyapih 
adalah dua tahun atau dua puluh empat bulan sehingga tiga puluh  bulan 
                                                          
14 Ibid., hlm.28 
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dikurangi dua puluh empat bulan adalah enam bulan maka enam bulan 
inilah disepakati sebagai batas minimal masa kehamilan.15 
Anak di luar nikah atau anak yang lahir dari kehamilan sebelum 
menikah hanya memilki hubungan nasab dengan ibunya, implikasinya 
adalah tidak adanya hubungan nasab antara anak dengan laki-laki yang 
secara biologis adalah ayah kandungnya tetapi berkedudukan sebagai 
orang lain dalam berbagai aspek diantaranya adalah tidak dapat menjadi 
wali dalam pernikahan anak perempuannya sebab di antara keduanya 
tidak ada hubungan menurut syariat Islam,16 maka yang menjadi wali 
nikah bagi anak di luar nikah adalah wali hakim.  
Kelahiran kurang dari enam bulan perkawinan merupakan alasan 
terbanyak dalam penggunaan wali hakim di KUA Kecamatan Ceper, 
ketika proses pemeriksaan nikah sering terjadi wali mempelai 
perempuan hadir tetapi dari lampiran fotocopy buku nikah orangtua dan 
tanggal lahir mempelai perempuan kurang dari enam bulan.  
sebagaimana contoh pada pasangan Miftahul Huda dan Ika 
Hastuti dengan No akta Nikah 45/12/11/2015 dari desa Pokak, maka 
saat pemeriksaan nikah petugas PPN menanyakan kepada kedua 
mempelai beserta wali tentang kejelasan wali kemudian memberikan 
pengarahan bahwa pelaksanaan perkawinan bagi mempelai perempuan 
yang lahir kurang dari enam bulan perkawinan orangtua menggunakan 
                                                          
15 Ibid., hlm. 27 
16 Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 
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wali hakim, jika semua pihak telah menyetujui maka perkawinan dapat 
dilaksanakan menggunakan wali hakim. 
Hasil penelitian yang penulis lakukan di KUA Kecamatan Ceper 
bahwa prosedur dan pelaksaan perkawinan dengan menggunakan wali 
hakim disebabkan kelahiran kurang dari enam bulan telah sesuai 
dengan hukum islam dan hukum positif di Indonesia meskipun dalam 
hal ini kepala KUA menyatakan bahwa penggunaan wali hakim sebab 
kelahiran kurang dari enam bulan merupakan ijtihad masing-masing 
wilayah KUA dengan dalil dan teori masing-masing. 
3. Wali Tidak Diketahui Alamatnya 
Jumlah pasangan yang menggunakan wali hakim disebabkan wali 
tidak diketahui alamatnya sebanyak 18 pasang suami istri yaitu: 
No No Akta Nikah Pelaksanaan pernikahan Desa 
1 51/ 18/ II/ 2015 15/ 02/2015 Kurung 
2 219/ 12/ VI/ 2015 10/ 06/2015 Klepu 
3 234/ 27/ VI/ 2015 15/ 06/2015 Jombor 
4 270/ 28/VII/ 2015 31/ 07/2015 Ceper 
5 349/ 26/ IX/ 2015 19/ 09/2015 Kurung 
6 378/ 55/ IX/ 2015 28/ 09/2015 Kujon 
7 426/ 41/ X/ 2015 13/ 10/2015 Ngawonggo 
8 466/19/ XII/ 2015 23/ 12/2015 Kuncen 
9 481/34/ XII/ 2015 28/ 12/2015 Dlimas 
10 114/21/IV/ 2016 14/ 04/2016 Meger 
11 120/27/IV/ 2016 16/ 04/2016 Klepu 
12 199/07/VI/ 2016 10/ 06/2016 Dlimas 
13 213/12/VII/2016 11/ 07/2016 Jambu Kidul 
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14 267/10/ VIII/2016 12/ 08/2016 Tegalrejo 
15 277/20/VIII/ 2016 15/ 08/2016 Ngawonggo 
16 330/ 37/ IX/ 2016 22/ 09/2016 Pokak 
17 336/ 43/ IX/ 2016 23/ 09/2016 Cetan 
18 348/ 55/ IX/ 2016 28/ 09/2016 Dlimas 
 
Mempelai perempuan yang memiliki wali nasab akan tetapi tidak 
diketahui alamatnya atau tidak diketahui keberadaannya atau hilang 
atau mafqud maka yang menjadi wali nikah adalah wali hakim, 
sebagaimana ketentuan dalam KHI pasal 23 ayat 1 “Wali hakim baru 
dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau 
tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya 
atau ghaib atau adlal atau enggan”. 
Pasal 2 PMA No. 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim memuat :  
Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah 
Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, 
tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya 
tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau 
adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.  
 
Buku Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia 
karangan Abdul Manan menyebutkan bahwa seseorang dapat 
menggunakan wali hakim jika dalam keadaan sebagai berikut: 
a. Tidak ada wali nasab sama sekali 
b. Wali mafqud, wali nasab di nyatakan hilang dan tidak di 
ketahui alamat yang pasti 
c. Wali yang seharusnya bertindak sebagai wali nikah menjadi 
mempelai laki-laki dalam perkawinan tersebut sedangkan wali 
nikah yang lain tidak ada yang sederajat dengannya 
d. Wali nya sakit pitam atau ayan 
e. Walinya jauh dari tempat perkawinan atau ghaib 
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f. Walinya berada dalam penjara yang tidak boleh di temui 
g. Walinya berada dalam pengawasan atau pengampunan 
h. Walinya bersembunyi atau tawari 
i. Walinya jual mahal atau sombong atau ta’azzuz 
j. Walinya sedang berihram haji atau umrah.17 
 
Memahami teori di atas, menurut pendapat penulis menggunakan 
wali hakim dikarenakan wali nasab tidak diketahui alamatnya telah 
memiliki dasar hukum yang relevan dan sesuai dengan kenyataan di 
KUA Kecamatan Ceper. 
4. Wali Di Tempat Yang Jauh 
Jumlah pasangan yang menggunakan wali hakim disebabkan wali 
ditempat yang jauh sebanyak 5 pasang suami istri yaitu: 
No No Akta Nikah Pelaksanaan pernikahan Desa 
1 56/ 23/ II/ 2015 16/ 02/2015 Ceper 
2 93/ 18/ III/ 2015 19/ 03/2015 Kuncen 
3 208/ 01/ VI/ 2015 01/ 06/2015 Cetan 
4 240/ 33/ VI/ 2015 22/ 06/2015 Srebegan 
5 317/41/VIII/2015 28/ 08/2015 Meger 
 
Wali yang berada di tempat jauh dan tidak dapat hadir maka wali 
hakim memiliki kedudukan untuk menjadi wali nikah bagi mempelai 
perempuan, jarak yang ditentukan untuk dapat diperbolehkan 
menggunakan wali hakim adalah sejauh ± 92,5 Km atau sejauh 
mafasatul qashri yaitu jarak diperbolehkannya melaksanakan shalat 
qashar. 
                                                          
17 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana 
Prenada, 2006), hlm.64 
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Pasal 2 PMA No. 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim juga 
menyebutkan tentang wali yang berhalangan, salah satunya berhalangan 
hadir dikarenakan wali berada ditempat yang jauh, yaitu : 
Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah 
Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, 
tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya 
tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau 
adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim. 
 
Berdasarkan pada teori di atas dan keadaan yang terjadi di KUA 
Kecamatan Ceper dapat penulis simpulkan adanya perpaduan yang jelas 
antara teori dan keadaan di KUA Kecamatan Ceper. 
5. Wali Nasab Beda Agama 
Jumlah pasangan yang menggunakan wali hakim disebabkan wali 
nasab beda agama sebanyak 10 pasang suami istri yaitu: 
No No Akta Nikah Pelaksanaan pernikahan Desa 
1 195/ 49/ V/ 2015 18/ 05/2015 Ceper 
2 239/ 32/ VI/ 2015 17/ 06/2015 Klepu 
3 345/ 22/ IX/ 2015 18/ 09/2015 Jombor 
4 412/ 28/ X/ 2015 09/ 10/2015 Ceper 
5 28/ 28/ I/ 2016 31/ 01/2016 Dlimas 
6 84/ 24/ III/ 2016 24/ 03/2016 Meger 
7 109/16/IV/ 2016 10/ 04/2016 Pokak 
8 118/25/IV/ 2016 16/ 04/2016 Srebegan 
9 164/21/ V/ 2016 08/ 05/2016 Jombor 
10 415/09/ XII/ 2016 16/ 12/2016 Jombor 
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Syarat-syarat wali nikah  sebagaimana terdapat dalam hukum 
perkawinan islam atau fiqh Munakahat adalah: 
a. Islam 
b. Baligh 
c. Berakal sehat 
d. Merdeka 
e. Laki-laki 
f. Adil  
g. Tidak sedang melakukan ihram untuk haji maupun umrah.18 
 
Berdasar keterangan di atas bahwa beragama Islam bagi wali 
nikah merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi, Maka jika wali 
nasab berbeda agama atau non muslim maka kedudukan wali nikah 
berpindah pada wali nasab lainnya secara berurutan mulai golongan 
wali nasab aqrab berlanjut ke golongan wali nasab ab’ad kemudian  
kepada wali hakim, sebagaimana pendapat Amir Syarifuddin “ bila wali 
aqrab tidak memenuhi syarat wali yaitu baligh, berakal, islam , 
merdeka, berpikiran baik, dan adil maka perwalian berpindah ke wali 
ab'ad dan apabila tidak ada wali ab'ad maka berpindah ke wali 
hakim.”19 
Disebutkan juga dalam KHI Pasal 22 :  
Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak 
memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali 
nikah itu mnderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur 
maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang 
lain menurut derajat berikutnya. 
 
Menyoroti dasar di atas pelaksanaan perkawinan dengan wali 
hakim dikarenakan wali nasab beda agama telah sesuai dengan 
                                                          
18 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh…,hlm. 93-94 
19 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia..., hlm.78 
125 
 
ketentuan yang ada, sebab jika wali beda agama maka wali tidak 
memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah, sebagaimana di atur dalam 
pasal 2 PMA No. 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim bahwa wali 
yang tidak memenuhi syarat maka pelaksanaan perkawinan dapat 
menggunakan wali hakim sebagaimana yang penulis temukan di KUA 
Kecamatan Ceper. 
6. Wali Nasab Tidak Memenuhi Syarat 
Jumlah pasangan yang menggunakan wali hakim disebabkan wali 
nasab tidak memenuhi syarat sebanyak 4 pasang suami istri yaitu: 
No No Akta Nikah Pelaksanaan pernikahan Desa 
1 132/39/IV/ 2016 22/ 04/2016 Ngawonggo 
2 226/25/VII/2016 19/ 07/2016 Mlese 
3 300/ 07/ IX/ 2016 08/ 09/2016 Cetan 
4 443/37/ XII/ 2016 29/ 12/2016 Srebegan 
 
KHI pasal 20 ayat 1 memuat penjelasan bahwa yang bertindak 
sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum 
Islam yakni beragama Islam, baligh dan berakal, dari ketetapan di atas 
jika seorang wali yang berkudukan sebagai wali nikah tidak memenuhi 
persyaratan wali nikah maka tidak dapat menjadi wali nikah, solusi dari 
tidak adanya wali nikah karena tidak memenuhi syarat maka dapat 
menggunakan wali hakim, juga terdapat dalam Pasal 2 PMA No. 30 
Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.  
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Memahami beberapa ketentuan di atas maka jika wali nasab tidak 
memenuhi syarat maka pelaksanaan perkawinan dapat dilakukan 
dengan wali hakim begitupun yang terjadi di KUA Kecamatan Ceper. 
Pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim dengan berbagai Alasan-
alasan tersebut sebagaimana terdapat dalam Hadits Nabi Muhammad 
SAW dari Aisyah r.a : 
 َص ِالله ُلْوُسَر َلَاق : ْتَلَاق َةَشِئاَع ْنَع  ل ُالله ي ْيَلَع  : َّملَسَو ِه
 ِلَو ِنْذِا ِرْيَِغب ْتَحََكن ٍَةاَرْما اَمَُّيا ِّي َف اَه ُح اَِكن َث ، ٌلِط َاب اَه َثَلَ
 َِمباَهَلُرْهَمْلَاف اَِهب َلََخد ْنِاَو ٍتا  رَم َاا َباَص  َهْنِم ِنَِاف ا
 ِّيِلَوَلَ ْنَم ُّيِلَو ُناَطْلُّسلَافاْوُرََجتْسا  َل( ُهتلا هاور)يذمر 
 
Artinya :  
“Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda “siapapun wanita 
yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya itu batal (di 
ucapkan tiga kali), jika suaminya telah menggaulinya maka si 
perempuan sudah berhak mendapatkan maskawin lantaran apa 
yang telah ia buat halal pada pada perempuan tersebut, apabila 
wali-wali itu enggan maka sulthan (pemerintah) yang menjadi wali 
bagi orang yang tidak ada walinya” (HR. Tirmidzi)20 
 
Hadits di atas menunjukkan bahwa sulthan boleh menjadi wali bila 
tidak ada wali yang akan menikahkan karena berbagai hal, yang di 
maksud sulthan adalah pegawai pemerintah yang berkuasa dan di 
perbolehkan menjadi wali nikah atau orang-orang yang di angkat untuk 
menjadi wali dalam negeri islam jika tidak ada maka qadhi nikah yang 
                                                          
20 Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap), (Jakarta: Rajawali 
Press, 2014), hlm.93 
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di angkat dari masjid di seluruh negeri,21 dalam kata-kata 'tidak ada 
wali' termasuk di dalamnya: 
a. Bila wali aqrab masih ada tetapi jauh dari tempat pernikahan 
sejauh mafasatul qashri sedangkan kendaraan sulit di peroleh 
b. Wali aqrab masih ada tetapi tidak bersedia mengawinkan karena 
tidak setuju  
c. Semua wali nasab berselisih dan tidak seorang pun yang mau 
mengawinkan 
d. Bila semua wali nasab tidak ada 
e. Bila wali-wali itu ada tetapi jauh dan sukar untuk datang 
f. Bila wali-wali itu melakukan tawari atau ta'azzur, tawari adalah 
bersembunyi atau menghilangkan diri supaya pernikahan tidak 
dilangsungkan, ta'azzur adalah hanya janji saja dari hari ke hari 
padahal pernikahan sudah mendesak.22 
 
 
 
                                                          
21 Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi’i Buku 2: 
Muamalat, Munakahat, Jinayat, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 272 
22 Ibid., hlm. 273 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten pada tahun 2015-2016 melalui 
prosedur pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan, pengumuman 
dan pelaksanaan nikah. Masing-masing prosedur memiliki persyaratan 
yang harus dipenuhi oleh kedua calon pengantin, wali mempelai 
perempuan dan petugas Pegawai Pencatat Nikah Kantor  Urusan 
Agama setempat.  
Dalam hal pelaksanaan perkawinan menggunakan wali hakim 
melampirkan surat keterangan dari kelurahan domisili mempelai 
perempuan tinggal yang menerangkan keadaan wali nasab mempelai 
perempuan tidak dapat menjadi wali nikah dan memohon pada wali 
hakim dari Kantor Urusan Agama  setempat untuk menjadi wali nikah, 
kemudian pada proses pemeriksaan berkas nikah pihak Pegawai 
Pencatat Nikah menanyakan kebenaran surat keterangan tersebut pada 
kedua mempelai dan menandatangani berkas pemeriksaan sebagai 
bukti secara lisan dan tertulis untuk dapat dilangsungkan perkawinan 
menggunakan wali hakim.  
2. Ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif  terhadap pelaksanaan 
perkawinan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Ceper Kabupaten Klaten pada tahun 2015-2016 terdapat 121 
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perkawinan yang menggunakan wali hakim dengan enam sebab yaitu 
dikarenakan (1) kehabisan wali nasab sebanyak 17 perkawinan dengan 
berdasar pada KHI Pasal 21-23 dan dalam Hadits Nabi Muhammad 
SAW dari Aisyah r.a riwayat At-Tirmidzi, (2) kelahiran kurang dari 
enam bulan pernikahan orang tua sebanyak 67 perkawinan berdasarkan 
kesepakatan jumhur ulama berdasar dari QS. Al-Ahqaff ayat 15 dan 
QS. Luqman ayat 14 yang berimplikasi terhadap anak perempuan 
tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu,  (3) wali tidak 
diketahui alamatnya sebanyak 17 perkawinan berdasar pada KHI pasal 
23 ayat 1 dan PMA No. 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim Pasal 2, 
(4) wali di tempat yang jauh sejauh jarak mafasatul Qashri sebanyak 5 
perkawinan terdapat dalam buku Pedoman Pegawai Pencatat Nikah 
dan PMA No. 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim Pasal 2, (5) wali 
nasab beda agama sebanyak 11 perkawinan berdasar pada KHI pasal 
22, dan (6) wali nasab tidak memenuhi syarat sebanyak 4 perkawinan 
berdasar pada PMA No. 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim Pasal 2. 
Dari enam sebab tersebut menurut penulis sesuai dengan sumber dari 
hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. 
B. Saran 
1. Dari berbagai proses pelaksanaan perkawinan di Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Ceper sebagaimana yang penulis ketahui telah 
berjalan dengan tertib dan baik, namun sebagai saran yang 
membangun penulis mengharapkan adanya sosialisasi terkait dengan 
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pelaksanaan perkawinan dengan menggunakan wali hakim maupun 
wali nasab dimulai dengan informasi lengkap dan praktis yang dapat 
dibaca secara umum di papan informasi Kantor Urusan Agama semisal 
tentang rukun dan syarat nikah, tertib wali nikah, dan sebagainya. 
2. Penulis juga berharap kepada para penyuluh agama Islam untuk 
memberikan penyuluhan tentang perkawinan kepada masyarakat luas 
agar masyarakat mengetahui dengan jelas dan pasti terkait perkawinan 
dari pandangan agama sesuai syariat Islam, selain itu juga diharapkan 
dapat mengurangi jumlah perkawinan dengan menggunakan wali 
hakim dengan alasan kelahiran kurang dari enam bulan pernikahan 
orangtua yang mana di Kecamatan Ceper merupakan sebab tertinggi. 
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WAWANCARA 
Nara Sumber  : Kepala KUA Kecamatan Ceper 
Hari dan Tanggal : Senin, 08 Mei 2017 
Waktu   : jam 10.00 – 11.00 WIB 
1. Apa ada tertib wali nasab yang menjadi acuan di KUA Kecamatan ceper ? 
Jawab :  
Ada, kami menggunakan tertib wali yang di keluarkan oleh Dirjen BIMAS 
islam dan urusan haji (sambil memperlihatkan susunan tertib wali yang di 
pajang di ruang Kepala KUA Kecamatan Ceper) Tertib wali nikah yaitu : 
1) Ayah  
2) Kakek  
3) Buyut  
4) Saudara laki-laki se ayah se ibu  
5) Saudara laki-laki se ayah 
6) Keponakan  laki-laki se ayah se ibu 
7) Keponakan laki-laki se ayah 
8) Paman se ayah se ibu 
9) Paman se ayah 
10) Anak laki-laki paman se ayah se ibu 
11) Anak laki-laki paman se ayah 
12) Cucu paman laki-laki se ayah se ibu 
13) Cucu paman laki-laki se ayah 
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14) Paman ayah se ayah se ibu 
15) Paman ayah se ayah 
16) Anak laki-laki paman ayah se ayah se ibu 
17) Anak laki-laki paman ayah se ayah 
18) Paman kakek seayah se ibu 
19) Paman kakek se ayah 
20) Anak laki-laki paman kakek se ayah se ibu 
21)  Anak laki-laki paman kakek se ayah 
2. Secara umum Kalau perpindahan wali nasab ke wali hakim boleh di 
laksanakan dengan alasan apa saja ? 
Jawab :  
Secara umum dengan alasan-alasan (sambil memberikan surat keterangan wali 
hakim yang tertanda tangan kepala desa di mana di situ terdapat alasan-alasan 
penggunaan wali hakim) sebagai berikut : 
1) Kehabisan wali nasab 
2) Wali mafqud / tidak di ketahui alamat tinggalnya / tidak di ketahui mati 
dan hidupnya  
3) Wali tidak memenuhi syarat 
4) Wali nasab beragama lain 
5) Anak di luar nikah 
6) Anak yang lahir dari kehamilan sebelum menikah 
7) Wali nya berada di tempat yang jauh sejauh mafasatul qashri yaitu 95,2 
km dan tidak dapat hadir 
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8) Wali ‘adhol (wali nikah mogok) 
3. Apakah di KUA Kecamatan Ceper pernah terjadi pelaksanaan perkawinan 
dengan wali hakim ? 
Jawab :  
Pernah bahkan termasuk dalam kategori sering 
4. Dengan alasan apa ? 
Jawab :  
Di KUA Kecamatan Ceper terdapat alasan yang beragam, ada yang karena 
kehabisan wali nasab, wali tidak memenuhi syarat, wali mogok, walinya tidak 
di ketahui alamatnya atau karena lahir kurang dari enam bulan pernikahan, 
untuk lebih detailnya bisa di lihat di buku pelaksanaan nikah. 
5. Yang paling banyak ? 
Jawab :  
Paling banyak di karenakan kelahiran kurang dari enam bulan pernikahan. 
6. Bagaimanakah cara untuk membuktikan kebenaran alasan nya ? 
Jawab :  
Biasanya kalau menggunakan wali hakim catin bersama pegawai P3N datang 
untuk berkonsultasi terkait wali hakim, kemudian di jelaskan syarat-syarat 
yang harus di penuhi seperti misal dengan alasan wali tidak memenuhi syarat 
maka harus melampirkan surat keterangan yang menyatakan bahwa wali 
benar-benar tidak memenuhi syarat dan bertanda tangan dari kelurahan, begitu 
juga dengan wali tidak di ketahui alamatnya atau hilang, lain halnya dengan 
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wali mogok maka harus melampirkan putusan dari Pengadilan Agama bahwa 
wali benar mogok dan menyerahkan hak wali pada wali hakim.    
7. Kalau karena alasan lahir kurang dari enam bulan pernikahan ? 
Jawab :  
Jika alasannya karena lahir kurang dari enam bulan pernikahan biasanya di 
ketahui pada saat pemeriksaan nikah, kita melihat dari lampiran KK jika 
tanggal pernikahan orang tua dengan kelahiran anak kurang dari enam bulan 
maka kami tanya pada catin dan wali apakah benar kelahiranya kurang dari 
enam bulan pernikahan jika mengakui maka kami jelaskan bahwa ada 
ketentuan bahwa jika anak lahir kurang dari enam bulan pernikahan maka 
menggunakan wali hakim, karena anak yang lahir kurang dari enam bulan 
pernikahan di nasabkan pada ibunya tidak pada ayahnya,maka yang 
menggantikan wali nikah adalah wali hakim. 
8. Kalau karena alasan wali berada di tempat yang jauh ? 
Jawab : 
Sebenarnya untuk alasan wali berada di tempat yang jauh di zaman sekarang 
ketika mudah untuk berkomunikasi dengan wali nasab seyogyanya dapat di 
komunikasikan dulu antar tanggal pernikahan dengan kehadiran wali nasab, 
jika memang tidak bisa hadir dan berada di tempat yang jauh maka dapat di 
laksanakan dengan mewakilkan kepada wali hakim tetapi tetap pada dasarnya 
wali nasab hanya dengan cara taukil bil kitabah, yaitu wali nasab meminta 
surat keterangan dari KUA setempat untuk menjelaskan bahwa wali berada di 
tempat yang jauh dan benar adanya kemudian mengikrarkan taukil bil kitabah 
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kepada wali hakim tempat catin perempuan melaksanakan nikah namun alasan 
karena wali nasab berada di tempat yang jauh memang ada dalam ketentuan 
yang resmi. 
9. Siapa saja yang berhak melakukan pemeriksaan nikah tersebut ? 
Jawab :  
Yang berhak atau bisa melaksanakan pemeriksaan nikah adalah kepala KUA 
di bantu oleh Pegawai Pencatat Nikah bersama dengan pegawai P3N desa 
setempat dan kedua mempelai beserta wali nikah dan tidak dapat diwakilkan. 
10. Apa bukti Telah melalui pemeriksaan nikah? 
Jawab :  
Pada saat pemeriksaan nikah yang di hadiri oleh kedua Catin dan wali beserta 
P3N kami menanyakan secara lisan dan kami tulis pada berkas pemeriksaan 
Nikah (NB) jika telah selesai maka kami membacakan data yang diperoleh 
pada saat pemeriksaan nikah kemudian meminta pada catin untuk menyatakan 
bahwa menggunakan wali hakim dengan alasan tersebut dan para pihak 
menandatangani berkas pemeriksaan nikah atau dapat di katakan ikrar secara 
lisan dan tulisan. 
11. Sebagaimana terdapat di struktur organisasi diketahui bahwa terdapat 
kekosongan dibagian kepenghuluan, untuk sementara bagaimana antisipasi 
dari KUA ? 
Jawab : 
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Dari KUA tetap semua koordinasi semua permasalahan di saya sebagai 
Kepala KUA dan dapat dibantu oleh staff administrasi oleh pak Bani yang 
juga menguasai masalah kepenghuluan. 
 
 
 
Narasumber  : Staff Pengolah data (Bu umi) 
Hari dan Tanggal : Senin, 15 Mei 2017 
1. Bagaimanakah proses pendaftaran kehendak nikah ? 
Jawab :  
Pendaftaran kehendak nikah dapat dilakukan oleh catinnya sendiri atau P3N 
dan harus memenuhi semua persyaratannya. 
2. Apa saja syarat nya ? 
Jawab :  
Syarat-syarat nya ini (sambil mengeluarkan secarik kertas persyaratan 
menikah ) kemudian menjelaskan masing-masing persyaratannya, yaitu : 
1) Calon mempelai pria 
a) Rekomendasi nikah dari KUA setempat 
b) Formulir N-1, N-2, N-3, N-4 dari kantor desa setempat 
c) Fotocopy KTP, KK, Ijazah, Akta lahir 
d) Foto 2x3 (2 lembar dengan bigraund warna biru) 
e) Foto 4x6 (1 lembar dengan bigraund warna biru) 
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f) Pernyataan belum menikah bermaterai 6000 
g) Foto copy KTP Saksi  
Setelah semua syarat terpenuhi selanjutnya di berikan kepada pihak 
calon istri untuk di daftarkan di KUA setempat dari calon istri. 
2) Calon mempelai wanita 
a) Fotocopy KTP, KK, Ijazah, Akta lahir 
b) Fotocopy Buku Nikah Orang tua Kandung 
c) Fotocopy KTP wali nikah 
d) Foto 2x3 (2 lembar dengan bigraund warna biru) 
e) Foto 4x6 (1 lembar dengan bigraund warna biru) 
f) Foto copy KTP Saksi  
g) Pernyataan belum menikah bermaterai 6000 
Selanjutnya datang ke KUA setempat dengan membawa berkas 
kedua calon mempelai untuk mendaftarkan nikah. 
3. Adakah ketentuan lainnya ? 
Jawab :  
Ada ketentuan lainnya yaitu : 
1) Masing-masing calon mempelai menandatangani surat pernyataan yang 
menyatakan kebenaran data yang disampaikan ke KUA.  
2) Bagi calon mempelai yang berusia di bawah 21 tahun harus mengisi surat 
keterangan model N-5 yaitu tentang izin orang tua mempelai. 
3) Bagi calon mempelai wanita  harus menyertakan surat keterangan 
persetujuan mempelai (model N-3). Surat model ini juga disebut dengan 
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MoU yang berisi pernyataan setuju dari kedua belah pihak tanpa ada 
paksaan, Surat ini kemudian ditandatangani oleh mempelai pria dan 
wanita. 
4) Bagi calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun dan calon 
mempelai pria yang belum berusia 19 tahun harus ada surat dispensasi 
nikah dari Pengadilan Agama yang menaungi wilayah tempat tinggal 
calon mempelai terkait. Jika belum mendapat surat dispensasi nikah dari 
Pengadilan Agama tersebut, maka KUA akan mengeluarkan surat 
keterangan model N-9 tentang penolakan pernikahan. 
5) Bagi calon mempelai yang berstatus duda/janda karena ditinggal mati 
suami/istri, maka harus ada surat keterangan model N-6 yang berisi surat 
keterangan kematian suami/istri dari kelurahan. 
6) Bagi calon mempelai yang berstatus duda/janda karena perceraian, maka 
harus melampirkan akta cerai yang asli (tidak boleh foto copy) yang 
dikeluarkan oleh Pengadilan Agama yang pada waktu itu memutus cerai. 
7) Setelah kedua calon mempelai mendapat formulir pokok (N-1, N-2, N-4), 
kemudian mengisi surat keterangan model N-7 tentang pemberitahuan 
kehendak nikah yang ditandatangani oleh calon mempelai/ wali/ wakil 
wali dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). 
8) Apabila semua syarat seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi, maka 
calon mempelai akan didaftarkan ke dalam buku pendaftaran nikah dan 
kemudian  dituangkan ke dalam berita acara tentang daftar pemeriksaan 
nikah (model N-B). 
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9) Bagi calon mempelai yang ingin menikah diluar wilayahnya, maka : 
10) Untuk pria, harus ada surat rekomendasi nikah dari KUA di tempat 
tinggalnya. 
11) Untuk wanita, harus ada surat pengantar numpang nikah dari KUA di 
tempat tinggalnya. 
12) Untuk pernikahan campuran  (berbeda kewarganegaraan), maka calon 
mempelai yang berkewarganegaraan asing harus menyertakan: 
13) Surat izin dari kedutaan besar negaranya yang ada di Indonesia 
14) Paspor/visa 
15) Surat TandaMasuk Daerah dari POLSEK atau POLRES. 
16) Jika dia seorang muallaf, maka disertakan piagam masuk Islam. Apabila 
belum memilki piagam masuk Islam maka akan diislamkan di KUA 
untuk mendapatkan piagam masuk Islam. 
17) Bagi calon mempelai yang berasal dari golongan angkatan bersenjata 
(anggota TNI/Polri), maka harus ada izin dari atasannya. 
4. Berapakah biaya pelaksanaan perkawinan ? 
Jawab :  
Dalam PP Nomor 48/2014 di jelaskan bahwa biaya pernikahan terbagi 
menjadi dua, yaitu : 
1) Gratis atau Nol Rupiah (Rp. 0) jika proses nikah di lakukan pada jam 
kerja di kantor KUA 
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2) Di kenakan biaya Rp. 600.000 (Enam ratus Ribu Rupiah) jika proses 
nikah di luar kantor KUA dan di luar jam dan hari kerja. Penyetoran 
biaya melalui bank BRI dengan slip pembayaran dari KUA. 
5. Ada batasan masa berlaku dari berkas persyaratan ? 
Jawab :  
Ada batasan berlakunya paling lama tiga bulan semenjak dikeluarkan surat 
keterangan dari kepala desa dan paling sedikit minimal dua minggu dari 
tanggal pernikahan harus sudah masuk ke KUA. 
6. Bagaimana jika kurang dari batas tersebut? 
Jawab :  
Jika kurang dari dua minggu maka menyertakan surat dispensasi dari 
kecamatan.  
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Narasumber   : Staff Pengadministrasi (Pak Bani) 
Hari dan Tanggal  : Rabu, 17 Mei 2017 
Waktu   : Jam 09.30 – 10.30 
1. Bagaimanakah proses pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim ? 
Jawab :  
Proses pelaksanaannya sama seperti perkawinan dengan wali nasab di mulai 
dari pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan, pengumuman dan pelaksanaan 
nikah, perbedaannya tergantung alasan yang di gunakan ada yang harus 
menyertakan surat keterangan dari kelurahan , ada yang putusan pengadilan 
dan saat pemeriksaan nikah telah disepakati bersama antar PPN dan catin 
bahwa menggunakan wali hakim. 
2. Bagaimana proses pemeriksaan perkawinan dengan wali hakim ? 
Jawab :  
Proses pemeriksaan nikah nya juga sama dengan wali nasab yaitu kedua catin 
bersama wali dan pegawai P3N di panggil menghadap ke KUA untuk di 
lakukan pemeriksaan, mulai dari data-data kedua catin, data wali atau kalau 
ada wakil wali nikah, mas kawin dan data penghulu atau PPN yang 
memeriksa, biasanya di dampingi pegawai P3N desa setempat catin dan nanti 
setelah selesai pemeriksaan semuanya tanda tangan di berkas pemeriksaan 
nikah. 
3. Kalau secara rinci untuk alasan penggunaan wali hakim di KUA Kecamatan 
Ceper ? 
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Jawab :  
Secara rinci nya 
a. Kehabisan wali nasab  
Ketika proses pemeriksaan kami (PPN) menanyakan masih adakah 
walinya mulai dari urutan teratas sampai bawah jika telah habis maka 
dapat menggunakan wali hakim tapi harus di sertai dengan surat 
keterangan dari kelurahan bahwa wali nasab telah habis. 
b. Kelahiran kurang dari enam bulan pernikahan 
Dari lampiran Buku Nikah Orang tua dan akta kelahiran catin perempuan 
nanti dapat di ketahui jarak antar kelahiran anak dengan perkawinan orang 
tua kemudian menanyakan pada catin apakah benar atau tidak kemudian 
menandatangani surat keterangan wali hakim yang di tanda tangani kepala 
desa. 
c. Wali tidak di ketahui alamatnya atau mafqud 
Kalau wali mafqud atau hilang atau tidak di ketahui alamatnya maka 
melampirkan surat pernyataan telah hilang dari kelurahan. 
d. Wali berada di tempat yang jauh dan tidak bisa hadir 
Untuk wali berada di tempat yang jauh di tanyakan langsung saja pada pak 
kepala. 
e. Wali non muslim/ wali nasab beragama lain 
Kalau wali non muslim di lihat dari lampiran KK dan Fotocopy orang tua 
jika memang non muslim maka menggunakan wali hakim dari KUA. 
f. Wali tidak memenuhi syarat 
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Sama dengan wali mafqud yaitu membawa surat keterangan bahwa wali 
tidak memenuhi syarat dari keluarahan misal wali hilang ingatan dll. 
g. Wali mogok 
Kalau wali mogok harus sidang dulu di Pengadilan Agama , kami hanya 
menerima putusan dari pengadilan Agama saja. 
4. Siapa sajakah yang hadir dalam proses pemeriksaan perkawinan dengan wali 
hakim ? 
Jawab :  
Yang hadir ada penghulu atau PPN, kedua catin, wali di dampingi pegawai 
P3N. 
5. Di masukkan dalam data apa ? 
Jawab :  
Di masukkan dalam lembar pemeriksaan nikah 
6. Siapa yang menandatangani berkas pemeriksaan ? 
Jawab :  
Yang menandatangani berkas yaa semua pihak yang hadir kecuali Pegawai 
P3N. 
7. Di sebut apa berkas tersebut ? 
Jawab :  
Di sebut NB 
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Nara Sumber   : Staff Administrasi (Bu Ratmi) 
Hari dan Tanggal  : Senin, 22 Mei 2017 
Waktu   : jam 09.30 – 10.00 WIB 
1. Siapakah yang mendaftarkan kehendak menikah di KUA ? 
Jawab :  
Sebenarnya yang mendaftar nikah adalah catin itu sendiri, tapi dalam 
masyarakat biasa melalui pegawai P3N masing-masing desa, jadi yang 
mendaftar kadang pegawai P3N dengan berkas syarat lengkap dan kadang ada 
catinnnya sendiri yang mendaftar langsung ke KUA.  
2. Siapakah yang melakukan pengumuman kehendak nikah ? 
Jawab :  
Yang melakukan adalah PPN atau di bantu staff administrasi. 
3. Bagaimanakah caranya ? 
Jawab :  
Di KUA Ceper dengan cara di umumkan di papan pengumuman depan agar 
bisa di baca siapa saja yang datang ke KUA. 
4. Kapan di umumkan ? 
Jawab :  
Di umumkan minimal H-10 dari tanggal pernikahan. 
5. Apa saja formulir-formulir yang berkaitan dengan perkawinan ? 
Jawab :  
Ada banyak mbak, ada formulir N1- N 9 rinciannya : 
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1) Model N-1 : Surat keterangan untuk nikah 
2) Model N-2 : Surat keterangan asal-usul  
3) Model N-3 : Surat persetujuan mempelai 
4) Model N-4 : Surat keterangan tentang orang tua 
5) Model N-5 : Surat izin orang tua 
6) Model N-6 : Surat keterangan kematian suami/istri 
7) Model N-7 : Pemberitahuan kehendak nikah 
8) Model N-8 : Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan syarat 
9) Model N-9 : Penolakan pernikahan 
10) Model N-10 : penolakan pernikahan 
6. Kalo yang model NB atau lainnya itu apa bu ? 
Jawab :  
Yang model N itu ada empat mbak : 
1) Akta Nikah (Model N) 
2) Kutipan Akta Nikah (Model NA) 
3) Daftar Pemeriksaan Nikah (Model NB) 
4) Pengumuman Kehendak Nikah (Model NC) 
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